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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah (BPIW) sebagai unit organisasi baru di lingkungan Kementerian PUPR yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan
antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. BPIW memegang tugas
penting untuk memastikan tercapainya perencanaan dan pemrograman pembangunan

infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang terpadu dan sinkron.

Oleh karena itu, BPIW harus dapat berperan sebagai think tank untuk memberikan
masukan kepada Menteri PUPR, sebagai fasilitator debottlenecking dalam
pembangunan infrastruktur PUPR, serta sebagai integrator untuk rencana infrastruktur
PUPR yang terpadu dan program yang sinkron. Dengan demikian, BPIW dapat menjadi
yang terdepan dalam menyiapkan kebijakan dan strategi Kementerian PUPR, baik
berupa dukungan policy brief bagi pimpinan/pengambil kebijakan maupun rekomendasi

teknis kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya.

Sementara tantangan pengembangan wilayah Indonesia ke depan semakin berat,
dimana isu strategis yang muncul tidak hanya terkait peningkatan pertumbuhan
ekonomi namun juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat.
Sesuai dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJIMN) 2020-2024, strategi pengembangan wilayah yang dikembangkan
yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan yang
dikembangkan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan,
sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
yaitu tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat (leave no one behind). Hal ini
menjadi tantangan BPIW untuk dapat memberikan arahan pengembangan infrastruktur

PUPR dengan pendekatan wilayah.

Sesuai siklus organisasi 5 (lima) tahunan, suatu organisasi akan dievaluasi untuk
penguatan implementasi tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saat ini sedang

berjalan. Sejak dibentuk pada tahun 2015, BPIW senantiasa berusaha untuk
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menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya dengan terus
berkomunikasi mengenai peran BPIW, baik di internal BPIW maupun dengan
stakeholder terkait seperti unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR,

kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.

Dari sisi internal BPIW, terdapat beberapa masukan untuk meningkatkan peran
dan kelembagaan BPIW, khususnya terkait: 1) efektivitas tugas dan fungsi BPIW; 2)
standardisasi output/produk yang dihasilkan oleh BPIW; 3) evaluasi terhadap manfaat
(outcome) dari output/produk yang dihasilkan oleh BPIW. Terkait efektivitas tugas dan
fungsi BPIW, perlu ditelaah mengenai potensi overlapping pekerjaan antar pusat-pusat
yang ada di BPIW yang disebabkan oleh instrumen planning yang terlalu banyak
(nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesaan). Hal lain
yang patut diperhatikan adalah arahan program yang direkomendasikan oleh BPIW
masih sedikit yang diimplementasikan oleh unit organisasi lain, serta belum adanya

legalitas produk yang dihasilkan oleh BPIW.

Sementara itu, belum terdapat standar dalam pekerjaan yang dilakukan BPIW,
baik untuk pemilihan metodologi, akurasi kajian, dan maupun kedalaman analisis dari
setiap produk perencanaan dan pemrograman (master plan dan development plan).
Kajian mengenai analisis manfaat (outcome) juga masih perlu ditajamkan, dan
dilakukan pada setiap skala analisis (nasional, pulau, kawasan) dengan membandingkan

indikator capaian sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur PUPR.

Dari sisi stakeholder terkait, kelembagaan BPIW harus dapat menghasilkan
mekanisme kebijakan yang dapat mendukung sinkronisasi pembangunan infrastruktur
PUPR dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Sebagai
contoh, pembangunan jaringan irigasi main system oleh Kementerian PUPR perlu
disinkronkan dengan pembangunan jaringan irigasi tersier dan cetak sawah oleh

Kementerian Pertanian dan masyarakat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga harus dapat berkoordinasi dengan
Kementerian Perhubungan untuk pengembangan keterpaduan konektivitas antarmoda
dan multimoda berbasis pengembangan wilayah (memperhatikan demand), dengan

penguatan simpul perpindahan antarmoda yang efisien dan terintegrasi. Dengan
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demikian, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dapat memberikan
manfaat (outcome) positif terhadap masyarakat, yang antara lain tercermin dari
peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta penurunan

kesenjangan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang BUMN dan sektor swasta, pengembangan ekonomi
wilayah dan penyediaan infrastruktur cukup sering mengalami keterlambatan, dari dari
segi perencanaan, kebijakan, maupun kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut,
mereka mengusulkan perlunya dibentuk strategic steering committee pada setiap
koridor pertumbuhan (regional atau provinsi), yang bertugas untuk memonitor dan
memastikan pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana tepat

waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan kelembagaan BPIW.
Hal tersebut juga merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi, yang terus
dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun melalui pembahasan dan evaluasi
butir-butir program dan kegiatan (8 area perubahan) yang tertuang di dalam rencana

aksi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi BPIW tahun 2015-2019.

Dalam rangka pengembangan kelembagaan tersebut, BPIW perlu melakukan
kajian literatur terkait kelembagaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan
wilayah secara nasional. Dokumen perencanaan pembangunan seperti agenda
pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan BPIW dalam menyusun
konsep kelembagaan. Referensi lainnya yang dapat digunakan dalam penyusunan
konsep kelembagaan BPIW adalah dokumen tata ruang, seperti Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berikut peraturan perundang-undangan

turunannya.

Setelah dilakukan kajian literatur, BPIW juga perlu melakukan evaluasi
kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan tersebut mencakup 2

(dua) dimensi pokok organisasi, yaitu struktur dan proses organisasi.
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Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) subdimensi, yaitu: 1) kompleksitas; 2)
formalisasi; dan 3) sentralisasi. Sementara itu, dimensi proses mencakup 5 (lima)
subdimensi, yaitu: 1) keselarasan (alignment); 2) tata kelola (governance) dan
kepatuhan (compliance); 3) perbaikan dan peningkatan proses; 4) manajemen risiko;

dan 5) teknologi informasi.

Dengan mengacu pada kajian literatur di atas, serta dengan menggunakan metode
analisis berdasarkan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2018, maka akan disusun Naskah
Akademis pengembangan kelembagaan BPIW. Penyusunan Naskah Akademis tersebut
akan melibatkan berbagai pihak, baik di internal BPIW maupun dengan stakeholder
terkait seperti unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR,

kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah membahas dan mengevaluasi
kelembagaan BPIW tahun 2015-2019 sebagai salah satu dasar penyusunan Naskah
Akademis Kelembagaan BPIW tahun 2020-2024.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyusun Naskah Akademis

Kelembagaan BPIW tahun 2020-2024.
1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah

Akademis Kelembagaan BPIW tahun 2020-2024.
1.4 Landasan Hukum

Kegiatan ini didasari oleh beberapa landasan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2017.

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang.

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi

Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut:

. Melakukan tinjauan literatur terkait kelembagaan pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah, dengan mengacu pada dokumen perencanaan
pembangunan dan dokumen tata ruang.

Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kelembagaan BPIW tahun 2015-2019.

3. Merumuskan usulan kelembagaan BPIW tahun 2020-2024.

1.6

Menyusun Naskah Akademis Kelembagaan BPIW Tahun 2020-2024.
Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen Naskah Akademis

Kelembagaan BPIW tahun 2020-2024.
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1.7 Sistematika Laporan
Sistematika laporan ini terdiri dari beberapa bab, yang meliputi:

1) Bab 1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

sasaran, landasan hukum, ruang lingkup, dan keluaran kegiatan.

2) Bab 2 Tinjauan Literatur dan Peraturan Perundang-undangan, menguraikan
tentang konsep pengembangan wilayah, arahan pengembangan wilayah, rencana

tata ruang, dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

3) Bab 3 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPIW Tahun 2015-2019, menguraikan
tentang pembentukan BPIW, struktur organisasi BPIW, tata laksana BPIW, dan
capaian BPIW.

4) Bab 4 Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2015-2019, menguraikan tentang
dasar hukum evaluasi kelembagaan, metode yang digunakan (kuesioner, Focus
Group Discussion (FGD), hasil analisis manajemen risiko), hasil evaluasi
kelembagaan, usulan struktur organisasi berbasis wilayah, dan kelebihan dan
kekurangan struktur organisasi BPIW tahun 2015-2019 dan usulan struktur

organisasi berbasis wilayah.

5) Bab 5 Usulan Kelembagaan BPIW Tahun 2020-2024, menguraikan tentang
analisis peran BPIW, prasyarat keberhasilan dalam pelaksanaan peran BPIW,
usulan output kelembagaan BPIW, usulan proses bisnis BPIW, dan usulan

organisasi dan tata kerja BPIW.

6) Bab 6 Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil

analisis yang dilakukan.
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BAB 2
TINJAUAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial
ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Pengembangan wilayah dimulai dari satu pusat kegiatan inti (monosentris), yang
kemudian berkembang menjadi suatu wilayah yang memiliki beberapa kawasan
strategis yang menjadi pendorong pertumbuhan wilayah (polisentris). Kawasan ini dapat
berupa kawasan industri, kawasan pariwisata, atau kawasan strategis lainnya. Kumpulan
dari beberapa kawasan strategis dan wilayah pengaruhnya serta konektivitasnya

membentuk suatu wilayah pertumbuhan.

Wilayah pertumbuhan perlu mendapatkan prioritas karena fungsinya sebagai
pemicu (trigger) pengembangan wilayahnya masing-masing. Prioritas ini dapat berupa
pengembangan infrastruktur dasar dan pendukung untuk mengakselerasi kegiatan di
dalam wilayah. Konektivitas antar wilayah pertumbuhan juga menjadi penting untuk
menciptakan keterkaitan antar wilayah pertumbuhan, serta merangsang pertumbuhan

antar wilayah pertumbuhan (komplementaritas).

Pengembangan wilayah mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut (BPIW,

2016):

a. Competitiveness not only job creation, yaitu mendorong pertumbuhan wilayah yang
kompetitif, baik secara nasional maupun global, dengan memacu peningkatan
produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksinya.

b. Cluster base, yaitu memfokuskan pembangunan pada kluster-kluster potensial dan
strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menarik
perkembangan kawasan di sekitarnya.

c. Build on existing and potential strength not only reducing weakness, yaitu
pembangunan berbasis kekayaan alam yang dimiliki dengan memperkaya rantai
produksi untuk menaikan nilai tambah.

d. Membangun overall strategy (bukan hanya daftar aksi), yaitu membangun secara

menyeluruh di seluruh aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
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e. Prioritas, yaitu memberikan prioritas dan tahapan penanganan berdasarkan kapasitas
yang tersedia untuk efektivitas dan efisiensi pembangunan.

f. Data driven-fact base, yaitu perencanaan, pemrograman, dan perancangan
berdasarkan data dan fakta yang benar, terkini, dan akurat.

g. Konsisten, yaitu pengembangan dilakukan secara konsisten dan menerus sesuai
perencanaan.

h. Visi, strategy, plan, implementation yang berkesinambungan, terstruktur, sistematik,
dan masif.

i. Entrepreunership, yaitu menciptakan peluang kewirausahaan sektor formal dan
informal dengan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

j.  Public Private Partnership, yaitu kerja sama dengan swasta untuk mewujudkan

rencana pembangunan.

Konsep pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah dimulai dari
Ir. Sutami (Menteri PU tahun 1964 — 1978), yang menyatakan bahwa pembangunan
infrastruktur yang intensif dalam rangka mendukung pemanfaatan potensi sumber daya
alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Konsep pengembangan
wilayah tersebut kemudian dikembangkan oleh Dr. Ir. Poernomosidhi Hadjisarosa
(Menteri PU tahun 1978 — 1983), yang merumuskan konsep hierarki kota dan hierarki

prasarana jalan melalui orde kota.

Konsep hierarki kota dan hierarki prasarana jalan tersebut kemudian
disempurnakan oleh Ir. Ruslan Diwiryo (Direktur Jenderal Bina Marga tahun 1980-an),
yang merumuskan konsep struktur ruang dan pola ruang. Konsep struktur ruang dan
pola ruang tersebut kemudian menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Pada tahun 1980-an tersebut juga disusun Strategi
Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP), yaitu suatu sistem perkotaan dalam konteks
pengembangan wilayah nasional. Selain itu, juga disusun Program Pembangunan

Prasarana Kota Terpadu (P3KT) sebagai arahan dari SNPP.

Sejak tahun 1990-an hingga saat ini, konsep pengembangan wilayah ditujukan
untuk mengurangi kesenjangan kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur

Indonesia (KTI). Sampai dengan RPJMN 2015-2019, fokus pembangunan masih
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dititikberatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga untuk
mengurangi disparitas. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun rencana
pengembangan wilayah dengan mengembangkan kawasan-kawasan strategis
berdasarkan potensi wilayah guna mengurangi secara signifikan disparitas dan

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk mendukung konsep pengembangan wilayah tersebut, BPIW selaku unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR, perlu
menyusun suatu dokumen yang mengatur mengenai perencanaan dan pemrograman
pengembangan infrastruktur PUPR. Dokumen tersebut harus selaras dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang mencakup rencana jangka panjang (20 tahun)
dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), rencana
jangka menengah (5 tahun) dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJIMN), dan rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

(RKP).
2.2  Arahan Pengembangan Wilayah
A. Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pokok
pembangunan berbasis kewilayahan pada tahun 2020-2024 dapat dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pertumbuhan dan daya saing, aspek pemerataan dan
pemenuhan pelayanan dasar, serta aspek sumber daya manusia (SDM) dan
kelembagaan. Terkait aspek pertumbuhan dan daya saing, arah kebijakan pokok
pembangunan berbasis kewilayahan meliputi optimalisasi pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Industri/KI,
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/KPBPB, destinasi wisata, dan
kawasan lainnya yang telah ditetapkan), yang didukung dengan konektivitas antar-
wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya

saing wilayah.

Aspek pertumbuhan dan daya saing juga mencakup optimalisasi wilayah

metropolitan dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan
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investasi, dan pembiayaan pembangunan, dengan tetap mempertahankan pertumbuhan
dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk wilayah metropolitan dan kota besar
di Jawa. Hal tersebut juga perlu didukung oleh peningkatan peran dan efisiensi
pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan

dan perdesaan.

Terkait aspek pemerataan dan pemenuhan pelayanan dasar, arah kebijakan pokok
pembangunan berbasis kewilayahan meliputi pembangunan desa dan pengembangan
kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal
dengan berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan
pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. Selain itu, aspek
pemerataan dan pemenuhan pelayanan dasar juga mencakup pengembangan rencana
pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial

dan ekonomi.

SDM dan kelembagaan merupakan aspek yang mendapatkan perhatian khusus
dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pokok
pembangunan berbasis kewilayahan untuk aspek tersebut meliputi banyak hal, mulai
dari peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa
(kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan
dan mencapai pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) hingga penataan pola
hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah dan pola-pola

kolaborasi multipihak, serta pengembangan inovasi daerah.

Aspek SDM dan kelembagaan juga mencakup penegakan rencana tata ruang yang
berbasis mitigasi bencana, peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah, dan penyediaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penegakan rencana tata ruang yang
berbasis mitigasi bencana diwujudkan melalui peningkatan efektivitas instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) dan mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional.

Peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah diwujudkan melalui sertifikasi hak
atas tanah, terutama pada wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan

ekonomi dan koridor pemerataan (termasuk wilayah sekitarnya), publikasi batas
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kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral, dan deliniasi batas wilayah adat.

Sementara itu, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum salah

satunya dapat dilakukann melalui pembentukan bank tanah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 2 (dua) strategi utama pembangunan
berbasis kewilayahan, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Kedua
strategi tersebut tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor

pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan bertujuan untuk transformasi dan akselerasi pembangunan
pulau/kepulauan. Pembangunan difokuskan pada koridor penting di setiap pulaw/
kepulauan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan dalam
lima tahun mendatang. Pemilihan koridor pertumbuhan di setiap pulauw/kepulauan
dilakukan dengan mempertimbangkan potensi basis-basis perekonomian, seperti pusat
pengolahan sumber daya alam, kawasan strategis pariwisata, serta pusat pelayanan jasa
(termasuk metropolitan dan kota-kota baru pendukung metropolitan). Pada basis-basis
perekonomian tersebut, dilakukan perkuatan penyediaan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan ekonomi besar, seperti sarana dan prasarana transportasi, listrik,

dan komunikasi.

Strategi pertumbuhan dilakukan melalui operasionalisasi dan peningkatan
investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah
ditetapkan, seperti KEK, KI, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP), dan sebagainya. Strategi pertumbuhan lainnya adalah
pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan

jasa lainnya.

Sementara itu, strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (leave no one
behind). Pembangunan difokuskan pada daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat
diberikan input untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya,
dengan penyediaan infrastruktur dasar pada daerah tersebut. Basis-basis pemerataan
ditujukan pada daerah tertinggal, daerah transmigrasi, kawasan perdesaan yang

berfungsi sebagai kawasan strategis kabupaten, dan kawasan perbatasan.
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Strategi pemerataan dilakukan melalui pengembangan ekonomi wilayah/lokal
dengan cara penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan
teknologi komunikasi digital dan peningkatan kapasitas SDM, baik di daerah tertinggal,
desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan
transmigrasi, maupun kawasan perbatasan, secara terintegrasi dengan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya. Strategi pemerataan lainnya
adalah pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal,

desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Kerangka pikir dari strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan dapat dilihat
pada Gambar 2.1.

Kawasan Strategis

=
] Herangka
e i + PN, KEK, KSPN
B E Ekonomi Makro % Arahan Sektor
o E .
E é Pusat Pertumbuhan Sektor Unggulan * Transportasi
K] Ekonomi Nasional + Energi, dsb

» Manufaktur
« Pariwisata, dsb

Pusat Pertumbuhan = PKW, PKL » Sektor Utama
Ekonomi Lokal * Kota - desa » Sektor Pendukung

Catatan: Pemenuhan pelayanan dasar dilakukan di seluruh wilayah nasional dan tidak menikuti pola strategi ini.

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Gambar 2.1. Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan Wilayah
B. Kebijakan dan Strategi Pulau/Kepulauan

Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan
perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri
pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan
nasional. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk:

1) pengembangan KI, KEK, KSPN atau DPP atau Taman Nasional (TN), KPBPB,

taman wisata perairan, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan;
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2) optimalisasi wilayah metropolitan (WM) Medan dan WM Palembang, termasuk

rencana investasi dan rencana pembiayaan pembangunan;

3) pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai dan Sabang,

termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; dan

4) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan

perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Sumatera dapat dilihat pada

Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Sumatera
Kawasan Strategis Kawasan
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, PKSN
KPBPB Kota Baru)
e KEK Arun Lhokseumawe PKSN Sabang
1 Aceh e TN/KSPN Gunung Leuseur
' ¢ Destinasi Potensial KPBPB
Sabang
¢ KI Kuala Tanjung Kawasan
2. | Sumatra Utara * KUKEK Sei Mangke Metropolitan
e DPP Danau Toba Mebidangro
e TN Batang Gadis
e Destinasi Potensial Padang-
3. | Sumatra Barat Bukittinggi Kota Baru Padang
e TN/KSPN Siberut
¢ KI Dumai
4. | Riau ¢ KI Tanjung Buton
e KI Tenayan
¢ KI Bintan Aerospace
¢ KEK Galang Batang
. e Destinasi Potensial Batam- e PKSN Ranai
3. | Kepulauan Riau Bintan e PSKN Tarempa
¢ KPBPB Batam, Bintan,
Karimun
¢ KI Kemingking
6. | Jambi e TN/KSPN Gunung Kerinci
Seblat
7. | Bengkulu
o Kawasan
e KI Tanjung Enim 11:/2?1::[) :;lt:n
8. | Sumatra Selatan | ¢ KEK Tanjung Api-api Agungg ¥
e Destinasi Potensial Palembang e Kota Baru
Palembang
9 g:gull(zuan o KI Sadai
' Beli%ung e DPP/KEK Tanjung Kelayang
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Kawasan Strategis Kawasan
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, PKSN
KPBPB Kota Baru)
e KI Tanggamus
10. | Lampung e KI Way Pisang

Keterangan:
Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Sumatera adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) tanaman perkebunan;
2) industri manufaktur (industri makanan dan minuman; industri karet, barang dari
karet, dan plastik); dan.

3) perdagangan besar dan eceran.

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan
perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, serta
mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Strategi yang dilakukan untuk
mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama,
yang diprioritaskan untuk:

1) pengembangan KI, KEK, KSPN atau DPP atau TN, serta kawasan lainnya yang telah
ditetapkan;

2) mempertahankan pertumbuhan dan daya dukung lingkungan WM Jakarta, WM
Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar; dan

3) pengembangan kawasan perdesaan.

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada
Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Jawa-Bali

Rehabilitasi dan
Kawasan Strategis Kawasan Rekonstruksi
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, Daerah
KPBPB Kota Baru) Terdampak
Bencana
¢ KI Semar Serang . Pesisir Selat
1. | Bant . Kota Baru M
antett e DPP/KEK Tanjung Lesung ota Baru Aiaja Sunda
. Kawasan
2. | DKI Jakarta : B;}z Eepu?uar; Sker;tbu Metropolitan
ota Tua Jakarta Jabodetabek
3. | Jawa Barat e Destinasi Potensial Bandung- Kawasan
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Rehabilitasi dan
Kawasan Strategis Kawasan Rekonstruksi
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, Daerah
KPBPB Kota Baru) Terdampak
Bencana
Pangandaran Metropolitan
e TWA Kamojang Bandung Raya

e TWA Papandayan
e TN Gunung Gede Pangrango
e TN Gunung Halimun Salak

¢ KI Kendal
e DPP Borobudur dan Kawasan

4. | Jawa Tengah sekitarnya Metropolitan
o TN/KSPN Gunung Merapi Kedungsepur

o TN/KSPN Gunung Merbabu

5. | DI Yogyakarta

o KI Madura
o KI Gresik
e DPP Bromo-Tengger-Semeru
e Destinasi Potensial Kawasan
6. | Jawa Timur Banyuwangi Metropolitan
e TN/KPPN Alas Purwo Gerbangkertosusila
o TN/KPPN Meru Betiri
o TN/KSPN Baluran
o TWA Kawah [jen
Kawasan
7. | Bali Destinasi Pariwisata Utama Bali Metropolitan
Sarbagita

Keterangan:
Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Jawa-Bali adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) tanaman pangan;
2) industri manufaktur (industri pengolahan tembakau; industri kulit dan barang dari
kulit);
3) perdagangan besar dan eceran; dan

4) pariwisata.

Kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat
pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya dalam perekonomian nasional
sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strategi yang
dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan pusat-pusat

pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk:
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1) pengembangan KI, KEK, KSPN, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan;

2) optimalisasi WM Banjarmasin;

3) pengembangan jalur kereta api Kalimantan;

4) pengembangan PKSN Jagoi Babang, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau,

Jasa, Long Midang, Long Nawang, Tou Lumbis, termasuk ekonomi kawasan

sekitarnya; dan

5) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan

perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan dapat dilihat

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Kalimantan

Kawasan Strategis Kawasan
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, PKSN
KPBPB Kota Baru)
e PKSN Paloh-
Aruk
* KIKetapang o PKSN Entikong
Kalimantan * Kl Landak Kota Baru e PKSN Jagoi
L. Barat * KI Surya Borneo Pontianak Baban
Lo . g
e Destinasi Potensial o PKSN Nanga
Singkawang- Sentarum Badau
e PKSN Jasa
5 Kalimantan
" | Tengah
o Kawasan
Kalimantan e KI Batulicin Metropohtan
3 Selatan ¢ KI Jorong Banjar Bakula
¢ Kota Baru Banjar
Baru
e KI Buluminung
4 Kalimantan e KEK Maloy Batuta Trans
" | Timur Kalimantan (MBTK)
e Destinasi Potensial Derawan
e PKSN Tarakan
e PKSN
Nunukan
Kalimantan . Kota Baru * PKSN. Tou-
> Utara KITanah Kuning Tanjung Selor ;;1;1112111
. ong
Midang
e PKSN Long
Nawang
Keterangan:

Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)
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Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Kalimantan adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) tanaman perkebunan;
2) pertambangan batu bara;
3) industri manufaktur (industri batu bara dan pengilangan migas; industri kayu, barang
dari kayu, gabus, dll); dan

4) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Kebijakan pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk
mengembangkan potensi wilayah di bidang pariwisata, peternakan, dan perkebunan,
serta mempercepat pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, dengan mengutamakan mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, sebagai berikut:

1) pengembangan KI, KEK, KSPN atau DPP atau TN, taman wisata perairan, serta
kawasan lainnya yang telah ditetapkan;

2) pengembangan kota pelabuhan di Mataram dan Kupang;

3) pengembangan PKSN Atambua dan Kefamenanu, termasuk ekonomi kawasan
sekitarnya; dan

4) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan
perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat

pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Nusa Tenggara

Rehabilitasi dan
Kawasan Strategis Rekonstruksi
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), PKSN Daerah
KPBPB Terdampak
Bencana

e DPP Lombok-

Mandalika/KEK Mandalika
Nusa Tenggara o TN/KSPN Gunung Rinjani Lombok dan

Barat « TWA Gunung Tunak sekitarnya
e TN/KSPN Gunung Tambora
Nusa Tenggara e DPP Labuan Bajo e PKSN
2. Timur e TN/KSPN Komodo Kefamenanu
o TN/KSPN Kelimutu e PKSN Atambua

21



NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024

Rehabilitasi dan
Kawasan Strategis Rekonstruksi
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), PKSN Daerah
KPBPB Terdampak
Bencana
e KSPN Maumere

Keterangan:
Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Nusa Tenggara
adalah pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) tanaman pangan;
2) peternakan; dan

3) penyediaan akomodasi, makan, dan minum.

Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan
momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai
pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di kawasan timur, serta peran sebagai salah
satu lumbung pangan nasional. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut
adalah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, dengan mengutamakan
mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta pemulihan daerah terdampak
bencana, sebagai berikut:

1) pengembangan KEK, KSPN atau DPP atau TN, serta kawasan lainnya yang telah
ditetapkan;

2) optimalisasi WM Makassar dan WM Manado;

3) pengembangan PKSN Tahuna, termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; dan

4) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan

perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.
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Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada

Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Sulawesi

Rehabilitasi
. dan
Kawasan Strategis Kawasan Rekonstruksi
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ | Perkotaan (WM, PKSN Daerah
TN), KPBPB Kota Baru)
Terdampak
Bencana
e KI/KEK Bitung * Kawasan
. . . Metropolitan
Sulawesi o Destinasi Potensial ..
1. . Bimindo PKSN Tahuna
Utara Manado-Bitung
e TWA Tangkoko * Kota Baru
Manado
2. | Gorontalo
3 Sulawesi o KI Morowali Palu dan
" | Tengah e KI/KEK Palu sekitarnya
Sulawesi
4. Barat KI Pasangkayu
e KI Bantaeng
o Destinasi Potensial
Makassar-Selayar- e Kawasan
Sulawesi Toraja Metropolitan
5. o TN/KPPN Mamminasata
Selatan >
Bantimurung e Kota Baru
Bulusaraung Makassar
o TN/KSPN
Takabonerate
o KI Konawe
6 Sulawesi o DPP Wakatobi
" | Tenggara e TN/KPPN Rawa Aopa
Watumohai
Keterangan:

Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Sulawesi adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) tanaman pangan;
2) perikanan; dan

3) industri pengolahan (industri barang galian bukan logam).

Kebijakan pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan
dan mengembangkan potensi wilayah serta memantapkan perannya sebagai lumbung

ikan nasional. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui
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pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, dengan mengutamakan mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, sebagai berikut:
1) pengembangan KI dan KEK, KSPN atau DPP, serta kawasan lainnya yang telah
ditetapkan;
2) pengembangan kota pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon;
3) pengembangan PKSN Saumlaki, termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; dan
4) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan
perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.
Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Maluku dapat dilihat pada
Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Maluku

Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), (WM, Kota Baru) PKSN

KPBPB
o KI Teluk Weda
1. | Maluku Utara | ¢ KI Buli Kota Baru Sofifi
o DPP/KEK Morotai
PKSN
2. | Maluku Saumlaki
Keterangan:

Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Maluku adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) perkebunan;
2) perikanan;
3) industri pengolahan (industri kayu, barang dari kayu, dan gabus); dan

4) transportasi dan pergudangan.

Kebijakan pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan
mempercepat pembangunan manusia. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal
tersebut adalah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, dengan
mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta pemulihan

daerah terdampak bencana, sebagai berikut:
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1) pengembangan KI dan KEK, KSPN atau Destinasi Potensial, serta kawasan lainnya
yang telah ditetapkan;

2) pengembangan kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke;

3) pengembangan PKSN Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah, termasuk ekonomi
kawasan sekitarnya; dan

4) pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan
perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Papua dapat dilihat pada
Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Pusat-Pusat Pertumbuhan Utama di Wilayah Papua

Kawasan Strategis Kawasan Wilayah
No Provinsi (KI, KEK, KSPN/DPP/ TN), Perkotaan (WM, PKSN Adat
KPBPB Kota Baru)
o KI Teluk Bintuni Wilayah
1. | Papua Barat * KEK S"“’ng ) . Kota Baru Sorong Adat
o KSPN/Destinasi Potensial Domberey
Raja Ampat
e PKSN
Jayapura
e PKSN Wilayah
2. | Papua Kota Baru Jayapura Tanah Adat Laa
Merah Pago
e PKSN
Merauke

Keterangan:
Yang dicetak tebal merupakan major project dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2019)

Strategi lainnya untuk mewujudkan pengembangan wilayah Papua adalah
pengembangan sektor unggulan sebagai berikut:
1) perikanan;
2) tanaman pangan;
3) hortikultura;
4) pertambangan bijih logam; dan
5) angkutan laut.
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C. Tantangan

Untuk tahun 2020-2024, tantangan pembangunan berbasis kewilayahan juga dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pertumbuhan dan daya saing, aspek
pemerataan dan pemenuhan pelayanan dasar, serta aspek SDM dan kelembagaan.
Terkait aspek pertumbuhan dan daya saing, tantangan pembangunan berbasis
kewilayahan adalah menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan
baru, meningkatkan daya saing wilayah melalui re-industrialisasi (khususnya yang
berbasis potensi wilayah), serta meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu

pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan sarana-prasarana.

Sementara itu, terkait aspek pemerataan dan pemenuhan pelayanan dasar,
tantangan pembangunan berbasis kewilayahan adalah mengurangi kesenjangan sosial-
ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses
terhadap pelayanan dasar, serta memenuhi standar pelayanan minimum. Terkait aspek
SDM dan kelembagaan, tantangan pembangunan berbasis kewilayahan adalah
meningkatkan SDM dan tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan komersialisasi
inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi, memanfaatkan teknologi digital dalam
segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, mengoptimalkan skema
pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan
Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA), mengharmoniskan
peraturan perundang-undangan pusat-daerah dan antar sektor sesuai kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah,

termasuk kerjasama daerah, kolaborasi, dan inovasi daerah.
D. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan berbasis kewilayahan dapat dikelompokkan menjadi 3
(tiga) aspek, yaitu aspek pertumbuhan dan daya saing, aspek pemerataan dan
pemenuhan pelayanan dasar, serta aspek agraria dan tata ruang. Terkait aspek
pertumbuhan dan daya saing, isu strategis pembangunan berbasis kewilayahan adalah
penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, peningkatan daya
saing daerah yang masih rendah, pengelolaan urbanisasi yang belum optimal, serta

fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan yang mulai menurun dan tidak efisien.
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Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah ditunjukkan oleh
tingkat keberhasilan (operasionalisasi) pusat pertumbuhan wilayah yang masih rendah,
yaitu 10 operasional dari 12 KEK, 3 operasional dari 14 KI, 2 operasional dari 4
KPBPB, dan 10 destinasi wisata. Indikator lainnya adalah konektivitas dari dan menuju
pusat-pusat pertumbuhan yang masih lemah serta kawasan strategis kabupaten yang

belum berkembang.

Peningkatan daya saing daerah yang masih rendah ditunjukkan oleh
ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana
transfer yang tinggi, yaitu rata-rata lebih dari 50 persen untuk APBD provinsi dan lebih
dari 70 persen untuk APBD kabupaten/kota. Indikator lainnya adalah peraturan
perundang-undangan yang belum harmonis, kerjasama dan inovasi daerah yang belum
optimal, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, serta belum optimalnya sinergi

perencanaan pusat-daerah.

Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal ditunjukkan oleh rendahnya dampak
urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana 1 persen pertambahan jumlah
penduduk perkotaan hanya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar
1,4 persen. Sebagai perbandingan, 1 persen pertambahan jumlah penduduk perkotaan
meningkatkan PDB sebesar 13 persen di India, 10 persen di China, dan 7 persen di
Thailand.

Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan yang mulai menurun dan tidak efisien
ditunjukkan oleh jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan
bahan bakar yang mencapai Rp 56 triliun pada tahun 2011 (Pulstra UGM, 2013). Selain
itu, wilayah metropolitan Jakarta telah menjadi area dengan jumlah populasi penduduk
terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 20,85 persen terhadap PDB nasional.
Hal tersebut mengindikasikan dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam

perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, terkait aspek pemerataan dan pemenuhan pelayanan dasar, isu
strategis pembangunan berbasis kewilayahan adalah kesenjangan antar wilayah dan
rendahnya pemenuhan pelayanan dasar. Kesenjangan antar wilayah ditunjukkan oleh

perbedaan tingkat kemiskinan antara kawasan timur Indonesia/KTI (18,01 persen)
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dengan kawasan barat Indonesia/KBI (10,33 persen) serta perbedaan tingkat kemiskinan
antara perdesaan (13,47 persen) dengan perkotaan (7,20 persen). Untuk tingkat
ketimpangan pendapatan, yang ditunjukkan oleh Gini Ratio (GR), daerah perkotaan
(GR=0,4) mempunyai ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari daerah perdesaan
(GR=0,324). Indikator lainnya adalah keterbatasan sarana prasarana, aksesibilitas, dan
belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan
perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. Rendahnya pemenuhan
pelayanan dasar ditunjukkan oleh akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas,
antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29
persen, dan sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42

persen) (BPS 2018, diolah Bappenas berdasarkan SDGs 2030).

Terkait aspek agraria dan tata ruang, isu strategis pembangunan berbasis
kewilayahan adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah, ketimpangan
pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pemanfaatan ruang
yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang. Rendahnya kepastian hukum
hak atas tanah ditunjukkan oleh cakupan peta dasar pertanahan yang baru mencapai
48,4 persen, cakupan bidang tanah bersertifikat terdigitasi yang baru mencapai 20,91
persen, serta sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru
mencapai 37,32 persen (4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani).
Ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ditunjukkan
oleh rendahnya penguasaan lahan oleh rumah tangga tani, dimana 26,14 juta rumah
tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga
tani lainnya hanya menguasasi lahan kurang dari 0,5 hektar (Sensus Pertanian BPS,

2013).

Sementara itu, pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana
tata ruang ditunjukkan oleh terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000, belum berjalannya
pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, desa-desa dalam kawasan hutan dan
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perkebunan dasar tidak dapat melaksanakan kewenangannya, terutama untuk
pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa), serta kejadian bencana akibat
pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat

(sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).
2.3 Rencana Tata Ruang
A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara diatur oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa RTRWN menjadi
pedoman untuk: 1) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN); 2) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; 4)
perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah
provinsi, serta keserasian antarsektor; 5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi; 6) penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 7) penataan ruang wilayah

provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan
strategi pengembangan struktur ruang dan meliputi kebijakan dan strategi
pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang mencakup
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang
merata dan berhierarki serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan
merata di seluruh wilayah nasional. Sementara itu, kebijakan dan strategi
pengembangan pola ruang mencakup pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan
kawasan lindung, pengembangan kawasan budi daya, serta pengembangan kawasan

strategis nasional.
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B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang mencakup peningkatan akses pelayanan
perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah serta peningkatan kualitas dan
jangkauan pelayanan jaringan prasarana. Kebijakan tersebut sangat terkait erat dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terutama untuk unit
organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara
pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Oleh karena itu, BPIW harus
memperhatikan beberapa strategi yang terkait dengan kebijakan pengembangan struktur

ruang tersebut.

Dalam rangka peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah, strategi yang diperlukan antara lain: 1) menjaga dan mewujudkan
keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan,
serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; 2) mengembangkan pusat
pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; 3)
mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan; 4) mendorong
kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam
pengembangan wilayah di sekitarnya; 5) mengembangkan pelayanan kawasan
perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritime
secara berkelanjutan; dan 6) mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara

holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan prasarana, strategi yang diperlukan yang terkait dengan Kementerian PUPR
dan BPIW antara lain: 1) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; dan 2) meningkatkan kualitas

jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan
transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi
nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Rencana struktur ruang yang terkait erat

dengan Kementerian PUPR dan BPIW antara lain antara lain sistem perkotaan nasional,
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sistem jaringan transportasi nasional (khususnya jaringan jalan nasional), dan sistem

jaringan sumber daya air.
C. Sistem Perkotaan Nasional

Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN)!, Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW)?, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)3, yang dapat berupa
kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar, kawasan
perkotaan sedang, atau kawasan perkotaan kecil. Selain itu, dalam rangka mendorong
perkembangan kawasan perbatasan negara, juga dibentuk Pusat Kegiatan Strategis

Nasional (PKSN)*.

Kriteria dari PKN meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai: 1) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan
internasional; 2) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani
beberapa provinsi; 3) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa
provinsi; dan/atau 4) pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil
kegiatan kelautan dan perikanan yang berada di pesisir. Sementara itu, kriteria dari
PKW meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai: 1) simpul
kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; 2) pusat kegiatan industri dan jasa
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; 3) simpul transportasi yang
melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau 4) mendukung ekonomi

kelautan nasional yang berada di pesisir.

Kriteria dari PKL meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai: 1) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan
beberapa kecamatan; 2) simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan
beberapa kecamatan; dan/atau 3) mendukung ekonomi kelautan lokal yang berada di

pesisir. Sementara itu, kriteria dari PKSN meliputi pusat perkotaan yang: 1) berpotensi

! Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
provinsi.

2 Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/
kota.

3 Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan.

4 Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
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sebagai pos pemeriksaaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional
yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan 2) merupakan simpul utama
transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau 3) merupakan pusat

pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Kriteria dari kawasan megapolitan adalah kawasan yang memiliki 2 (dua) atau
lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk
sebuah sistem. Kawasan metropolitan sendiri merupakan kawasan perkotaan yang
dengan kriteria memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa,
terdiri dari satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya
yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan, serta mempunyai keterkaitan fungsi
antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan. Kriteria kawasan perkotaan
lainnya hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana kawasan perkotaan besar
mempunyai jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, kawasan
perkotaan sedang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, dan kawasan perkotaan kecil mempunyai jumlah
penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu)
jiwa.

D. Jaringan Jalan Nasional

Jaringan jalan nasional merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi
nasional, khususnya sistem jaringan transportasi darat. Jaringan jalan nasional terdiri
atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan

antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki
berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan antar-PKN, antara PKN
dan PKW, serta PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan
primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul. Jaringan jalan arteri primer
berupa jalan umum yang melayani angkutan, melayani perjalanan jarak jauh,
memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi, serta membatasi

jumlah jalan masuk secara berdaya guna.
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Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN
dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL. Jaringan jalan kolektor primer
berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan, melayani perjalanan jarak
sedang, memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang, serta

membatasi jumlah jalan masuk.

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan antar-
PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara, antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya,
serta PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional. Sementara itu, jalan tol
dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai

bagian dari jaringan jalan nasional.
E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap
wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai yang diatur dalam RTRWN
meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah
sungai strategis nasional. Sementara itu, cekungan air tanah yang diatur dalam RTRWN

meliputi cekungan air tanah lintas negara dan cekungan air tanah lintas provinsi.

Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas negara ditetapkan dengan kriteria
melayani kawasan perbatasan negara atau melintasi batas negara. Wilayah sungai dan
cekungan air tanah lintas provinsi ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih
provinsi. Sementara itu, wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria: 1)
melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan; 2) melayani paling
sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 hektar;
dan/atau 3) memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan
ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen)

dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.
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2.4 Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggara Negara, yang
bertujuan untuk: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan Nasional sendiri merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan
secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan
Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: 1) rencana
pembangunan jangka panjang (20 tahun); 2) rencana pembangunan jangka menengah (5
tahun); dan 3) rencana pembangunan tahunan. Ruang lingkup Perencanaan

Pembangunan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.
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Tabel 2.8. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional

Pusat Daerah
No Jangka Kementerian/ Satuan Kerja
Waktu Bappenas Lembaga (K/L) Bappeda Perangkat
Daerah (SKPD)
1. | Jangka Rencana - Rencana -
Panjang (20 | Pembangunan Pembangunan
tahun) Jangka Panjang Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Daerah (RPJPD)
2. | Jangka Rencana Rencana Rencana Rencana Strategis
Menengah Pembangunan Strategis Pembangunan Satuan Kerja
(5 tahun) Jangka Menengah Kementerian/ Jangka Menengah | Perangkat Daerah
Nasional (RPJMN) Lembaga Daerah (RPJMD) (Renstra-SKPD)
(Renstra-KL)
3. | Tahunan Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Kementerian/ Pemerintah Daerah | Satuan Kerja
Lembaga (Renja- | (RKPD) Perangkat Daerah
KL) (Renja-SKPD)

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: 1) penyusunan rencana;
2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi
pelaksanaan rencana. Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara
berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang

utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap
suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah
pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,
menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah
menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat
(stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-
masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah

keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap penetapan rencana dilakukan untuk menjamin bahwa dokumen
perencanaan yang telah disusun menjadi berupa produk hukum yang mengikat semua
pihak untuk melaksanakannya. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang
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tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi
ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan

(input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).
B. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran
pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan
untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih
berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai
visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan

pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
mencakup: 1) kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 2)
evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; 3)
perencanaan dan penganggaran; 4) pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta nota keuangan; 5) penelaahan RKA -
K/L dan penerbitan DIPA; 6) pemutakhiran RKP; 7) pelaksanaan anggaran; 8)
pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan 8) sistem informasi perencanaan dan

penganggaran.

Khusus untuk perencanaan infrastruktur PUPR, sangat penting untuk melakukan
perencanaan berbasis spasial dalam proses bisnis perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional. Dalam menjalankan proses pemrograman dan penganggaran
sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, ditemukan
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beberapa titik kritis yang memperlihatkan pentingnya “peran BPIW” dalam proses

bisnis perencanaan dan pemrograman tersebut, yaitu:

1) Pra-konsultasi Regional, dimana arahan program BPIW belum dapat sepenuhnya
mengakomodasi kebutuhan unit organisasi.

2) Penelitian dan Reviu RKA-K/L, dimana BPIW tidak terlibat langsung dalam proses
tersebut.

3) Penelaahan RKA-K/L, dimana BPIW tidak terlibat langsung dalam proses tersebut.

Proses pemrograman dan penganggaran di lingkungan Kementerian PUPR dapat

dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Proses Pemrograman dan Penganggaran di Lingkungan Kementerian
PUPR

C. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk
menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana,

yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
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Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan

program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana,

realisasi pencapaian target keluaran (outpuf), dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (inpuf),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan
dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,
kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat
dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang
akan datang. Dengan demikian, perencanaan yang transparan dan akuntabel harus
disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang minimal

meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Evaluasi dilakukan baik terhadap pelaksanaan Renstra K/L (setiap 5 tahun)
maupun terhadap pelaksanaan Renja-K/L (tahunan). Evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra-K/L.  dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program-
program dalam Renstra-K/L berdasarkan sumber daya yang digunakan, serta indikator
dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk kegiatan pokok dan indikator dan sasaran

kinerja hasil (outcome) untuk program.

Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-K/L dilakukan untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator dan
sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-K/L. Evaluasi dilakukan berdasarkan
sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (output)
untuk kegiatan dan indikator dan sasaran kinerja hasil (outcome) untuk program.
Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, indikator
dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan. Hasil dari evaluasi
tersebut kemudian digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil

(outcome).
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Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai
tahapan yang berbeda, yaitu pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-
going), dan tahap pasca-pelaksanaan (ex-post). Evaluasi ex-ante dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan
skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang
telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi on-going dilakukan pada saat pelaksanaan
rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu, evaluasi ex-post dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir,
yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran, hasil, atau dampak)
program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini
digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), maupun manfaat (dampak terhadap

kebutuhan) dari suatu program.
2.5 Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
A. Kebijakan Nasional

Salah satu arahan Presiden dalam pidato pelantikan pada sidang paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 adalah perlunya
dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level serta mengganti/
mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/
keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut bertujuan
untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya
peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah

kepada publik, serta sebagai upaya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan arahan Presiden tersebut, Kementerian PAN-RB telah menyusun
konsep tindak lanjut berupa pengalihan jabatan administrasi (Administrator/pejabat
struktural eselon III, Pengawas/pejabat struktural eselon IV, dan Pelaksana/pejabat
struktural eselon V) di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara
selektif. Bagi pejabat struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V yang terdampak

pengalihan akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut, akan dialihkan menjadi
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pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan
memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang

bersangkutan.

Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, eselon IV, dan eselon
V tersebut dikecualikan bagi jabatan struktural yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan
tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau
b. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi,
pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; atau
c. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing
kementerian/lembaga kepada Menteri PAN-RB sebagai bahan pertimbangan
penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon

III, eselon IV, dan eselon V.
B. Kebijakan Kemenerian PUPR

Menindaklanjuti konsep tindak lanjut dari Kementerian PAN-RB tersebut,
Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Langkah strategis
pertama adalah mengidentifikasi unit kerja eselon III dan eselon IV yang dapat
disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai dengan peta jabatan pada
masing-masing unit organisasi. Kriteria optimalisasi jabatan struktural eselon III dan
eselon IV di lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan langkah

strategis pertama tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.
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Tabel 2.9. Kriteria Optimalisasi Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di
Lingkungan Kementerian PUPR

Kriteria Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV
Dapat Dialihkan
Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional ke Jabatan
Fungsional
N Unit Sebagai Memiliki Tugas dan Fungsi Otoritas, Legalitas, Usulan Perubahan
0 Organisasi Kepala .
Pengesahan, Persetujuan Dokumen Memiliki Tugas
Satuan . 5
. dan Fungsi Teknis
Kerja/ Perencanaan Dukungan .
Ketata- . Substantif
Kewenangan Pemrograman Manajemen/
. usahaan 5
Wilayah Penganggaran Penyeliaan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Sekretariat Jenderal
e Tugas Bagian Umum
e Kepala . .
. e Kepala Bagian . dilaksanakan oleh Kepala
Bagian o Kepala Bagian
Perencanaan Subbag Tata Usaha
. Umum Pelaksanaan o Kepala Subbag
a | Biro - e Kepala . e Seluruh Eselon IV
o Kepala . Tugas Teknis .
. Subbagian Tata . Pelaksana Teknis
Subbagian Substansi -
Usaha dialihkan ke Jabatan
Tata Usaha .
Fungsional
e Tugas Bagian Umum
e Kepala . .
. o Kepala Bagian . dilaksanakan oleh Kepala
Bagian o Kepala Bidang
Perencanaan . Subbag Tata Usaha
Kepala Umum Tugas Substansi
b | Pusat . o Kepala - . e Seluruh Eselon III dan
Balai o Kepala . o Kepala Seksi
. Subbagian Tata . Eselon IV Pelaksana
Subbagian Teknis S
Usaha Teknis dialihkan ke
Tata Usaha .
Jabatan Fungsional
e Tugas Bagian Umum
dilaksanakan oleh Kepala
o Kep?la « Kepala Bagian Subbag Tata Usaha
Bagian e Seluruh Eselon IV
. Pelaksanaan .
2 Inspektorat . Umum e Kepala Bagian Tueas pelaksana teknis
Jenderal e Kepala Perencanaan gas dialihkan ke Jabatan
. Manajerial di .
Subbagian Sekretariat Fungsional
Tata Usaha o Tugas teknis substantif
Inspektorat dilaksanakan
pejabat fungsional auditor
b Kepal o Kepala Subdit e Tugas Bagian Umum
cpaia . o Kepala Bagian | Teknis dilaksanakan oleh Kepala
Bagian e Kepala Subdit .
. Pelaksanaan o Kepala Bidang Subbag Tata Usaha
3 Direktorat Kepala Umum Pemrograman, Tugas Teknis di Balai Seluruh Eselon TII d
Jenderal Balai ° Kepala Penganggaran, gas * Scluruh tsclon an
. Manajerial di Besar Eselon IV Pelaksana
Subbagian dan Monev . . A
Sekretariat o Kepala Seksi Teknis dialihkan ke
Tata Usaha - .
Teknis Jabatan Fungsional.
b Kepala e Tugas Baglarll Anggaran
. . dan Umum dilaksanakan
Bagian o Kepala Bagian
. oleh Kepala Subbag Tata
Badan Anggaran . Pelaksanaan o Kepala Bidang
» Kepala Bagian ; Usaha
4 | (BPIW dan dan Umum Program Tugas Teknis « Seluruh Eselon 111 dan
BPSDM) o Kepala & Manajerial di o Subbidang Teknis
. . Eselon IV Pelaksana
Subbagian Sekretariat T
Teknis dialihkan ke
Tata Usaha .
Jabatan Fungsional
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Kriteria Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV

Dapat Dialihkan
Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional ke Jabatan
Fungsional
N Unit Sebagai Memiliki Tugas dan Fungsi Otoritas, Legalitas, Usulan Perubahan
0 Organisasi Kepala P ] e
engesahan, Persetujuan Dokumen Memiliki Tugas
Satuan q q
" dan Fungsi Teknis
Kerja/ Perencanaan Dukungan .
Ketata- 5 Substantif
Kewenangan Pemrograman Manajemen/
q usahaan .
Wilayah Penganggaran Penyeliaan
1 2 3 4 5 6 7 8
o Fungsi Sekretariat Badan
Litbang dihapus
o Tugas Pusat Litbang A,
B, dan C diintegrasikan
* Kepala ke Direktorat
Bagian o Kepala Bagian p Kepala Bidang .'
. e Tugas Bagian Anggaran
Anggaran . Pelaksanaan Teknis
Badan Kepala » Kepala Bagian . . dan Umum
5 . . dan Umum Tugas » Subbidang Teknis .
(Balitbang) | Balai Perencanaan T . dilaksanakan oleh
 Kepala Manajerial di  p Kepala Seksi Kepala Subbag Tata
Subbagian Sekretariat Teknis P &
Tata Usaha Usaha
e Seluruh Eselon III dan
Eselon IV Pelaksana
Teknis dialihkan ke
Jabatan Fungsional.

Langkah strategis kedua adalah memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan

untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang terdampak

pemangkasan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi. Jabatan fungsional

tersebut terdiri dari jabatan fungsional bidang PUPR dan jabatan fungsional bidang

lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan untuk Menampung Peralihan
Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Kementerian PUPR

Jabatan Fungsional Bidang PUPR

Jabatan Fungsional Bidang Lainnya

7)
8)

9)
10)
11)

1) Teknik Pengairan 1) Peneliti

2) Teknik Jalan dan Jembatan 2) Perekayasa

3) Teknik Tata Bangunan 3) Widyaiswara

4) Teknik Penyehatan Lingkungan 4) Perencana
Perumahan 5) Auditor

5) Pembina Jasa Konstruksi 6) Surveyor Pemetaan

Pengendali Dampak Lingkungan
Analis Pembiayaan dan Resiko
Keuangan

Analis Kebijakan
Asesor SDM Aparatur
Auditor Kepegawaian
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Jabatan Fungsional Bidang PUPR Jabatan Fungsional Bidang Lainnya

12) Analis Kepegawaian
13) Pranata Kehumasan
14) Pranata Komputer
15) Arsiparis

16) dil
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BAB 3
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPIW TAHUN 2015-2019

3.1 Pembentukan BPIW

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR
menetapkan bahwa BPIW sebagai unit organisasi baru di lingkungan Kementerian
PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi
keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Pembentukan
BPIW tersebut merupakan wujud inovasi kelembagaan dalam hal inovasi perencanaan
dan sinkronisasi pemrograman infrastruktur PUPR, baik dari program, biaya, maupun
fungsi. Dengan demikian, BPIW bertugas menjamin keterpaduan infrastruktur dan
menentukan prioritas. Sementara tugas dan fungsi BPIW dinyatakan dalam Peraturan
Menteri PUPR Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PUPR.

Peran BPIW dalam siklus manajemen POAC (planning, organizing, actuating,
controlling) adalah pada bagian perencanaan (planning). Dengan peran tersebut, BPIW
bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan dengan pengembangan kawasan
dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur seperti disparitas
antar wilayah, tingginya urbanisasi, belum mantapnya konektivitas, serta pemanfaatan
sumber daya yang belum optimal. Dengan demikian, BPIW memegang tugas penting
untuk memastikan tercapainya perencanaan dan pemrograman pembangunan

infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang sinkron dan terpadu.

ITIEN
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Gambar 3.1. Siklus Pengembangan Infrastruktur PUPR
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Oleh karena itu, BPIW harus dapat berperan sebagai think tank untuk memberikan
masukan kepada Menteri PUPR, sebagai fasilitator debottlenecking, serta sebagai
integrator untuk rencana terpadu dan program yang sinkron. Dengan demikian, BPTW
dapat menjadi yang terdepan dalam menyiapkan kebijakan dan strategi Kementerian
PUPR, baik berupa dukungan policy brief bagi pimpinan/pengambil kebijakan maupun
rekomendasi teknis kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan

stakeholder lainnya.

Selama tahun 2015-2019, BPIW telah mengalami beberapa kali perkembangan
atau penyesuaian organisasi. Pada tahun 2015-2016, BPIW mempunyai sebanyak 1
(satu) unit satuan kerja mandiri, yaitu Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Merak -
Bakauheni - Bandar Lampung - Palembang - Tanjung Api-api (MBBPT). Satuan kerja
tersebut bertugas melakukan inkubasi pengembangan infrastruktur PUPR, serta
melakukan koordinasi lintas sektor dengan stakeholder terkait, seperti kementerian/
lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Sejak tahun 2017, tugas
dan fungsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan MBBPT tersebut dilebur ke dalam
tugas dan fungsi unit organik di lingkungan BPIW.

BPIW juga pernah mengajukan pembentukan Balai Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah yang berlokasi di 7 (tujuh) pulau/kepulauan, yaitu Sumatera (lokasi kantor di
Medan), Jawa (Yogyakarta), Kalimantan (Samarinda), Bali dan Nusa Tenggara
(Mataram), Sulawesi (Makassar), Maluku (Ambon), dan Papua (Jayapura). Balai
Keterpaduan Infrastruktur Wilayah tersebut mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan keterpaduan infrastruktur wilayah dan keterpaduan program serta fasilitasi

pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR.

Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah tersebut akhirnya ditetapkan sebagai unit
pelaksana teknis (UPT) setingkat eselon III.b melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor:
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian PUPR. Namun
demikian, tidak pernah terjadi pelantikan terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas di lingkungan UPT tersebut. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
akhirnya dihilangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja UPT Kementerian PUPR.

Selain itu, unit organik BPIW juga pernah mengalami penyesuaian tugas dan
fungsi maupun lingkup wilayah atau lokasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri PUPR Nomor: 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PUPR. Penyesuaian terhadap tugas dan fungsi terjadi pada Pusat Perencanaan
Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan
Kawasan Perkotaan. Sementara itu, penyesuaian terhadap lingkup wilayah atau lokasi
terjadi pada Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Pusat

Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.
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3.2 Struktur Organisasi BPIW

PUPR 03/PRT/M/2019
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, BPIW terdiri dari 5 (lima) unit kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: tentang

eselon II, sebagai berikut:

Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Sekretariat Badan

BagianKepegawaian,
Organisasi,dan Tata [l
Laksana

BagianProgramdan
Evaluasi

BagianHukum, Kerja
Sama, dan Layanan —
Informasi

BagianKeuangandan
Umum

Pusat Pemrogramandany

Pusat Perencanaan
Infrastruktur PUPR

Evaluasi Keterpaduan

Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis

Pusat Pengembangan
Kawasan Perkotaan

PUPR
- BagianAnggarandan BagianAnggarandan - BagianAnggarandan - BagianAnggarandan
Umum Umum Umum Umum
Bidang Penyusunan . Bidang Keterpaduan Bidang Pengembangan
=l RencanaStrategisdan Bldar;grge?;/:ﬁsunan el | nfrastruktur Kawasan || =l Infrastruktur Kawasan
Analisa Manfaat g Strategis Metropolitan
Bidang Perencaaan Bidang Sinkronisas Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan
—_— Programdan p—d Inftastruktur Antar pudl | nfrastruktur Kota Besar
Infrastruktur | N -
Pembiayaan Kawasan Strategis dan Kota Baru
Bidang Perencaaan Bidang Pemantauan dan| Bidang Fasilitasi Bidang Pengembangaru
b N e el |nfrastruktur KotaKecil
Infrastruktur 11 Evaluasi Program PengadaanTanah
dan Perdesaan

Gambar 3.2. Struktur Organisasi BPIW
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Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 03/PRT/M/2019 tersebut, BPIW
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan
antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Dalam melaksanakan tugas

dimaksud, BPIW menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan

kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR;

b. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur
bidang PUPR;

c. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang PUPR;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan
sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
PUPR;

e. pelaksanaan administrasi BPIW; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

A. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan mempunyai tugas pemberian dukungan pengelolaan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIW. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan data;
c. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
d. pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, administrasi
kerja sama, dan komunikasi publik;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.
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Gambar 3.3. Struktur Organisasi Sekretariat BPIW

B. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat,

serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur
bidang PUPR;

koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana
pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan
strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang PUPR,;

koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam
rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;

analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan
infrastruktur terpadu bidang PUPR beserta pengelolaan data dan informasinya;

penyiapan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR; dan
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f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat.
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Gambar 3.4. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

C. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR mempunyai
tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR;
b. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program

keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR; dan
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d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat.

Gambar 3.5. Struktur Organisasi Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

Infrastruktur PUPR

D. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di

kawasan strategis dan antar kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis

yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR,
serta fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud,

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur
bidang PUPR pada wilayah pengembangan strategis;

b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan strategis dan antarkawasan

strategis pada wilayah pengembangan strategis;
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o

fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur

bidang PUPR pada wilayah pengembangan strategis; dan

o

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat.
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Gambar 3.6. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

E. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana dan program, dan
pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara
pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang PUPR di kawasan perkotaan,
serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

menyelenggarakan fungsi:
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a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta reviu
rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan dengan infrastruktur bidang PUPR;

b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan;

c. penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR; dan

d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat.
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Gambar 3.7. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
3.3 Tata Laksana BPIW

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam
dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah disamping bidang sumber daya
manusia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan. Ruang lingkup

ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja.
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Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) adalah organisasi baru
dengan tugas dan fungsi utamanya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan rakyat, yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan reformasi
birokrasi. BPIW merupakan wujud inovasi kelembagaan dalam hal inovasi perencanaan
dan sinkronisasi pemrograman infrastruktur PUPR, baik dari program, biaya, maupun
fungsi. Dengan demikian, BPIW bertugas menjamin keterpaduan infrastruktur dan

menentukan prioritas.

Peran BPIW dalam “planning” (POAC) adalah meningkatkan keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor dan antartingkat
pemerintahan dengan pengembangan kawasan, dalam rangka mengatasi permasalahan
pembangunan infrastruktur seperti disparitas antar wilayah, tingginya urbanisasi, belum

mantapnya konektivitas, serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, BPIW perlu didukung oleh sumber
daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi melaksanakan fungsi terutama
perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR, pengembangan wilayah, maupun
pengembangan perkotaan dan perdesaan, yang esensinya memiliki kapasitas dalam
menterpadukan pengembangan infrastruktur antarwilayah, antarsektor, maupun
antartingkat pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi BPIW dalam Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR.

Dalam hal tata laksana, reformasi birokrasi mengharapkan sistem, proses, dan
prosedur kerja di lingkungan BPIW jelas, efektif, efesien, terukur, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance, sehingga tercapai salah satu sasaran reformasi

birokrasi yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, dengan arah kebijakan.

Kepala BPIW juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 44/SE/KW/2017
tentang Prosedur Ketatalaksanaan di Lingkungan BPIW sebagai petunjuk teknis bagi
unit kerja terkait di lingkungan BPIW dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan. SE
Nomor 44/SE/KW/2017 tersebut mengesahkan dan menetapkan 160 SOP melalui
verifikasi dan validasi, serta telah disahkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

dengan rincian 113 SOP Kesekretariatan dan 47 SOP Unit Kerja BPIW.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja di BPIW saling
berkoordinasi, baik dengan internal PUPR maupun pihak eksternal PUPR, sebagai
berikut:

N
d [ = P Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
1 Unit Organisasi B3
Kementerian/Lemba Pemerintah daerah ! » Amimbsiros i
i | ga H ¥ raatartin CBR ini untuk dalam DIPA
[] = Administrasi kerjasama luar neges
S
- S - 1 1 s
- —— ——— - S
Sy P o 1
Pusat Perencanaan Pusat Pemrograman dan [
Infrastruktur PUPR & W Evaluasi Keterpaduan :
[ e Infrastruktur PUPR
1
SRk S £ : Pusat Perencanaan I
W"‘s“m H Pusat Pengembangan Kawasan Pusat Pergambangan Infrastruktur PUPR [ r———
ang v : Srategis Kawasan Perkotaan pencisk ketirackian pengsmbengn :
Rencana Fembangunan Jangka Rencana Pengermbang, p;;;mnmgm A
2 S T il ol
g:w"%wmmwm Kekijkan Tekris Rercana Kebakan Ters, encana = ionis TemaduDPS) Wiaych ‘1
ong anF il i *
+ sTacois don ankr kewesan :e‘;em ks kel dan 1
Ay b : ) P 3 Snkmnesasi prograemdan
ol [OPEMPI 1 [iesita b it
BRENVPS 1 ; .
frea inkubas pada kewesan g [ B pengaloiasian danaalokasikhusus
+ #rea nkubasidi kawasen perkoinan, ko kecd dan it
Rencana Pengembangan{FS) 1| sraegs dan anrkawasan kanwasan perdesaan 4+
Infasmiaur Teapadi bidang PUPR el | | araegs: pada WPS ——
antariVPS dan anarkEH | Pedomaniskois ketopaduon. § At Morfand & Skema Pemantenn don svahaes ke
E Iventariss dan Fashtssi : i ¥ ek AAN POCTATL AINJE 31 sy
Rencana ks keerpachian arar peegadses isneh [ bofkotann i hmmmzwm it il !
s dang PUFR wiayah £ el : i
Pulepulmum L
e arvrtngha pemenmsh

Sekretariat Badan

Gambar 3.8. Proses Bisnis BPIW Tahun 2015-2019

Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR berkoordinasi terkait Rencana
Pengembangan Infrastruktur Terpadu Bidang PUPR antar Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS) dan Antar Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan Pusat
Pengembangan Kawasan Strategis dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Dari
konsolidasi dan koordinasi tersebut, dihasilkan Rencana Pengembangan Infrastruktur
Terpadu Wilayah Pulau/Kepulauan dan menjadi masukan Pusat Pemrograman dan
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam hal program dan pembiayaan jangka
pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.

Dalam hal koordinasi dan konsolidasi internal PUPR, Pusat Pemrograman dan
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Anggaran
dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR terkait administrasi anggaran. Dalam
hal koordinasi dan konsolidasi eksternal PUPR, BPIW sebagai perwakilan Kementerian
PUPR menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) dengan Pemerintah Daerah

terkait pengembangan wilayah.
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Pemetaan untuk mengembangkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
dengan mempertimbangkan melalui pendekatan competitive, cluster base, build on
existing and potential strength; membangun overall strategy; prioritas; data driven-fact
base; Kkonsistensi; visi, strategi, rencana, implementasi; dan entrepreunership.
Pembangunan berbasis WPS merupakan pendekatan pembangunan yang memadukan
antara pengembangan wilayah dengan market driven, yaitu mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta fokus pada pengembangan infrastruktur
untuk mempercepat pertumbuhan kawasan serta mengurangi disparitas antar kawasan di
dalam WPS. Di sini, sangat diperlukan keterpaduan perencanaan antara infrastruktur
dan pengembangan kawasan strategis dalam WPS, seperti perkotaan, industri, dan
maritim/pelabuhan industri dan sinkronisasi program antar infrastruktur yang
mendukung pertumbuhan kawasankawasan di dalam WPS (fungsi, lokasi, waktu,

besaran, dan dana). WPS direncanakan berbasis pulau maupun cluster industri.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam WPS ini diharapkan mampu
menciptakan konektivitas sekaligus bisa mengurangi disparitas antar wilayah.
Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi tentu membutuhkan dukungan komitmen

dan sinergitas yang kuat dari semua pemangku kepentingan (stakeholders).

3.4 Capaian BPIW
Capaian BPIW pada tahun 2015 — 2019 adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.9. Capaian BPIW Tahun 2015-2019

Fenyiapan
NUDP
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Dokumen Renstra dalam bentuk Dokumen Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015
—2019 dan Midterm Review Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 —2019.

7 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR, yaitu Pulau Sumatera, Pulai
Jawa — Bali, Pulau Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi,
Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

35 Master Plan (MP) & Development Plan (DP) Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS).

MP & DP Antar Kawasan Strategis.

16 MP & DP Kawasan Strategis, yaitu pada tahun 2015 tersunun 4 kawasan
strategis (Kawasan Cikarang Bekasi Laut, Kawasan Danau Toba, Kawasan Food
Estate Merauke, dan Kawasan Magelang — Muntilan — Borobudur). Tahun 2016
tersusun 8 kawasan strategis, yaitu 5 kawasan strategis pariwisata pantai (Tanjung
Kelayang, Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat) dan 3 kawasan
strategis pegunungan dan budaya (Brastagi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Toraja).
Pada tahun 2018 disusun 2 rencana MP & DP, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus
Bitung dan Sorong.

49 MP & DP Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu pada tahun 2015 disusun 2
kota baru, 1 kota besar, 7 kawasan metropolitan, dan 1 kawasan perkotaan. Pada
tahun 2016 disusun untuk 4 kota baru, 3 kota besar, dan 2 kawasan metropolitan.
Tahun 2017 disusun 3 kota sedang, 5 kota baru, 1 metropolitan baru, dan 7 kawasan
perkotaan di sekitar Danau Toba. Dan pada tahun 2018 disusun 2 metropolitan
baru, 2 kota baru, 2 kota kecil, 6 kota sedang, dan 1 kawasan pantai utara Jakarta.
MP & DP Kawasan Perbatasan.

59 MP & DP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (20 KPPN disusun PUPR).
Dokumen keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program serta evaluasi
keterpaduan 34 provinsi (program jangka pendek 3 tahun, program tahunan, dan
evaluasi keterpaduan).

Analisis manfaat serta kebutuhan dan skema pembiayaan dalam infrastruktur
wilayah dan kawasan.

Integrated Tourism Master Plan (Danau Toba, Lombok, dan Borobudur).

Inkubasi Anjungan Cerdas (Anjungan Cerdas Rambut Siwi dan Anjungan Cerdas

Trenggalek).
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13. Penyiapan NUDP dengan status terakhir pada 22 Maret 2019 adalah 5 kota telah
menyampaikan surat pernyataan minat dari masing-masing walikota untuk dapat
tercakup dalam NUDP Fase 1 (3-5 kota terpilih).

Pengelompokan capaian BPIW pada tahun 2015 — 2019 berdasarkan pulau/

kepulauan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian BPIW Tahun 2015 — 2019 Berdasarkan Pulau/Kepulauan

RIPI MPDP Kawasan/ MPDP MPDP
Pulau/ MPDP WPS Antar Kawasan Kawasan MPDP Kota
. . Perdesaan
Kepulauan Strategis Metropolitan
A. Wilayah Sumatera
RIPI Pulau 1) WPS Sabang — Banda | 1) Kawasan Strategis 1) Kawasan 1) Kota Baru 1) KPPN Pakpak
Sumatera Aceh — Langsa Danau Toba Metropolitan Palembang Bharat
2) WPS Medan — 2)Kawasan Strategis Mebidangro 2)Kota Baru 2) KPPN Toba
Tebing Tinggi — Pariwisata Pantai 2)Kawasan Padang Samosir
Dumai — Pekanbaru Tanjung Kelayang Metropolitan | 3)Kota Baru 3) KPPN Empat
3) WPS Batam — 3)Kawasan Strategis Baru Bandar Lawang
Tanjung Pinang Pegunungan dan Palembang Lampung “) KPPN
4) WPS Sibolga — Budaya Brastagi Raya 4)Kota Baru Sei Bengkayang
Padang — Bengkulu 4) Kawasan Perkotaan Mangkei
5) WPS Jambi — di Sekitar Danau 5)Kota
Palembang — Pangkal Toba (Kab. Samosir, Pekanbaru
Pinang — Tanjung Toba Samosir, Dairi, 6) Kota Sedang
Pandan Tapanuli Utara, Dumai
6) WPS Merak — Humbang Hasudutan, 7)Kota Sedang
Bakauhuni — Bandar Simalungun, dan Tebing
Lampung — Karo) Tinggi
Palembang — Tanjung | 5) Antar Kawasan 8) Kota Sedang
Api-api Strategis Toba — Prabumulih
Kabanjahe — 9) Kota Sedang
Sibolangit Lubuklinggau
B. Wilayah Jawa-Bali
RIPI Pulau 1) WPS Jakarta — Bogor | 1) Kawasan Strategis 1) Kawasan 1) Kota Baru KPPN Tabanan
Jawa-Bali — Ciawi — Sukabumi Cikarang — Bekasi Metropolitan Maja
2) WPS Jakarta — Laut Jabodetabekp | 2)Kota Baru
Cirebon — Semarang 2) Kawasan Strategis unjur Kemayoran
3) WPS Tanjung Lesung Magelang — Muntilan | 2) Kawasan 3)Kota Baru
— Sukabumi — — Borobudur Metropolitan Cirebon
Pangandaran — 3)Kawasan Strategis Cekungan 4)Kota Baru
Cilacap Pariwisata Pantai Bandung Cilacap
4) WPS Yogyakarta — Tanjung Lesung 3)Kawasan 5)Kota Besar
Solo — Semarang 4)Kawasan Strategis Metropolitan Tasikmalaya
5) WPS Semarang — Pegunungan dan Kedung 6) Kawasan
Surabaya Budaya Bromo — Sepur Perkotaan
6) WPS Yogyakarta — Tengger — Semeru 4) Kawasan Yogyakarta
Prigi — Blitar — 5) Kawasan Strategis Metropolitan | 7)National
Malang Patimban Gerbangkerto Capital
7) WPS Malang — 6) Anjungan Cerdas susila Integrated
Surabaya — Rambut Siwi 5)Kawasan Coastal
Bangkalan 7) Anjungan Cerdas Metropolitan Development
8) WPS Surabaya — Trenggalek Sarbagita (NCICD)
Pasuruan — Pantai Utara
Banyuwangi Jakarta

9) WPS Gilimanuk —
Denpasar — Padang
Bay
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RIPI MPDP Kawasan/ MPDP MPDP
Pulau/ MPDP WPS Antar Kawasan Kawasan MPDP Kota
. . Perdesaan
Kepulauan Strategis Metropolitan
C. Wilayah Kalimantan
RIPI Pulau 1) WPS Ketapang — 1) Kawasan 1) Kota Sedang 1) KPPN
Kalimantan Pontianak — Metropolitan Singkawang Mempawah
Singkawang — Baru Banjar 2)Kota Baru 2) KPPN Banjar
Sambas Bakula Tanjung Selor | 3) KPPN Berau
2) WPS Temajuk — 2)Kawasan 3)Kota Baru
Sebatik Metropolitan Pontianak
3) WPS Palangkaraya — Baru Sambo
Banjarmasin — Tenggarong
Batulicin
4) WPS Balikpapan —
Samarinda — Maloy
D. Wilayah Nusa Tenggara
RIPI 1) WPS Tanjung — Kawasan Strategis Metropolitan 1) Kota Baru 1) KPPN
Kepulauan Mataram — Labuan Bajo Baru Mataram Bandar Labuan Bajo
Nusa Mandalika Raya Kayangan 2)KPPN
Tenggara 2) WPS Sumbawa Besar 2) Kota Baru Lombok
— Dompu — Bima Banjarbaru Timur
3) WPS Waingapu — 3)Kota Sedang | 3) KPPN
Labuan Bajo — Ende Kupang Dompu
— Maumere 4) KPPN Ngada
4) WPS Kupang — 5)KPPN
Atambua Lombok
Tengah
E. Wilayah Sulawesi
RIPI Pulau 1) WPS Bitung — 1) Kawasan Strategis 1) Kawasan 1) Kota Baru 1) KPPN Sidrap
Sulawesi Manado — Amurang — Pariwisata Pantai Metropolitan Makassar 2) KPPN Luwu
Kotamobagu Wakatobi Mamminasata | 2) Kota Sedang Timur
2) WPS Gorontalo — 2) Kawasan Strategis 2) Kawasan Kotamobagu 3)KPPN
Kotamobagu Pegunungan dan Metropolitan | 3) Kota Kecil Morowali
3) WPS Palu — Banggai Budaya Toraja Baru Tondano 4) KPPN
4) WPS Mamuju — 3)Kawasan Ekonomi Bimindo 4)Kota Kecil Konawe
Makale — Palopo — Khusus Bitung Kab. Selatan
Kendari — Bau-bau — Boalemo 5)KPPN Muna
Wangi-wangi Barat
5) WPS Makassar — 6) KPPN
Pare-pare — Mamuju Boalemo
F. Wilayah Maluku dan Pulau-Pulau Terluar
RIPI 1) WPS Ternate — Sofifi | Kawasan Strategis 1) Kota Baru KPPN Morotai
Kepulauan — Daruba Pariwisata Pantai Sofifi
Maluku 2) WPS Ambon — Morotai 2)Kota Sedang
Masohi Ambon
3) WPS Natuna —
Anambas
4) WPS Enggano dan
Simuk
G. Wilayah Papua
RIP Pulau 1) WPS Sorong — 1) Kawasan Strategis Kota Baru
Papua Manokwari Food Estate Merauke Sorong
2) WPS Biak — 2)Kawasan Strategis
Manokwari — Bintuni Pariwisata Pantai
3) WPS Nabire — Raja Ampat
Enarotali —- Wamena | 3)Kawasan Ekonomi
4) WPS Jayapura — Khusus Sorong
Merauke
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BAB 4
EVALUASI KELEMBAGAAN BPIW TAHUN 2015-2019

4.1 Dasar Hukum Evaluasi Kelembagaan

Dasar hukum dari evaluasi kelembagaan BPIW tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

4.2 Metode yang Digunakan (Kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), Hasil

Analisis Manajemen Risiko)
A. Kuesioner

Metode kuesioner berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 67 Tahun
2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Metode kuesioner
dilaksanakan pada tahun 2016 oleh BPIW dan 2017 oleh Biro Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana. Evaluasi kelembagaan dilihat dari 3 dimensi, yaitu

Dimensi Kompleksitas, Dimensi Formalisasi, dan Dimensi Sentralisasi.

Dimensi Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan
dalam pembagian kerja (division of labor). Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas
merujuk pada tiga hal, yaitu Diferensiasi Horizontal, Diferensiasi Vertikal, dan
Diferensiasi Spasial. Diferensiasi Horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas

berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas dan fungsi, pendidikan, keahlian,
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dan sebagainya. Diferensiasi Vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi yang
dimana semakin tinggi tingkat hierarki dalam struktur organisasi, maka kompeksitasnya
akan semakin tinggi. Diferensiasi Spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan
penyebaran unit organisasi secara geografis. Indikator yang menjadi aspek evaluasi
yaitu, kompleksitas struktur organisasi, tingkat spesialisasi atau jabatan, tata hubungan
antar spesialis atau pejabat, dan tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat

(daerah/wilayah).

Dimensi Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur,
instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi
organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam
serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Indikator yang menjadi
aspek evaluasi, yaitu tingkat kejelasan dan ketegasan peraturan, kejelasan prosedur
kerja, kejelasan kebijakan kerja, pembakuan proses kerja, pembakuan dimensi-dimensi

produk (pelayanan) yang harus dihasilkan, dan tingkat pembakuan keterampilan kerja.

Dimensi Sentralisasi merupakan tingkat dimana kewenangan (authority) dalam
pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi dan
dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Indikator
yang menjadi aspek evaluasi, yaitu tingkat keseimbangan antar sentralisasi dan

desentralisasi atau tingkat kejelasan kebijakan kerja.

Metode kuesioner juga dilaksanakan pada tahun 2019 oleh BPIW yang
berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan dilihat dari 2 (dua)

dimensi, yaitu Dimensi Struktur Organisasi dan Dimensi Proses Organisasi.

Dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) subdimensi, yaitu kompleksitas,
formalisasi, dan sentralisasi. Subdimensi kompleksitas adalah banyaknya tingkat
diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (division of labor). Kompleksitas
merujik pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu
organisasi. Diferensiasi merujuk pada tiga hal, yaitu Diferensiasi Horisontal,
Diferensiasi Vertikal, dan Diferensiasi Spasial. Diferensiasi horizontal merupakan

pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan
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perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, dan sebagainya.
Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi, yaitu semakin tinggi
tingkat hierarki dalam struktur organisasi maka kompleksitasnya akan semakin tiggi dan
potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi akan semakin besar.
Diferensiasi spasial merujik pada tempat, kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit

organisasi secara geografis.

Subdimensi formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur,
instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi tinggi akan meningkatkan
kompleksitas. Formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian atau unit
organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam
restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan,

prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan.

Subdimensi sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam
pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi.
Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkat pengkonsentrasian kekuasaan secara formal.

Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya.

Dimensi Proses Organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan
(alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan
peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Subdimensi
keselarasan (alignment) merupakan keselarasan antara strategi organisasi dengan visi,
tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman
dalam mengimplementasikan proses organisasi yang di dalamnya dirumuskan berbagai
sasaran strategis organisasi dan proses ogranisasi untuk mencapai berbagai sasaran yang

telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.

Subdimensi tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang
dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah
menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang telah
disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan

pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola
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(governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi

(kemandirian), dan kewajaran (fairness).

Subdimensi perbaikan dan peningkatan proses berkaitan dengan setiap organisasi
dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses
yang diterapkan. Melalui evaluasi dan inovasi metode kerja diharapkan proses
organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value

chain) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Subdimensi manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi,
penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang
terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan
probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk

memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

Subdimensi teknologi informasi agar implementasinya dapat berjalan dengan baik
dalam penggunaannya bagi organisasi pemerintah, memerlukan adanya suatu
perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan

interoperabilitas.
B. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan
pelaksanaan tugas dan fungsi terkait peran BPIW. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan
melalui kegiatan FGD dilakukan baik di internal BPIW maupun dengan stakeholder
terkait seperti unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR, yaitu dengan
kementerian/lembaga terkait, pemerintah daecrah, BUMN, dan sektor swasta pada tahun

2018.

FGD 1 bertuyjuan untuk mendapatkan perspektif swasta/BUMN tentang
pendekatan sistem pengembangan wilayah yang mencakup pembangunan berkelanjutan,
konsepsi wilayah, dan perencanaan kebijakan strategis pengembangan wilayah. Hasil
dari kegiatan FGD 1 bahwa perlu adanya BUMN yang menangani khusus infrastruktur
karena sering terjadi ketidakterpaduan antara swasta dengan pemerintah. Jika keduanya

bekerjasama, maka perekonomian Indonesia akan membaik. Lalu, perlunya penyusunan
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sistem dan strategic steering committee agar tidak mengalami keterlambatan pada segi

perencanaan, kebijakan, dan kelembagaan yang dikeluarkan pemerintah.

FGD 2 bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait isu strategis dalam hal
perencanaan dan implementasi rencana atau program pengembangan infrastruktur dari
sisi mitra BPIW (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah). Hasil dari FGD 2
bahwa adanya masukan dari perspektif pemerintah mitra BPIW yang ditekankan pada

tiga hal, yaitu kebijakan, perencanaan maupun pemrograman, dan kelembagaan.

FGD 3 bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari pusat-pusat
BPIW terhadap isu strategis yang telah disampaikan oleh sector swasta/BUMN dan
pemerintah mitra BPIW guna penyempurnaan kelembagaan BPIW di masa mendatang.
Hasil FGD 3 bahwa terdapat tiga tipe usulan kelembagaan, yaitu dengan mempertajam
tugas dan fungsi agar lebih efektif dan efisien, fungsi pengembangan wilayah dibagi

menjadi 2 area, dan fungsi pengembangan wilayah dibagi menjadi 3 area.
C. Hasil Analisis Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan
penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi
serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau
dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk
memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Aspek
yang menjadi analisis manajemen risiko adalah dengan indikator budaya risiko dan

kematangan penerapan manajemen risiko.

Manajemen risiko BPIW telah diperkenalkan di dalam organisasi melalui
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil analisis manajemen risiko, risiko-risiko
utama organisasi BPIW telah diidentifikasi dengan baik, namun belum diukur (peluang
terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai. Selain itu, belum

memiliki sistem monitoring risiko yang memadai pada organisasi.

Manajemen risiko, khususnya terkait tugas dan fungsi BPIW, dilaksanakan pada

tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018
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tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR. Tahapan-tahapan manajemen
risiko menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018, yaitu Identifikasi
Risiko (penyebab dan dampak) — Penentuan Skala Kemungkinan dan Skala Dampak
Risiko — Analisis Risiko (rangking risiko) — Penyusunan Peta Risiko — Penentuan
Desain Kegiatan Pengendalian — Penentuan Desain Kegiatan Pengendalian Informasi
dan Komunikasi — Pemantauan dan Kegiatan Pengendalian. Beberapa kesimpulan dari

penyelenggaraan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesepakatan mengenai nomenklatur atau definisi dalam tugas dan fungsi,
khususnya terkait proses dan output BPITW:
a. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e Program jangka pendek (tidak ada dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
o Evaluasi output vs evaluasi outcome (manfaat).
b. Mengacu pada Kamus Istilah Pengembangan Wilayah.
e Menggunakan indikator yang disusun sendiri (indeks keterpaduan); atau
e Menggunakan indikator yang sudah ada (PDRB, tingkat produksi, dlI).
2. Perlunya kesepakatan mengenai beberapa istilah dalam tugas dan fungsi:
a. Koordinasi:
e Untuk semua unit kerja yang mempunyai tugas koordinasi dengan unit kerja
lainnya; atau
e Untuk unit kerja yang hanya mempunyai tugas fasilitasi atau koordinasi (tidak
melakukan kajian sendiri, hanya mengumpulkan bahan kajian dari unit kerja
lainnya).
b. Penyiapan bahan:
e Untuk semua unit kerja eselon IV; atau
e Untuk unit kerja yang mempunyai tugas penyiapan bahan, untuk selanjutnya

diolah oleh unit kerja lainnya.
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3. Perlunya kesepakatan mengenai mengenai substansi tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a. Konsep penyusunan kebijakan teknis di Pusat-Wilayah (Pusat 2, 3, 4), apakah
harus sama atau bisa berbeda, mengingat perbedaan kondisi dan perkembangan
ekonomi, sosial, dan lingkungan antara Jawa dan luar Jawa.

b. Output yang lebih tepat untuk Pusat-Wilayah (selain RPIJM provinsi):

e Kebijakan dan strategi (jakstra) pengembangan kawasan; atau

e Program jangka menengah (PJM) kawasan.

4. Perlunya kesepakatan mengenai fungsi data dan informasi antar unit kerja eselon II:

a. Pusat-Wilayah (Pusat 2, 3, 4):

e Pengembangan dan pengelolaan data pendukung penyusunan kajian
pengembangan infrasruktur di masing-masing wilayah pulau/kepulauan dalam
bentuk digital dalam suatu sistem informasi pengembangan wilayah dan dalam
bentuk peta tematik sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis wilayah
dan kawasan dalam pengembangan infrastruktur wilayah.

b. Pusat-Nasional (Pusat 1):

e Pengembangan dan pengelolaan data pendukung penyusunan kajian
pengembangan infrasruktur secara nasional dalam bentuk digital dalam suatu
sistem informasi pengembangan wilayah dan dalam bentuk peta tematik
sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis wilayah dan kawasan dalam
pengembangan infrastruktur wilayah; serta

e Sistem informasi pemograman untuk mendukung proses pemrograman
pengembangan infrastruktur PUPR.

c. Sekretariat BPIW:

e Bank data dari seluruh data dan informasi di Pusat-Nasional dan Pusat-
Wilayah.

5. Perlunya kesepakatan mengenai penentuan lokasi sesuai dengan rencana
pembangunan:

a. Perlu dinyatakan secara eksplisit:
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e Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, arahan program,
pemantauan, evaluasi, analisis manfaat dan rencana pembiayaan
pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di wilayah ....

b. Tidak perlu dinyatakan secara eksplisit:

e Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, arahan program,
pemantauan, evaluasi, analisis manfaat dan rencana pembiayaan
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah ....

6. Perlunya penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang
pengembangan infrastruktur PUPR, serta diseminasi dan sosialisasi NSPK tersebut.
7. Perlunya kesepakatan mengenai peran BPIW dalam pembiayaan:
a. Hanya pada rencana dan indikasi dari perkiraan dan skema pembiayaan; atau

b. Juga melakukan kajian yang mendalam terkait perkiraan dan skema pembiayaan.
4.3 Hasil Evaluasi Kelembagaan

A. Tahun 2016

Pada tahun 2016, BPIW telah melakukan survei evaluasi kelembagaan secara
internal dengan berpedoman pada Permenpan-RB No. 67 Tahun 2011 dengan jumlah
responden sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang. Berdasarkan hasil analisis

terhadap kuesioner, maka nilai yang didapat oleh BPIW adalah 74,05.

Dari hasil di atas, organisasi BPIW sudah cukup efisien, namun secara struktural
membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Penyesuaian tersebut terutama terkait
dimensi formalisasi, dimana pada tahun 2016 standardisasi proses kerja BPIW masih
belum sepenuhnya dituangkan di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur
(SOP) serta standardisasi pelayanan internal dan eksternal BPIW belum sepenuhnya

dituangkan di dalam peraturan tentang standar pelayanan organisasi.

67


Rindu
Highlight

Rindu
Highlight


NASKAH AKADEMIK KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024

Rincian hasil evaluasi kelembagaan BPIW tahun 2016 berdasarkan dimensi dapat

dilihat pada Tabel 4.1. dan Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2016 Berdasarkan Dimensi

No. Dimensi Nilai
1. | Dimensi Kompleksitas 75,94
2. | Dimensi Formalisasi 70,07
3. | Dimensi Sentralisasi 74,08

Rata-Rata 74,05

Kompleksitas
100

g0 7%-94

74.08 70.07

Sentralisasi Formalisasi

Gambar 4.1. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2016
B. Tahun 2017

Pada tahun 2017, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
PUPR juga telah melakukan survei evaluasi kelembagaan di lingkungan BPIW dengan
jumlah responden sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Berdasarkan hasil analisis

terhadap kuesioner, maka nilai yang didapat oleh BPIW adalah 74,56.

Dari hasil di atas, organisasi BPIW sudah cukup efisien, namun secara struktural
membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Penyesuaian tersebut terutama terkait
dimensi kompleksitas, dimana tugas dan fungsi BPIW memiliki indikasi tumpang tindih
atau duplikasi tugas dan fungsi antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya serta
jabatan-jabatan fungsional yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan

organisasi BPIW.
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Rincian hasil evaluasi kelembagaan BPIW tahun 2017 berdasarkan dimensi dapat

dilihat pada Tabel 4.2. dan Gambar 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2017 Berdasarkan Dimensi

No. Dimensi Nilai
1. | Dimensi Kompleksitas 74,17
2. Dimensi Formalisasi 74,83
3. Dimensi Sentralisasi 75,07

Rata-Rata 74,56

Kompleksitas

75.07 74.83
Sentralisasi Formalisasi

Gambar 4.2. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2017

C. Tahun 2018

Pada tahun 2018, BPIW juga telah melakukan evaluasi kelembagaan melalui 3
(tiga) kali Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan
tugas dan fungsi terkait peran BPIW, baik di internal BPIW maupun dengan stakeholder
terkait seperti unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR,
kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Beberapa
masukan dari stakeholder terkait untuk meningkatkan peran dan kelembagaan BPIW,

adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas Tugas dan Fungsi BPIW

a. Terdapat overlapping pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat
Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen planning terlalu
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banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan,

perdesaan).

Contoh: perencanaan untuk Kota Palembang dimuat dalam RIPI Pulau Sumatera,

WPS MBBPT, Metropolitan Patungraya Agung, Kota Baru Palembang.
Implikasi:

» Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena

dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
» Keterkaitan program belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.

» Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

b. Arahan program yang direkomendasikan oleh BPIW masih sedikit yang

diimplementasikan oleh unit organisasi lain.

2. Standardisasi Produk/Output

a.

Pemilihan metodologi, akurasi kajian, dan kedalaman analisis dari setiap produk
perencanaan dan pemrograman (master plan dan development plan) masih perlu

ditajamkan.

. Tidak ada standar dalam pekerjaan yang dilakukan BPIW, sehingga produk

(output) yang dihasilkan disclaimer. Oleh karena itu, perlu ada NSPK

perencanaan dan pemrograman yang disepakati bersama.

3. Evaluasi terhadap Manfaat (Outcome)

a.

Kajian mengenai analisis manfaat (outcome) masih perlu ditajamkan, dan
dilakukan pada setiap skala analisis (nasional, pulau, kawasan) — analisis

indikator capaian sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur PUPR.
Indeks keterpaduan belum dapat dijabarkan dengan baik.

Contoh: perlu penjabaran lebih lanjut mengenai pemilihan faktor-faktor dan bobot

(skala) dalam penilaian keterpaduan.

Perlu ada mekanisme penentuan prioritisasi program berdasarkan hasil analisis

manfaat dan indeks keterpaduan.
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Contoh: apakah program yang mendapatkan prioritas merupakan program yang
mempunyai nilai manfaat dan indeks keterpaduan yang tertinggi, bagaimana

indikator pemilihannya?
4. Peran BPIW

Perlu dirumuskan mengenai peran BPIW, apakah melakukan koordinasi dengan
unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR, atau dapat mengarahkan

secara langsung terkait program yang dilaksanakan oleh unit organisasi tersebut.
D. Tahun 2019

Pada tahun 2019, BPIW kembali melakukan survei evaluasi kelembagaan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, Permenpan-RB No. 20
Tahun 2018. Dalam Permenpan-RB No. 20 Tahun 2018 tersebut, evaluasi kelembagaan
yang dilakukan mencakup 2 (dua) dimensi pokok organisasi, yaitu dimensi struktur dan

dimensi proses.

Jumlah responden sebanyak 10 (sepuluh) orang dari 5 (lima) unit kerja eselon II di
lingkungan BPIW. Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, maka nilai yang

didapat oleh BPIW adalah 64,66.

Dari hasil di atas, dari sisi struktur dan proses, organisasi BPIW dinilai tergolong
efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir
kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan
lingkungan eksternal organisasi. Namun demikian, struktur dan proses organisasi
tersebut masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila

diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
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subdimensi dapat dilihat pada Tabel 4.3. dan Gambar 4.3.

NASKAH AKADEMIK KELEMBAGAAN
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Subdimensi
Dimensi/Subdimensi Skor | Deviasi darl
max
Kompleksitas 11,58 54%
Formalisasi 8,13 35%
Sentralisasi 8,81 30%
Total Dimensi Struktur 28,52 43%
Alignment 7,63 24%
Governance and Compliance 7,79 22%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 6,69 33%
Manajemen Risiko 6,79 32%
Teknologi Organisasi IT 7,25 28%
Total Dimensi Proses 36,14 28%
Peringkat Komposit 64,66

GRAFIK RADAR

Gambar 4.3. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2019

TAHUN 2020-2024

Rincian hasil evaluasi kelembagaan BPIW tahun 2019 berdasarkan dimensi dan

Tabel 4.3. Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW Tahun 2019 Berdasarkan Dimensi dan
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Beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan masing-masing dimensi dan

subdimensi adalah sebagai berikut:
1. Dimensi Struktur
a. Subdimensi Kompleksitas

1) Terdapat indikasi adanya tingkatan unit kerja yang ada tugas dan fungsinya
bersifat spesifik. Tugas dan fungsi yang ada dalam struktur terlalu bersifat
spesifik dan mencerminkan spesialisasi yang berlebihan (overspecialisation).
Pada siklus tugas dan fungsi yang sama terdapat beberapa unit kerja yang

melaksanakan.

e Terdapat overlapping pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW
(Pusat 1, Pusat 3, dan Pusat 4), dimana instrumen planning terlalu banyak
(nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan,

perdesaan).

Contoh: perencanaan untuk Kota Palembang dimuat dalam RIPI Pulau
Sumatera, WPS MBBPT, Metropolitan Patungraya Agung, Kota Baru

Palembang.
Implikasi:

» Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat

karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
» Keterkaitan program belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.
» Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

2) Jabatan fungsional yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan.
e Jabatan fungsional yang ada saat ini dan sesuai dengan kebutuhan BPIW

adalah Perencana dan Penata Ruang.
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b. Subdimensi Formalisasi

1) Tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, serta
proses kerja dari setiap unit kerja telah dituangkan secara jelas dan tegas di

dalam keputusan resmi organisasi.

e BPIW sudah mempunyai acuan terkait hal tersebut, yaitu Surat Edaran
Kepala BPIW Nomor: 44/SE/KW/2017 tentang Prosedur Ketatalaksanaan
di Lingkungan BPIW, yang mengatur mulai dari proses bisnis hingga SOP

unit kerja eselon II1.
2) Standardisasi pelayanan publik belum sepenuhnya diformalkan.

e Dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas, BPIW masih perlu
menetapkan standar/pedoman pelayanan publik dalam kaitan pelaksanaan

tugas dan fungsi secara lengkap dan rinci serta ditetapkan secara resmi.

» Diperlukan standardisasi produk (output) dalam setiap pekerjaan yang
dilakukan BPIW.

» Pemilihan metodologi, akurasi kajian, dan kedalaman analisis dari
setiap produk perencanaan dan pemrograman (master plan dan

development plan) masih perlu ditajamkan.

3) Mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi perlu dirumuskan

lebih jelas lagi di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

e Hubungan antar unit organisasi dalam Kementerian PUPR yang
mempunyai tugas dan fungsi perencanaan dan pemrograman infrastruktur
PUPR belum diatur lebih detail, sehingga perlu disusun Peraturan Menteri

PUPR yang mengatur mengenai perencanaan dan pemrograman.

e Hubungan antar unit kerja di internal BPIW sebagian sudah diatur dalam
Surat Edaran (SE) Kepala BPIW Nomor: 44/SE/Kw/2017 tentang
Prosedur Ketatalaksanaan di Lingkungan BPIW. Namun demikian, SE
tersebut masih kurang terperinci dan perlu dievaluasi karena

implementasinya yang tidak efektif.
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Oleh karena itu, diperlukan prosedur-prosedur lainnya sebagai berikut:
» Prosedur penyampaian hasil perencanaan dari unit kerja yang satu
kepada unit kerja yang lain; dan

» Prosedur untuk peningkatan kualitas produk perencanaan yang
dihasilkan yang melibatkan seluruh unit kerja BPIW, dan bila
dimungkinkan, yang melibatkan unsur publik/di luar BPIW.

c. Subdimensi Sentralisasi

Penanganan permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral masih belum
dituangkan dalam keputusan instansi induk guna mencapai kinerja organisasi/

instansi induk.

1) Perlu dipertegas mengenai sejauh mana posisi, peran, dan kewenangan BPIW

di Kementerian PUPR.

2) Perlu diperjelas mengenai bentuk koordinasi BPIW dengan unit organisasi
lainnya di lingkungan Kementerian PUPR, kementerian/lembaga terkait, dan

pemerintah daerah.

Misalnya dengan menyepakati bentuk koordinasi perencanaan yang dilakukan

BPIW dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Dimensi Proses
a. Subdimensi Keselarasan

1) Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi
sampai menengah ke bawah, belum sepenuhnya mempunyai keterkaitan

dengan visi dan misi organisasi.

e Sasaran stratagis BPIW, yaitu “meningkatnya keterpaduan perencanaan,
pemrograman dan penganggaran”, belum dapat diturunkan atau dihitung
secara kuantitatif sampai dengan tingkat manajemen di bawahnya (eselon

IIT dan eselon IV).
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e Selama ini dilakukan pengukuran keterpaduan sebagai berikut:
» Keterpaduan perencanaan (kesesuaian dengan rencana).
» Keterpaduan pemrograman (kesesuaian jenis fungsi kawasan, dukungan
fungsi, lokasi, besaran, waktu, kesiapan, dan biaya).
» Keterpaduan pelaksanaan (fisik, capaian/volume, keuangan).
e Pengukuran keterpaduan dilakukan secara berjenjang mulai dari level
pulau, WPS, antar WPS, kawasan, dan antar kawasan (tidak sejalan

dengan pembagian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi).

2) Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar
operasional prosedur belum sepenuhnya memiliki keterkaitan yang jelas

dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

e Dalam proses kerja (proses bisnis) sudah ada keterkaitan dengan tugas dan
fungsi, secara internal sudah cukup jelas, namun belum terpetakan konsep-

konsep prioritisasinya dalam bentuk pedoman.

3) Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral belum terpetakan secara

jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e Setiap unit kerja eselon II (pusat) melakukan koordinasi dengan
kementerian/ lembaga terkait.
o Kemungkinan besar terjadi overlapping/redundant koordinasi karena

bersifat tematik.
b. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

1) Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggung-

jawaban (termasuk pelaporan) yang jelas.

2) Beban kerja diantara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja

belum terdistribusi secara wajar.
c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

1) Standar operasional prosedur BPIW selalu diperbaharui secara periodik.
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2) Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu

segera diperbaharui karena sudah tidak relevan.

3) Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang

bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
d. Subdimensi Manajemen Risiko

1) Manajemen risiko BPIW telah diperkenalkan di dalam organisasi melalui
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2) Risiko-risiko utama organisasi BPIW telah diidentifikasi dengan baik, namun
belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang

memadai.
3) Organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.
e. Subdimensi Teknologi Informasi

1) Organisasi telah memiliki kebijakan teknologi informasi (e-government) yang

memadai, antara lain:

e Sistem Informasi dan Database Online Rencana Induk Pengembangan

Infrastruktur PUPR (SIBAS RIPI).
e Sistem Informasi Pemrograman (SIPRO).
e Sistem Monitoring Tanah (SIMONAH).

2) Belum semua proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara

memadai.
4.4 Usulan Struktur Organisasi Berbasis Wilayah

Evaluasi kelembagaan pada BPIW yang telah dilaksanakan pada tahun 2016
dengan berpedoman pada Permenpan-RB No. 67 Tahun 2011, tahun 2017 berdasarkan
kuesioner Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PUPR, tahun

2018 berdasarkan FGD, dan pada tahun 2019 berpedoman peraturan perundang-
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undangan terbaru, yaitu Permenpan-RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi

Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 — 2019, dihasilkan
deviasi sebesar 54% pada Dimensi Struktur khususnya subdimensi Kompleksitas. Hal
ini mengindikasikan adanya overlapping saat menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
Selanjutnya dari Dimensi Proses, persentase Deviasi Subdimensi Perbaikan dan
Peningkatan Proses sebesar 33% dan mengindikasikan bahwa sebagian besar SOP perlu
diperbaharui karena sudah tidak relevan. Deviasi Subdimensi Keselarasan sebesar 24%
yang mengindikasikan bahwa perlu adanya pengukuran keterpaduan berjenjang mulai

dari level pulau, WPS, antar WPS, Kawasan, dan antar kawasan.

Untuk meminimalisir adanya overlapping dan ketidakselarasan pada organisasi
maka perlu adanya perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja SDM BPIW dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi. BPIW mengusulkan struktur organisasi

berbasis kewilayahan sebagai berikut:

PUSAT 3

PUSAT 2

: ; PUSAT4
SE’;&%T&R'M Wit P"LS:T U I Wilayah 1 wua:zl;:aman, Wilayah 3 (Sulawesi,
ilayah Nasiona ]
Y (Sumatera, Jawa) Kalimantan) Maluku, Papua)
o Penyiapan Penyiapan Penyiapan
Memberikan dukungan Kebijakan Teknis, Kebijakan Teknis, Kebijakan Teknis,
cpgfaslnnalsa_sl teknis Arahan Program Arahan Program Arahan Program
dan administrasi dan Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pembiayaan
kepada seluruh unit Pengembangan Pengembangan Pengembangan
kerja di lingkungan Infrastruktur PUPR Infrastruktur PUPR Infrastrukiur PUPR Infrastruktur PUPR
BRIV J Wilayah Nasional o Wilayah 1 J Wilayah 2 J Wilayah 3 A
/ 7 25 - 3

\/

Gambar 4.4. Usulan Struktur Organisasi BPIW Tahun 2020-2024
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4.5 Kelebihan dan Kekurangan Struktur Organisasi BPIW Tahun 2015-2019

dan Usulan Struktur Organisasi Berbasis Wilayah

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan tahun 2015-2019, BPIW menyusun
konsepsi struktur organisasi untuk tahun 2020-2024. Dalam konsepsi tersebut, BPIW
terdiri dari 5 (lima) unit kerja eselon II, yaitu 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) pusat.
Dari 4 (empat) pusat tersebut, terdapat 1 (satu) pusat nasional yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur
PUPR pada wilayah nasional, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
(NSPK) di bidang pengembangan infrastruktur PUPR. Sementara itu, 3 (tiga) pusat
lainnya (pusat-wilayah) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana,
prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program

pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah masing-masing.

Perubahan kelembagaan dengan pembagian struktur organisasi yang bersifat
tematik (pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan dan perdesaan)
menjadi pembagian struktur organisasi yang bersifat kewilayahan tersebut tentunya
menimbulkan pro dan kontra, baik dari sisi internal BPIW maupun internal BPIW dan

stakeholder terkait.

Struktur organisasi eksisting mempunyai keunggulan dalam aspek standardisasi
proses dan output. Pengerjaan suatu jenis output (misalnya rencana induk pulau) oleh
unit kerja yang sama membuat standar kualitas keterpaduan perencanaan termatik di
setiap wilayah lebih terjaga. Selain itu, koordinasi dengan mitra sektoral di pusat dan
lembaga-lembaga non-pemerintah yang umumnya bersifat tematik (MDG’s, WWE, dll)
juga dapat berjalan lebih efektif.

Namun demikian, struktur organisasi eksisting memiliki kelemahan mendasar
dalam aspek keterpaduan perencanaan dan pemrograman. Perencanaan untuk lingkup
nasional dan pulau/kepulauan dilakukan oleh Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR,
sedangkan perencanaan untuk lingkup WPS dan kawasan strategis dilakukan oleh Pusat
Pengembangan Kawasan Strategis. Sementara itu, perencanaan untuk lingkup kawasan
metropolitan, perkotaan, perdesaan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kawasan

Perkotaan.
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Hal tersebut menyebabkan keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali
tidak kuat karena dijalankan secara paralel oleh unit kerja yang berbeda, sehingga
berimbas pada lemahnya keterkaitan dalam aspek pemrograman. Akibatnya sering
terjadi usulan program pembangunan infrastruktur PUPR yang sama (duplikasi
program) dari masing-masing unit kerja untuk wilayah yang sama dengan tematik yang
berbeda, yang merupakan salah satu bentuk inefisiensi dari aspek kelembagaan. Selain
itu, penguasaan materi terkait provinsi atau kawasan tertentu dalam forum koordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (seperti Konreg dan
Musrenbangnas) masih terbatas!. Permasalahan lainnya dari struktur organisasi
eksisting adalah potensi terjadinya overlapping koordinasi dengan pemerintah daerah
dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah (Balai/Satker/ SNVT) cukup besar, yang juga

merupakan bentuk inefisiensi dalam aspek proses bisnis dari suatu organisasi.

Konsep struktur organisasi berbasis wilayah merupakan solusi untuk mengatasi
berbagai kelemahan di atas. Penyusunan produk perencanaan dalam suatu wilayah
tertentu oleh unit kerja yang sama, mulai dari lingkup pulau hingga kawasan strategis
dan perkotaan, menjamin keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro lebih kuat serta

penguasaan materi yang lebih baik terkait provinsi atau kawasan tertentu.

Selain itu, keterpaduan dalam suatu wilayah (perencanaan, pemrograman,
pemantauan, dan evaluasi) juga lebih baik. Hasil pemantauan dan evaluasi dari berbagai
program pembangunan infrastruktur PUPR di suatu wilayah dapat langsung menjadi

input terhadap perencanaan dan pemrograman pada periode berikutnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dapat berlangsung dengan lebih
efisien, mengingat potensi overlapping koordinasi dengan daerah dan UPT di daerah
(Balai/Satker/ SNVT) lebih kecil. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan
Balai/Satker/SNVT (unor-unor di daerah) lebih intensif dan penanggung jawab

fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah menjadi lebih jelas.

' Penguasaan materi yang masih terbatas terkait provinsi atau kawasan tertentu membuat BPIW perlu
membentuk penanggung jawab materi (PJM) untuk masing-masing provinsi yang bertanggung jawab
dalam setiap forum koordinasi dengan unit organisasi lain di Kementerian PUPR, kementerian/lembaga
terkait, dan pemerintah daerah (seperti Konreg dan Musrenbangnas).
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Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa dalam struktur organisasi

berbasis wilayah terdapat potensi terjadinya perbedaan standardisasi proses dan output

dari setiap unit kerja, baik pada skala makro seperti pulau/kepulauan maupun pada skala

mikro kawasan perkotaan atau metropolitan. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi

tersebut perlu unit kerja khusus yang menyusun standardisasi penyusunan perencanaan.

Perbandingan kelebihan dan kekurangan struktur organisasi BPIW tahun 2015-

2019 dan usulan struktur organisasi berbasis wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Struktur Organisasi BPIW Tahun

2015-2019 dengan Usulan Struktur Organisasi Berbasis Wilayah

Struktur Organisasi BPIW
Tahun 2015-2019

Usulan Struktur Organisasi
Berbasis Wilayah

Kelebihan

Aspek Standardisasi Proses

dan Output:

e [ebih terjaga standar kualitas
keterpaduan perencanaan
termatik di setiap wilayah
karena ditangani oleh unit
kerja yang sama

Aspek Kelembagaan

(Koordinasi Sektoral):

o Lebih jelas penanggung jawab
koordinasi dengan mitra
sektoral di pusat

e Lebih jelas koordinasi dengan
lembaga-lembaga non-
pemerintah yang umumnya
tematik, seperti terkait MDG’s,
WWEF, dll

Aspek Keterpaduan Perencanaan

dan Pemrograman:

o Keterkaitan perencanaan makro-
meso-mikro lebih kuat karena
dijalankan oleh unit kerja yang
sama

o Aspek keterpaduan dalam suatu
wilayah (perencanaan,
pemrograman, pemantauan, dan
evaluasi) lebih baik

¢ Penguasaan materi wilayah makro-
meso-mikro (terkait permasalahan
dan justifikasi program) pada saat
konreg lebih dalam

Aspek Kelembagaan (Koordinasi

Daerah):

¢ Peluang terjadinya overlapping
koordinasi dengan daerah dan UPT
di daerah (Balai/Satker/ SNVT)
lebih kecil

e Koordinasi dengan pemerintah
daerah dan UPT di daerah
(Balai/Satker/ SNVT) lebih intensif

e Lebih jelas penanggung jawab
fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan
kepada pemerintah daerah
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Kekurangan

Aspek Keterpaduan
Perencanaan dan
Pemrograman:

¢ Keterkaitan perencanaan
makro-meso-mikro seringkali
tidak kuat karena dijalankan
secara paralel oleh unit kerja
yang berbeda
Contoh: perencanaan untuk
Kota Palembang dimuat dalam
RIPI Pulau Sumatera (Pusat 1),
WPS MBBPT (Pusat 3),
Metropolitan Patungraya
Agung (Pusat 4 Bidang 1),
Kota Baru Palembang (Pusat 4
Bidang 2)

e Keterkaitan dan keterpaduan
perencanaan dan pemrograman
saat ini kurang kuat:

» Basis indikator
perencanaan: pulau, WPS,
kawasan, dan perkotaan

» Basis indikator
pemrograman: provinsi

e Keterkaitan program belum
kuat dan sering terjadi
duplikasi program

¢ Penguasaan materi wilayah
dalam konreg masih terbatas

Aspek Kelembagaan

(Koordinasi Daerah):

e Peluang terjadinya
overlapping koordinasi dengan
pemerintah daerah dan UPT di
daerah (Balai/Satker/SNVT)
cukup besar
Contoh: Pusat 1, Pusat 3, dan
Pusat 4 sama-sama
berkoordinasi dengan Bappeda
Sumsel terkait RIPI Pulau
Sumatera, WPS MBBPT,
Metropolitan Patungraya
Agung, Kota Baru Palembang

Aspek Standardisasi Proses dan

Output:

e Perlu ada upaya menyiapkan
standardisasi untuk perencanaan,
pemrograman, pemantauan, dan
evaluasi yang dihasilkan oleh setiap
unit kerja

e Terdapat potensi standar
perencanaan dan pemrograman
yang berbeda antar wilayah pulau/
kepulauan karena ditangani oleh
unit kerja yang berbeda

e Terdapat potensi ketidakseragaman
proses pada tataran pemrograman
dan hal-hal spesifik seperti
penanganan perkotaan atau
metropolitan
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BAB S
USULAN KELEMBAGAAN BPIW 2020-2024

5.1 Analisis Peran BPIW

Sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan
pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR, BPIW dapat berperan untuk
menjembatani konsep arahan pengembangan wilayah yang tercantum dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional dan dokumen rencana tata ruang dengan rencana
teknis pembangunan infrastruktur yang disusun oleh unit organisasi lain di lingkungan
PUPR. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan oleh
BPIW berbeda dengan proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan oleh unit

organisasi lain di lingkungan PUPR.

BPIW berperan untuk memberikan arahan terkait pengembangan kawasan melalui
suatu sistem infrastruktur, serta memberikan norma dan standar dalam proses
pengembangan kawasan tersebut. Output (produk) akhir dari BPIW dalam proses
pemrograman adalah arahan atau indikasi program. Arahan atau indikasi program
tersebut pada umumnya hanya sampai pada lingkup output atau sub-output, walaupun

pada kasus tertentu dapat mencakup paket atau sub-aktivitas.

BPIW berperan menyiapkan indikasi program apa yang dibutuhkan oleh suatu
wilayah serta memperkirakan dampak dari pembangunan tersebut di masa depan. BPIW
melakukan perannya dengan memperhatikan kumpulan indikasi biaya dari berbagai

sektor, serta tren atau proyeksi ekonomi makro.

Dengan demikian, pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW adalah
perencanaan infrastruktur regional. Dalam menyusun perencanaan infrastruktur
tersebut, BPIW melakukan simulasi berbagai data dan informasi, yang hasilnya menjadi

rekomendasi untuk kebijakan pimpinan.

Metode kerja BPIW dimulai dari adanya masalah-masalah dalam pengembangan
wilayah, dan menentukan infrastruktur apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Oleh karena itu, BPIW harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu
dimana infrastruktur tersebut harus dibangun untuk dapat menyelesaikan masalah (perlu

pengetahuan tentang lokasi), serta apa alasan membangun infrastruktur tersebut.
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Sebagai contoh, indikasi program BPIW di Direktorat Jenderal Cipta Karya
adalah menata kawasan tertentu atau mengurangi kekumuhan pada kawasan tertentu.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan sistem penyediaan air minum
(SPAM) atau instalasi pengolahan limbah (IPL). Dengan demikian, arahan BPIW

bersifat kebijakan wilayah, bukan kebijakan engineering.

Sementara itu, unit organisasi lain di lingkungan PUPR mempunyai peran dalam
proses engineering suatu infrastruktur, menentukan besaran (volume) dari suatu
infrastruktur, serta menentukan teknologi yang digunakan untuk membangun
infrastruktur tersebut. Dengan demikian, unit organisasi lain di lingkungan PUPR dapat
menentukan paket atau sub-aktivitas dari suatu kegiatan pembangunan infrastruktur,
berikut satuan output, besaran (volume), dan anggaran dari paket atau sub-aktivitas
tersebut. Unit organisasi lain berperan menyiapkan program yang sudah pasti dan siap

untuk dilaksanakan, serta bagaimana cara melaksanakannya.

Pembagian peran BPIW dengan unit organisasi lain di lingkungan Kementerian
PUPR dapat dilihat pada Gambar 5.1.

* BAPPENAS
« KEMEN KEUANGAN
« KEMEN ATR

KONSEP PEMBANGUNAN

Pengembangan + KEMEN PUPR

«  KEMENKO EKONOMI
+ DAERAH
« i

Wilayah/Kawasan

MEMBUTUHKAN

INFRASTRUKTUR ¢+  RENSTRAKIL (+PUPR)

PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR

Rencana Pengembangan

Infrastruktur Wilayah B P |w

Rencana Teknis Pembangunan U NOR

Infrastruktur DILINGKUNGAN PUPR

Konstruksi

WuJuD
INFRASTRUKTUR

Intepretasi Tim, 2018

Gambar 5.1. Pembagian Peran BPIW dengan Unit Organisasi Lain di Lingkungan
Kementerian PUPR
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Belajar dari pengalaman 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), pada tahun 2020-
2024 diperlukan penguatan peran BPIW pada aspek perencanaan. Dengan penguatan
peran pada aspek perencanaan tersebut, BPIW diharapkan dapat: 1) memberikan arahan
spasial untuk program di unit organisasi lain dalam rangka pengembangan wilayah; 2)
menjadi koordinator lintas kementerian/lembaga dan unit organisasi dalam perencanaan;
3) melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka panjang dan jangka menengah; serta 4) melakukan kajian
terkait aspek pembiayaan infrastruktur bidang PUPR. Oleh karena itu, penguatan peran
BPIW pada aspek perencanaan tersebut harus diakomodasi dalam usulan struktur

organisasi berbasis wilayah.

Sementara itu, penanganan indikasi dan arahan program sudah embedded di dalam
aspek perencanaan, sehingga tidak diperlukan unit kerja eselon II khusus untuk
menangani program tahunan. BPIW juga tidak perlu lagi melakukan pekerjaan fisik,
seperti pembangunan anjungan cerdas. Untuk pekerjaan fasilitasi pengadaan tanah,
sebaiknya dipindahkan ke unit organisasi masing-masing untuk mengintegrasikan

proses akuisisi lahan dengan proses konstruksi.

Dalam rangka penguatan peran BPIW pada aspek perencanaan tersebut,
diperlukan formalisasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh BPIW.
Terkait dengan rencana jangka panjang, BPIW perlu menyusun Rencana Pengembangan
Infrastruktur PUPR Jangka Panjang (RPIJP), yang berisi gagasan mengenai
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional di setiap pulau/kepulauan
dalam jangka waktu 20 tahun sesuai rencana pembangunan jangka panjang nasional.
RPIJP tersebut memuat: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan infrastruktur
PUPR jangka panjang; 2) pilihan-pilihan pendekatan pengembangan infrastruktur PUPR
jangka panjang; 3) sistem jaringan infrastruktur jalan, sistem infrastruktur air, dan
sistem perumahan dan permukiman; serta 4) perkiraan biaya pengembangan

infrastruktur jangka panjang.

Dengan mengacu pada RPIJP tersebut, serta memperhatikan arahan kebijakan
jangka menengah (5 tahun) yang tertuang dalam RPJMN, BPIW juga perlu menyusun
Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah (RPIJM) melalui kajian
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pengembangan wilayah, kawasan strategis, kawasan perkotaan, dan pembiayaan
infrastruktur. Kajian tersebut akan menghasilkan program jangka menengah (PJM) dari
setiap kawasan strategis atau kawasan perkotaan. RPIJM berisi rencana dan program
pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada setiap provinsi, yang memuat: 1) kondisi
infrastruktur PUPR yang ada (eksisting); 2) kebutuhan pengembangan infrastruktur
PUPR; 3) konsep pengembangan infrastruktur wilayah dalam setiap provinsi; 4)
program arahan 5 (lima) tahunan; 5) tahap pembangunan infrastruktur; dan 6) indikasi

pembiayaan.

Proses penyusunan RPIJP dan RPIJM tersebut juga perlu memperhatikan
kebijakan kawasan dalam rencana tata ruang dan sektor-sektor strategis lainnya,
kebijakan daerah, kajian unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR, serta
informasi mengenai perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur
(PUPR dan non-PUPR) di suatu wilayah. Informasi mengenai perkembangan sosial,
ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur tersebut akan disajikan dalam bentuk peta

digital sebagai bagian dari sistem informasi BPIW.

Hasil dari RPIJM akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Strategis
Kementerian PUPR. Rencana Strategis tersebut, yang menjadi dokumen perencanaan
Kementerian PUPR untuk periode 5 (lima) tahun, setiap tahunnya akan dipilah menjadi
rencana dan program infrastruktur PUPR dan pembiayaan tahunan. Rencana dan
program infrastruktur PUPR dan pembiayaan tahunan tersebut akan dibahas dalam
Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), suatu
mekanisme koordinasi penyusunan program untuk mensinkronkan infrastruktur PUPR
dengan infrastruktur non-PUPR yang mendukung pengembangan wilayah sebagai suatu

kesatuan.

Rakorbangwil akan menghasilkan memorandum program, yaitu kesepakatan
rencana, program dan pembiayaan tahunan PUPR yang sinergi dengan non-PUPR.
Memorandum program tersebut menjadi bahan untuk dibahas dalam Pra-Konsultasi
Regional dan Konsultasi Regional, untuk selanjutnya menjadi usulan program tahunan

unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Mekanisme dan proses perencanaan,
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pemrograman, dan penganggaran pengembangan infrastruktur wilayah di lingkungan

Kementerian PUPR dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.
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Gambar 5.2. Mekanisme Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur
Wilayah di Lingkungan Kementerian PUPR
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Gambar 5.3. Proses Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pengembangan
Infrastruktur Wilayah di Lingkungan Kementerian PUPR
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5.2 Prasyarat Keberhasilan dalam Pelaksanaan Peran BPIW

Sebagai prasyarat keberhasilan dalam pengembangan organisasi, khususnya
terkait peran BPIW, tidak terlepas dari tugas dan fungsi unit kerja lainnya di lingkungan
BPIW. Prasyarat keberhasilan tersebut dinyatakan dalam Blueprint Pengembangan
Kelembagaan BPIW, yang mencakup 8 (delapan) agenda besar terkait pengembangan
organisasi BPIW.

Gambar 5.4. Agenda Pengembangan Organisasi BPIW Tahun 2019

Sebagai contoh, terkait subdimensi kompleksitas, perlu dituangkan dalam
Rencana Strategis BPIW mengenai tujuan pengembangan kelembagaan BPIW, baik dari
sisi internal (meningkatkan kinerja dan eksistensi BPIW) maupun dari sisi eksternal
(menjawab tantangan dan ekspektasi unit organisasi lainnya terhadap BPIW). Rencana
Strategis BPIW tersebut juga terkait erat dengan subdimensi keselarasan, dalam rangka
memastikan bahwa seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen
tertinggi sampai menengah ke bawah, mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi

organisasi.

Sementara itu, subdimensi formalisasi terkait erat dengan kegiatan Pedoman

Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran Pengembangan Infrastruktur PUPR
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yang saat ini sedang diproses untuk dijadikan Peraturan Menteri PUPR. Output yang
saat ini disusun oleh BPIW harus disesuaikan dengan output yang tercantum dalam
pedoman dimaksud. Selain itu, penghitungan beban kerja BPIW juga harus disesuaikan
dengan muatan, lingkup analisis, dan tahapan penyusunan dari setiap produk

perencanaan BPIW yang tercantum dalam pedoman tersebut.

Tugas dan fungsi BPIW juga harus disesuaikan dengan arsitektur program yang
telah disusun. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja BPIW dalam 5
(lima) tahun ke depan, sebagaimana yang tercantum dalam arsitektur program, harus
diperhatikan dalam proses penyusunan tugas dan fungsi BPIW. Hal ini bertujuan agar
setiap kegiatan yang diusulkan oleh BPIW setiap tahunnya dapat dipayungi oleh tgas
dan fungsi BPIW. Selain itu, kegiatan yang diusulkan secara berulang dari tahun ke

tahun dapat diminimalkan.

Output, tugas, dan fungsi BPIW juga harus dapat mengakomodasi peran BPIW
untuk mengelola sistem informasi berbasis spasial dalam bentuk studio peta. Setiap unit
kerja eselon II berbasis wilayah (Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I/TI/IIT)
menyusun database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR. Database
tersebut akan dikumpulkan oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

dalam satu sistem informasi dalam bentuk digital maupun dalam bentuk peta tematik.

Tugas dan fungsi BPIW terkait arahan program dan pembiayaan tahunan sangat
terkait erat dengan Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(Rakorbangwil), suatu mekanisme koordinasi penyusunan program untuk
mensinkronkan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur non-PUPR yang mendukung
pengembangan wilayah sebagai suatu kesatuan. Arahan program dan pembiayaan
tahunan nasional tersebut disusun berdasarkan prioritisasi program arahan dan
pembiayaan tahunan dari masing-masing Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah

I/II/I.

Kegiatan manajemen risiko melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) juga harus mendapat perhatian penting dalam penyusunan
kelembagaan BPIW, khususnya dalam penetapan output BPIW. Beberapa potensi risiko
yang terdapat pada output BPIW tahun 2015-2019 dapat menjadi evaluasi dalam
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penetapan output BPIW tahun 2020-2024. Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya
dalam rangka mendukung kelembagaan BPIW, khususnya di unit kerja sekretariat,

adalah kerja sama kelembagaan dan informasi publik.
5.3 Usulan Output Kelembagaan BPIW

Usulan output (produk) BPIW untuk tahun 2020-2024 secara umum tetap sama
dengan output (produk) BPIW periode sebelumnya (2015-2019), namun ditata ulang
dan di-cluster-kan berdasarkan struktur organisasi berbasis wilayah (perbandingan
output (produk) tersebut dalam dilihat pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, dan Tabel 5.3).
Terdapat 3 (tiga) macam output BPIW yang bersifat statutory, yaitu Rencana
Pengembangan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang (RPIJP) pada wilayah nasional
dengan pendekatan unit perencanaan pulau/kepulauan, Rencana Pengembangan
Infrastruktur PUPR Jangka Menengah (RPIJM) dengan pendekatan unit perencanaan
wilayah/kawasan yang digabungkan pada setiap provinsi, dan Rencana Strategis
Kementerian PUPR.

Tabel 5.1. Perbandingan Output (Produk) BPIW Tahun 2015-2019 dengan Usulan
Output (Produk) BPIW Tahun 2020-2024 untuk Lingkup Nasional

Jangka Usulan Output
No. Waktu Output (Produk) BPIW Tahun 2015-2019 (Produk) BPIW
Tahun 2020-2024
1. | 20 tahun | eJakstra Nasional e Jakstra Nasional
e Rencana Induk Bidang PUPR e RPIJP Nasional
e Rencana Pengembangan Infrastruktur
Terpadu Antar Pulau
e Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang PUPR
2. | Stahun | eRencana Pembangunan Jangka Menengah | ¢ RPIJM Nasional
Bidang PUPR e Rencana Strategis
e Rencana Strategis
3. | Tahunan | e Rumusan Program dan Pembiayaan e Sinkronisasi dan
Tahunan Prioritas Nasional Kementerian Penyusunan
PUPR Arahan Program
e Bantuan Teknis Pendampingan Kegiatan dan Pembiayaan
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Tahunan
untuk Ditjen (SDA, BM, CK, PP)
¢ Rumusan Program dan Pembiayaan
Tahunan melalui DAK, Dana Penyesuaian,
dan Dana Kejadian Khusus
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Tabel 5.2. Perbandingan Output (Produk) BPIW Tahun 2015-2019 dengan Usulan
Output (Produk) BPIW Tahun 2020-2024 untuk Lingkup Pulau/Kepulauan

No.

Jangka
Waktu

Output (Produk) BPIW Tahun 2015-2019

Usulan Output
(Produk) BPIW
Tahun 2020-2024

1.

20 tahun

e Rencana Induk Bidang PUPR Lingkup
Pulau/Kepulauan

e Rencana Induk Bidang PUPR Antar WPS

e Rencana Induk Bidang PUPR Antar KSN

e Rencana Keterpaduan Antar Sektor Jangka
Panjang Bidang PUPR

5 tahun

e Rencana Pengembangan Infrastruktur
Terpadu Bidang PUPR Lingkup Pulau/
Kepulauan

e Rencana Pengembangan Infrastruktur
Terpadu Bidang PUPR Antar WPS

e Rencana Pengembangan Infrastruktur
Terpadu Bidang PUPR Antar KSN

e Rencana Keterpaduan Antar Sektor Jangka
Menengah Bidang PUPR

Tahunan

e Rencana Aksi Keterpaduan Antar Sektor
dalam Pembangunan Infrastruktur Bidang
PUPR

¢ Bimbingan Keterpaduan Antar Sektor
Bidang PUPR

¢ Bimbingan Keterpaduan Antar Tingkat
Pemerintah Bidang PUPR

Tabel 5.3. Perbandingan Output (Produk) BPIW Tahun 2015-2019 dengan Usulan

Output (Produk) BPIW Tahun 2020-2024 untuk Lingkup Provinsi dan Kawasan

Lingkup Jangka Output (Produk) BPIW Usulan Output
No. Perencanaan | Waktu Tahun 2015-2019 (Produk) BPIW
Tahun 2020-2024
1. | Provinsi 5 tahun | - e RPIJM Provinsi
Tahunan | - e Prioritisasi
Program Arahan
dan Pembiayaan
Tahunan
2. | Kawasan 10 tahun | e Master Plan Kawasan Master Plan
Strategis, Antar Kawasan Kawasan

Strategis, WPS, Kawasan
Metropolitan, Kota Besar,
Kota Baru, Kota Kecil, dan
Perdesaan, Kawasan
Inkubasi
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Lingkup Jangka Output (Produk) BPIW Usulan Output
No. Perencanaan Waktu Tahun 2015-2019 (Produk) BPIW
Tahun 2020-2024
5 tahun e Development Plan e Development Plan
Kawasan Strategis, Antar Kawasan

Kawasan Strategis, WPS,
Kawasan Metropolitan,
Kota Besar, Kota Baru,
Kota Kecil, dan Perdesaan,
Kawasan Inkubasi

Selain 3 (tiga) output yang bersifat statutory tersebut, dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi BPIW dengan struktur berbasis wilayah, diperlukan output pendukung
lainnya, baik pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional maupun pada
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I/IV/III. Untuk Pusat Pengembangan
Infrastruktur Wilayah Nasional, diperlukan output kebijakan dan strategi pengembangan
infrastruktur PUPR, sebagai arahan untuk pengembangan infrastruktur PUPR, baik pada

lingkup nasional maupun kawasan.

Selain itu, dalam rangka penyusunan RPIJP pada wilayah nasional, diperlukan
kajian mengenai pengembangan wilayah dan pembiayaan infrastruktur pada lingkup
nasional. Kajian tersebut nantinya juga akan menghasilkan rencana dan skema

pembiayaan jangka panjang dan jangka menengah pada lingkup nasional.

Output lainnya adalah sinkronisasi dan penyusunan arahan program dan
pembiayaan tahunan nasional, yang disusun berdasarkan prioritisasi program arahan dan
pembiayaan tahunan dari masing-masing Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah
I/II/II. Output yang tidak kalah penting adalah pemantauan dan evaluasi pada lingkup
nasional. Evaluasi dilakukan baik terhadap pelaksanaan Renstra K/L (setiap 5 tahun)
maupun terhadap pelaksanaan Renja-K/L (tahunan). Evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra-K/L. dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-K/L dilakukan
untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan berdasarkan

indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-K/L.
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Output Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional lainnya
adalah standardisasi perencanaan bidang pengembangan infrastruktur PUPR. Output
standardisasi perencanaan (NSPK) bidang pengembangan infrastruktur PUPR
diperlukan untuk meminimalkan potensi terjadinya perbedaan standardisasi proses dan
output dari setiap unit kerja, baik pada skala makro seperti pulau/kepulauan maupun
pada skala mikro kawasan perkotaan atau metropolitan. Selain itu, diperlukan juga
output pengembangan data dan sistem informasi dalam rangka mengumpulkan dan
menyusun informasi mengenai perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, serta
infrastruktur PUPR dan infrastruktur non-PUPR, baik dalam bentuk digital maupun
dalam bentuk peta tematik. Sistem informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar

analisis wilayah dan kawasan dalam pengembangan infrastruktur wilayah.

Untuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I/IVIII, diperlukan output
pendukung berupa master plan dan development plan (MPDP) kawasan. MPDP
kawasan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun RPIJM provinsi.
Output lainnya adalah kajian pengembangan wilayah, kawasan strategis, kawasan
perkotaan, dan pembiayaan infrastruktur pada lingkup pulau/kepulauan, provinsi, dan
kawasan. Kajian tersebut nantinya juga akan menghasilkan rencana dan skema

pembiayaan jangka menengah untuk setiap provinsi.

MPDP kawasan dan berbagai kajian tersebut akan menghasilkan output lainnya,
yaitu prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan, yang nantinya akan
dikumpulkan oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menjadi

sinkronisasi dan penyusunan arahan program dan pembiayaan tahunan nasional.

Output pendukung lainnya adalah pemantauan dan evaluasi pada lingkup provinsi
dan kawasan. Output pemantauan dan evaluasi pada lingkup pulau/kepulauan, provinsi,
dan kawasan akan menjadi bahan masukan bagi output pemantauan dan evaluasi pada

lingkup nasional.

Output database infrastruktur PUPR terdapat pada masing-masing Pusat
Pengembangan Infrastruktur Wilayah I/II/III. Output tersebut akan menjadi bahan
masukan bagi pengembangan data dan sistem informasi yang dikelola oleh Pusat

Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional.
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Usulan output (produk) BPIW tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Usulan Output (Produk) BPIW Tahun 2020-2024

Pusat Pengembangan

Pusat Pengembangan

Igergtl Sekretariat BPTW Infrastruktur Wilayah Infrastruktur Wilayah
Nasional I/1I/IIT
Output | 1. Perencanaan Umum, | 1. Jakstra Nasional 1. RPIJM Provinsi
Program, Anggaran, 2. RPIJP Nasional, 2. MPDP Kawasan
Pemantauan, dan Pulau, dan Kepulauan | 3. Kajian
Evaluasi 3. RPIJM Nasional Pengembangan

2. Pengelolaan Data dan | 4. Rencana Strategis Wilayah (Pulau dan
Informasi 5. Kajian Kawasan)

3. Penyusunan Peraturan Pengembangan 4. Rencana dan Skema
Perundang- Wilayah (Nasional) Pembiayaan Jangka
undanganan dan 6. Rencana dan Skema Menengah
Pedoman Lingkup Pembiayaan Jangka 5. Prioritisasi Program
PIW Panjang dan Jangka Arahan dan

4. Kerja Sama Menengah Nasional Pembiayaan

5. Layanan Informasi 7. Sinkronisasi dan Tahunan

6. Pengembangan SDM
7. Keuangan,

Penyusunan Arahan
Program dan

6. Pemantauan dan
Evaluasi (termasuk

Penatausahaan BMN Pembiayaan Tahunan Analisis Manfaat)

8. Dukungan 8. Pemantauan dan 7. Database
Manajemen dan Evaluasi (termasuk Infrastruktur PUPR
Pelaksanaan Tugas Lakip PUPR dan Wilayah I/II/IIT
Teknis Lainnya Analisis Manfaat)

9. Pengembangan Data
dan Sistem Informasi

10.  NSPK bidang
Pengembangan
Infrastruktur PUPR

5.4 Usulan Proses Bisnis BPIW

Sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan
pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR, BPIW harus terus melakukan
koordinasi, baik secara internal maupun dengan stakeholder terkait, seperti unit
organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR, kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Koordinasi tersebut dituangkan dalam

suatu proses bisnis.
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Proses bisnis BPIW dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi
pengembangan infrastruktur PUPR, sebagai arahan untuk pengembangan infrastruktur
PUPR, baik pada lingkup nasional, pulau/kepulauan, maupun kawasan. Kebijakan dan
strategi tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan jangka panjang,
yaitu RPIJP (baik pada wilayah nasional maupun pulau/kepulauan) dan standardisasi

perencanaan bidang pengembangan infrastruktur PUPR.

Kebijakan jangka panjang tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana
jangka menengah, yang dimulai dari kajian pengembangan wilayah, kawasan strategis,
kawasan perkotaan, dan pembiayaan infrastruktur pada lingkup pulau/kepulauan,
provinsi, dan kawasan. Kajian tersebut akan menghasilkan program jangka menengah
(PJM) dari setiap kawasan strategis atau kawasan perkotaan, yang memuat prioritas

kawasan dan prioritisasi pengembangan infrastruktur PUPR.

Dengan memperhatikan masukan dari output (produk) BPIW sebelumnya, yaitu
master plan dan development plan (MPDP) kawasan strategis dan kawasan perkotaan
serta rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR (RIPI) pulau/kepulauan, akan
disusun RPIJM pada setiap provinsi. RPIJM provinsi tersebut selanjutnya akan
dikumpulkan menjadi RPIJM pulau/kepulauan dan RPIJM nasional.

RPIJM tersebut akan menjadi dasar bagi prioritisasi program arahan dan
pembiayaan tahunan dari masing-masing wilayah. Prioritisasi dari masing-masing
wilayah tersebut akan dikumpulkan oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Nasional menjadi arahan program dan pembiayaan tahunan nasional.

Arahan program dan pembiayaan tahunan nasional tersebut akan dibahas dalam
Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), suatu
mekanisme koordinasi penyusunan program untuk mensinkronkan infrastruktur PUPR
dengan infrastruktur non-PUPR yang mendukung pengembangan wilayah sebagai suatu
kesatuan. Rakorbangwil akan menghasilkan memorandum program, yaitu kesepakatan

rencana, program dan pembiayaan tahunan PUPR yang sinergi dengan non-PUPR.

Usulan proses bisnis BPIW tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 5.5.
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Gambar 5.5. Usulan Proses Bisnis BPIW Tahun 2020-2024

5.5 Alternatif Pembagian Wilayah

A. Pertimbangan Bioregion dan Origin-Destination

Berdasarkan bioregion, Indonesia dipisahkan oleh Garis Wallace. Kawasan
sebelah barat Garis Wallace (Sumatera, Jawa-Bali, dan Kalimantan) mempunyai
intensitas hujan yang tinggi, sedangkan kawasan sebelah timur Garis Wallace (Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) mempunyai intensitas hujan yang lebih
rendah. Perbedaan bioregion tersebut memiliki implikasi terhadap kebijakan
pengembangan infrastruktur PUPR, seperti penyediaan air baku serta pemeliharaan
infrastruktur (jalan, jembatan, bangunan penampung air, bangunan gedung).

Origin-destination terkait dengan pola perjalanan (asal dan tujuan perjalanan),
baik manusia mapun barang, dalam rangka kemudahan melakukan pengawasan
pembangunan. Beberapa contoh penerapan dari pertimbangan origin-destination adalah
sebagai berikut:
1) Wilayah Kalimantan bagian selatan dan Jawa bagian utara sangat terkait erat,

dimana intensitas perjalanan antar kedua wilayah tersebut relatif tinggi.
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2) Keterkaitan Pulau Sumatera sebagai gerbang masuk dan keluar dari negara-negara
sekitarnya yang berdekatan (Singapura-Johor-Riau/Sijori).
3) Tujuan pariwisata yang terkonsentrasi di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara serta

kawasan timur Indonesia.
B. Pertimbangan Beban Kerja

Berdasarkan draft Rencana Strategis BPIW Tahun 2020-2024, telah disusun
prioritisasi kawasan yang akan ditangani oleh BPIW dalam lima tahun ke depan.
Pertimbangan prioritisasi kawasan tersebut mencakup: 1) major project RPJMN 2020-
2024; 2) rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024; 3) RTRWN (PP 13/2017); 4)
peraturan perundang-undangan sektoral; 5) analisis/penilaian kawasan (KSPN, KEK,
KI) oleh Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas; 6) hasil prioritas
program serta outlook hasil dan manfaat oleh Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR,

BPIW; dan 7) dokumen MPDP yang telah disusun BPIW.

Hasil prioritisasi kawasan tersebut dikelompokkan berdasarkan tematik kawasan,
yaitu: 1) KSPN; 2) KEK; 3) KI; 4) kawasan metropolitan; 5) PKN; 6) PKW; 7) kota
kecil; 8) kota baru; 9) kawasan perbatasan; 10) kawasan terdampak bencana; dan 11)
pulau-pulau kecil dan terluar. Selain itu, hasil prioritisasi kawasan tersebut juga dibagi
dalam 2 (dua) tipologi, yaitu: 1) tipologi A, yaitu lokus yang belum pernah disusun
rencana pengembangan infrastrukturnya oleh BPIW, sehingga perlu dibuat MPDP untuk
kawasan tersebut; dan 2) tipologi B, yaitu lokus yang sudah ada MPDP, tapi masih
memerlukan review (quick assessment) untuk penyusunan arahan programnya. Sebagai
catatan, selain tipologi, perlu bundling kawasan dalam penentuan target dan output.
Hasil prioritisasi kawasan yang akan ditangani oleh BPIW tersebut menjadi acuan untuk
beban kerja BPIW dalam lima tahun ke depan, khususnya untuk Pusat Pengembangan

Infrastruktur PUPR Wilayah I, 11, III.
C. Konsep Pembagian Wilayah

Dengan memperhatikan kedua pertimbangan di atas, disusun 3 (tiga) alternatif

pembagian wilayah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.5, Tabel 5.6, dan Tabel 5.7.
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Tabel 5.5. Alternatif A Pembagian Wilayah Berdasarkan Beban Kerja

Kawasan Tematik Tipologi A dan B
Pulau/ Pulau
No Kepulauan KSPN | k1 | KEK Me'tro PKN | PKW KOt’fl Kota | Perba | Terdampak Kecil Jumlah
politan Kecil | Baru | tasan Bencana Terluar
Beban Kerja Wilayah I: 85 (10 provinsi + 58 kawasan tipologi A + 17 kawasan tipologi B
1. | Sumatera 7 [5] 91 3 [ 7 12 ] 8 ] 21 1 ] 0 | 4 | 75
Beban Kerja Wilayah II: 136 (14 provinsi + 84 kawasan tipologi A + 38 kawasan tipologi B)
2. | Jawa 5 2 1 4 7 21 0 1 0 1 1 43
3. | Bali dan Nustra 4 1 0 2 3 11 1 1 5 3 1 32
4. | Kalimantan 4 ) 2 4 11 0 3 1 2 47
Beban Kerja Wilayah I11: 100 (10 provinsi + 67 kawasan tipologi A + 23 kawasan tipologi B)
Sulawesi 5 2 4 2 4 12 3 2 0 1 9 44
Maluku 1 1| 2 0 2 3 2 1 0 0 10 22
Papua 1 1 1 0 4 6 0 2 5 0 4 24
Indonesia 27 13| 26 13 31 93 14 12 22 5 31 287
Tabel 5.6. Alternatif B Pembagian Wilayah Berdasarkan Beban Kerja
Kawasan Tematik Tipologi A dan B
Pulau/ Pulau
No Kepulauan KSPN | kI | KEK Me'tro PKN | PKW KOt’fl Kota | Perba | Terdampak Kecil Jumlah
politan Kecil | Baru | tasan Bencana Terluar
Beban Kerja Wilayah I: 85 (10 provinsi + 58 kawasan tipologi A + 17 kawasan tipologi B
1. | Sumatera 7 |5 9 | 3 7 29 | 8 | 2 | 1 0 4 75
Beban Kerja Wilayah II: 100 (10 provinsi + 60 kawasan tipologi A + 30 kawasan tipologi B)
2. | Jawa 5 2 1 4 7 21 0 1 0 1 1 43
3. | Kalimantan 4 1] o 2 4 11 0 3 11 0 2 47
Beban Kerja Wilayah I11: 136 (14 provinsi + 91 kawasan tipologi A + 31 kawasan tipologi B)
4. | Bali dan Nustra 4 1 0 2 3 11 1 1 5 3 1 32
5. | Sulawesi 5 2 4 2 4 12 3 2 0 1 9 44
6. | Maluku 1 1| 2 0 2 3 2 1 0 0 10 2
7. | Papua 1 1 1 0 4 6 0 2 5 0 4 24
Indonesia 27 13| 26 13 31 93 14 12 22 5 31 287
Tabel 5.7. Alternatif C Pembagian Wilayah Berdasarkan Beban Kerja
Kawasan Tematik Tipologi A dan B
Pulau/ Pulau
No Kepulauan KSPN | k1 | KEK Me'tro PKN | PKW KOt’fl Kota | Perba | Terdampak Kecil Jumlah
politan Kecil | Baru | tasan Bencana Terluar
Beban Kerja Wilayah I: 134 (16 provinsi + 90 kawasan tipologi A + 28 kawasan tipologi B)
1. | Sumatera 7 5 9 3 7 29 8 2 1 0 4 75
2. | Jawa 5 2 1 4 7 21 0 1 0 1 1 43
Beban Kerja Wilayah I1: 87 (8 provinsi + 52 kawasan tipologi A + 27 kawasan tipologi B)
3. | Bali dan Nustra 4 1 0 2 3 11 1 1 5 3 1 32
4. | Kalimantan 4 1] 9 2 4 | 1 0 3 11 0 2 47
Beban Kerja Wilayah III: 100 (10 provinsi + 67 kawasan tipologi A + 23 kawasan tipologi B)
Sulawesi 5 2 4 2 4 12 3 2 0 1 9 44
Maluku 1 1| 2 0 2 3 2 1 0 0 10 2
Papua 1 1 1 0 4 6 0 2 5 0 4 24
Indonesia 27 13| 26 13 31 93 14 12 22 5 31 287
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5.6 Usulan Organisasi dan Tata Kerja BPIW

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka kegiatan Kajian
Pengembangan Kelembagaan BPIW 2020-2024, telah dirumuskan organisasi dan tata
kerja BPIW. Rumusan organisasi dan tata kerja tersebut juga telah mempertimbangkan
kebijakan penyederhanaan birokrasi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat

Kementerian PUPR.

Pada tingkat nasional, Kementerian PAN-RB telah menyusun konsep tindak lanjut
berupa pengalihan jabatan administrasi (eselon III, eselon IV, dan eselon V) menjadi
jabatan fungsional di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara
selektif. Pengecualian diberlakukan bagi jabatan struktural eselon III, eselon IV, dan
eselon V yang: 1) memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja; 2) memiliki
tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan,
persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; serta 3) kriteria dan syarat lain
yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada

Menteri PAN-RB.

Menindaklanjuti konsep tindak Ilanjut dari Kementerian PAN-RB tersebut,
Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Salah satu langkah
strategis yang dilakukan adalah mengidentifikasi unit kerja eselon III dan eselon IV
yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai dengan peta
jabatan pada masing-masing unit organisasi. Terkait langkah strategis pertama, untuk
unit organisasi BPIW, telah dikonsepkan pengalihan jabatan administrasi (eselon III dan
eselon IV) menjadi jabatan fungsional di seluruh unit kerja teknis. Pengecualian
diberlakukan bagi Kepala Bagian pelaksanaan tugas manajerial di Sekretariat Badan.
Selain itu, pengecualian juga diberlakukan bagi pelaksanaan urusan ketatausahaan di
masing-masing Pusat, dimana tugas Bagian Anggaran dan Umum masing-masing Pusat

dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPIW yang
berkaitan dengan kewenangan kewilayahan, serta memerlukan banyak koordinasi
dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dipandang perlu untuk melakukan

beberapa penyesuaian, yang dikonsepkan dalam bentuk 3 (tiga) alternatif. Alternatif
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pertama tetap mengakomodasi seluruh pejabat struktural eselon III dan eselon IV dalam

struktur organisasi BPIW tahun 2020-2024. Alternatif kedua mengakomodasi seluruh

pejabat struktural eselon III, sedangkan alternatif ketiga hanya mengakomodasi pejabat

struktural eselon III di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Alternatif
struktur organisasi BPIW tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 5.6, Gambar 5.7,

dan Gambar 5.8.
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Berdasarkan konsep tersebut, dirumuskan organisasi dan tata kerja BPIW tahun

2020-2024 sebagai berikut:
(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.

Kedudukan

(1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Badan.

2.

Tugas

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan arahan program infrastruktur

PUPR dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan/atau kawasan sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan.

3.

Fungsi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR jangka
panjang dan jangka menengah;

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi perencanaan pengembangan wilayah dan/
atau kawasan melalui penyusunan arahan program pengembangan infrastruktur

PUPR;

. penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria keterpaduan pengembangan

infrastruktur PUPR;
perumusan rencana dan skema pembiayaan infrastruktur PUPR dalam rangka

pengembangan wilayah dan/atau kawasan;

. pemantauan dan evaluasi kinerja program infrastruktur PUPR dalam rangka

pengembangan wilayah dan/atau kawasan;
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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B. Susunan Organisasi
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;
c. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I;
d. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II; dan
e. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.
C. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan mempunyai tugas pemberian pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unit kerja di lingkungan pemberian Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah.
Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

c. pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;

&

pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;

e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang
pengembangan infrastruktur PUPR, layanan hukum, administrasi kerja sama,
dan komunikasi publik;

f. pengembangan data dan sistem informasi infrastruktur PUPR;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Program dan Evaluasi;

b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

c. Bagian Keuangan dan Umum; dan

d. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan rencana umum, program dan anggaran, pengembangan data dan sistem

informasi infrastruktur PUPR, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di lingkungan Badan.
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Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana strategis BPIW;
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan pengembangan data dan sistem informasi infrastruktur PUPR; dan
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(Khusus untuk Alternatif 1)
Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Anggaran;
b. Subbagian Data; dan
c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
Subbagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana strategis BPIW.
Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Badan.
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan
fungsional;
fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan; dan
e. failitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan

ketatalaksanaan di lingkungan Badan.
(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
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b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta
fasilitasi evaluasi kinerja pegawai.
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisis jabatan, analisis beban
kerja, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan
ketatalaksanaan di lingkungan Badan.
(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan,
penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, sistem pengendalian intern
pemerintah, ketatausahaan, serta umum di lingkungan Badan.
Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan laporan keuangan;
b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara;
c. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.
(Khusus untuk Alternatif 1)
Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
c. Subbagian Umum.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
perbendaharaan, laporan keuangan, serta sistem pengendalian intern pemerintah.
Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan
pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan

dokumentasi, serta kerumahtanggaan.
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(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan

pedoman bidang pengembangan infrastruktur PUPR, layanan hukum, administrasi

kerja sama, serta penyiapan layanan informasi.

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang pengembangan infrastruktur PUPR, serta layanan hukum;

b. fasilitasi koordinasi administrasi kerja sama; dan

c. penyiapan pelaksanaan layanan informasi Badan.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Hukum;

b. Subbagian Kerja Sama; dan

c. Subbagian Layanan Informasi.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pengembangan
infrastruktur PUPR, serta layanan hukum.

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan
koordinasi administrasi kemitraan dengan instansi terkait, dunia usaha, dan
masyarakat.

Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

D. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur
PUPR pada wilayah nasional.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah nasional;

penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang (RP1JP)
pada wilayah nasional;

penyusunan rencana strategis Kementerian PUPR;

penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah
(RPIJM) pada wilayah nasional sebagai kerangka spasial penyusunan rencana
strategis;

penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR
lingkup nasional;

penyusunan rencana dan skema pembiayaan infrastruktur PUPR jangka panjang
dan jangka menengah nasional;

penyusunan sinkronisasi arahan program serta pembiayaan tahunan dalam
rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional;

pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja
program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional,

penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dalam
rangka pengembangan kawasan antar negara;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di
bidang pengembangan infrastruktur PUPR;

penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah nasional; dan

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terdiri atas:

a.
b.
c.

d.

Bagian Anggaran dan Umum;

Bidang Kebijakan dan Strategi Nasional;
Bidang Keterpaduan Program; dan
Bidang Evaluasi dan Manfaat.
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(Khusus untuk Alternatif 2 dan Alternatif 3)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terdiri atas:
a. Bidang Kebijakan dan Strategi Nasional;

b. Bidang Keterpaduan Program;

c. Bidang Evaluasi dan Manfaat; dan

d. Subbagian Tata Usaha.
(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

penyusunan program dan anggaran, pelaksanaaan evaluasi kinerja, penyusunan

database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. penyiapan penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur
PUPR;

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik
negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan

b. Subbagian Umum.

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi

kinerja dan pelaporan Pusat.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan

penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR,

administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga Pusat.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)
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Bidang Kebijakan dan Strategi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan kebijakan dan strategi, rencana pengembangan infrastruktur PUPR

jangka panjang (RPIJP) dan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka

menengah (RPIJM) nasional, dan rencana strategis, serta penyiapan bahan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)) di bidang pengembangan

infrastruktur PUPR.

Bidang Kebijakan dan Strategi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur
PUPR pada wilayah nasional;

penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
panjang (RPIJP) pada wilayah nasional;

penyiapan penyusunan rencana strategis Kementerian PUPR;

penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) pada wilayah nasional sebagai kerangka spasial penyusunan
rencana strategis;

penyiapan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR
lingkup nasional;

penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan infrastruktur PUPR
jangka panjang dan jangka menengah nasional;

penyiapan rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dalam
rangka pengembangan kawasan antar negara; dan

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di

bidang pengembangan infrastruktur PUPR.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri atas:

a.

b.

Subbidang Kebijakan dan Strategi; dan
Subbidang Rencana Strategis.

Subbidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah

nasional, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang
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(RPIJP) pada wilayah nasional, kajian wilayah dalam rangka pengembangan
infrastruktur PUPR lingkup nasional, penyusunan rencana dan skema pembiayaan
infrastruktur PUPR jangka panjang dan jangka menengah nasional, serta penyiapan
rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka
pengembangan kawasan antar negara.

Subbidang Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana strategis Kementerian PUPR, penyusunan rencana
pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah (RPIJM) pada wilayah
nasional sebagai kerangka spasial penyusunan rencana strategis, serta penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang pengembangan
infrastruktur PUPR.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

Bidang Keterpaduan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan sinkronisasi arahan prioritisasiprogram serta pembiayaan tahunan

dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di seluruh
wilayah nasional.

Bidang Keterpaduan Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan sinkronisasi arahan prioritisasi program tahunan dalam
rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di seluruh
wilayah nasional;

b. penyiapan penyusunan pembiayaan tahunan dalam rangka pengembangan
infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di seluruh wilayah nasional; dan

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengembangan wilayah bidang PUPR.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Keterpaduan Program terdiri atas:

a. Subbidang Program Nasional [; dan

b. Subbidang Program Nasional II.

Subbidang Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

sinkronisasi arahan prioritisasiprogram serta pembiayaan tahunan dalam rangka
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pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di Sumatera, Jawa, dan
Bali.

Subbidang Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
sinkronisasi arahan prioritisasi program serta pembiayaan tahunan dalam rangka
pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan strategis di Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

Bidang Evaluasi dan Manfaat mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,

evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja program, serta penyusunan laporan

kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR.

Bidang Evaluasi dan Manfaat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi kebijakan dan kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional;

b. penyusunan laporan kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR;

c. pelaksanaan analisis hasil dan manfaat program pengembangan infrastruktur
PUPR; dan

d. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah nasional.
(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Evaluasi dan Manfaat terdiri atas:

a. Subbidang Evaluasi; dan

b. Subbidang Analisis Manfaat.

Subbidang Standardisasi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pemantauan serta evaluasi kebijakan dan kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional, serta penyusunan laporan
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR.

Subbidang Analisis Manfaat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan analisis hasil dan manfaat program pengembangan infrastruktur PUPR,
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serta penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah nasional.
(Khusus untuk Alternatif 2 dan Alternatif 3)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

E. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi

kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Sumatera.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah
(RPIJM) pada wilayah Sumatera;

b. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah Sumatera;

c. penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR
jangka menengah pada wilayah Sumatera;

d. penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan dalam
rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Sumatera;

e. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah Sumatera;

f. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah Sumatera; dan

g. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan
rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1)
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I terdiri atas:

a. Bagian Anggaran dan Umum,;

112



‘ NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024

b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera I;
c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera II; dan

d. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera III.
(Khusus untuk Alternatif 2)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I terdiri atas:

a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera I;

b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera II;

c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera III; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

penyusunan program dan anggaran, pelaksanaaan evaluasi kinerja, penyusunan

database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. penyiapan penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur
PUPR;

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik
negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan

b. Subbagian Umum.

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi

kinerja dan pelaporan Pusat.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan

penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR,
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administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera I mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada

wilayah di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera I menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau;
penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, dan Riau;

penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, dan Riau;

penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada di provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, dan Riau;

penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau; dan
penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, dan Riau.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera I terdiri atas:

a.

Subbidang Wilayah Sumatera IA; dan
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b. Subbidang Wilayah Sumatera IB.

Subbidang Wilayah Sumatera IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Aceh
dan Sumatera Utara.

Subbidang Wilayah Sumatera IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi

Sumatera Barat dan Riau.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera II mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah di provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera

Selatan.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera II menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Sumatera Selatan;

b. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan
Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan;

c. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Kepulauan Riau,

Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan;
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d. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada di provinsi Kepulauan Riau,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan;

€. penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan;

f. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Sumatera Selatan; dan

g. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan

Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera II terdiri atas:

a. Subbidang Sumatera IIA; dan

b. Subbidang Sumatera IIB.

Subbidang Sumatera IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Kepulauan Riau dan
Kepulauan Bangka Belitung.

Subbidang Sumatera [IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program

pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Sumatera Selatan.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera III mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta
pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah di provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera III menyelenggarakan

fungsi:
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penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka

menengah (RPIJM) provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung;

. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur

PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Jambi, Bengkulu, dan
Lampung;

penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Jambi, Bengkulu, dan

Lampung;

. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan

infrastruktur PUPR jangka menengah pada di provinsi Jambi, Bengkulu, dan
Lampung;

penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Jambi, Bengkulu, dan Lampung;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR

pada wilayah di provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung; dan

. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera III terdiri atas:

Subbidang Wilayah Sumatera IIIA; dan

b. Subbidang Wilayah Sumatera IIIB.

Subbidang Wilayah Sumatera IIIA mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Jambi dan Bengkulu.
Subbidang Wilayah Sumatera IIIB mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program

pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Lampung.

(Khusus untuk Alternatif 2 dan Alternatif 3)
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Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

(Untuk Alternatif 1, Alternatif 2, dan Alternatif 3)

F. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi

kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, dan Kalimantan.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah
(RPIJM) pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan;

penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan
Kalimantan;

penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR
jangka menengah pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan;
penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan dalam
rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Jawa, Bali, Nusa
Tenggara, dan Kalimantan;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan;

penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan;
dan

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II terdiri atas:

€.

f.

Bagian Anggaran dan Umum;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa;
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g. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara; dan
h. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan.

(Khusus untuk Alternatif 2)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II terdiri atas:

e. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa;

f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara;
g. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan; dan

h. Subbagian Tata Usaha.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

penyusunan program dan anggaran, pelaksanaaan evaluasi kinerja, penyusunan

database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. penyiapan penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur
PUPR;

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik
negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan

b. Subbagian Umum.

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi

kinerja dan pelaporan Pusat.

Subbagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyiapan penyusunan

database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, administrasi
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kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan

evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di

provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa

Timur.

Bidang Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa menyelenggarakan

fungsi:

a.

penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, dan Jawa Timur;

penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa
Timur;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, dan Jawa Timur; dan
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g. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa terdiri atas:

a. Subbidang Wilayah Jawa I; dan

b. Subbidang Wilayah Jawa II.

Subbidang Wilayah Jawa [ mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana,
prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Banten, DKI Jakarta,
dan Jawa Barat.

Subbidang Wilayah Jawa II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan,
serta pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara

Timur;
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b. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur;

c. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur;

d. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada wilayah di provinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

e. penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

f. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
dan

g. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan

Nusa Tenggara Timur.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara terdiri atas:

a. Subbidang Wilayah Bali; dan

b. Subbidang Wilayah Nusa Tenggara.

Subbidang Wilayah Bali mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana,
prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Bali.

Subbidang Wilayah Nusa Tenggara mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)
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Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada

wilayah di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;

penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan
Utara;

penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada wilayah di provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Utara;

penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
dan Kalimantan Utara;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; dan

penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

(Khusus untuk Alternatif 1)
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Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan terdiri atas:

a. Subbidang Wilayah Kalimantan I; dan

b. Subbidang Wilayah Kalimantan II.

Subbidang Wilayah Kalimantan I mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Subbidang Wilayah Kalimantan II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II1

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Sulawesi,
Maluku, dan Papua.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah

(RPIJM) pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan

dengan pendekatan wilayah pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR
jangka menengah pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;

d. penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan dalam
rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua;

e. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;

f. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
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pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III terdiri atas:

1.

j.

k.

L.

Bagian Anggaran dan Umum,;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sulawesi;
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku; dan
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua.

(Khusus untuk Alternatif 2)

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III terdiri atas:

1.

i

k.

L.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sulawesi;
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku;
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua; dan
Subbagian Tata Usaha.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

penyusunan program dan anggaran, pelaksanaaan evaluasi kinerja, penyusunan

database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

c.

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

penyiapan penyusunan database untuk mendukung pengembangan infrastruktur
PUPR;

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik
negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a.

b.

Subbagian Program dan Evaluasi; dan

Subbagian Umum.
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Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi
kinerja dan pelaporan Pusat.

Subbagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyiapan penyusunan
database untuk mendukung pengembangan infrastruktur PUPR, administrasi
kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga Pusat.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sulawesi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sulawesi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka
menengah (RPIJM) provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara;

b. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur
PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara;

c. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara;

d. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi
Tenggara;

€. penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan

dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
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Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,
dan Sulawesi Tenggara;

f. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; dan

g. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan
infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sulawesi terdiri atas:

a. Subbidang Wilayah Sulawesi [; dan

b. Subbidang Wilayah Sulawesi II.

Subbidang Wilayah Sulawesi I mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Subbidang Wilayah Sulawesi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi

Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta
pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka

menengah (RPIJM) provinsi Maluku dan Maluku Utara;
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b. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur

PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Maluku dan Maluku Utara;

c. penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan
dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Maluku dan Maluku Utara;

d. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan
infrastruktur PUPR jangka menengah pada wilayah di Maluku dan Maluku
Utara;

e. penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Maluku dan Maluku Utara;

f. pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR
pada wilayah di provinsi Maluku dan Maluku Utara; dan

g. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku terdiri atas:

a. Subbidang Wilayah Maluku I; dan

b. Subbidang Wilayah Maluku II.

Subbidang Wilayah Maluku I mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Maluku.

Subbidang Wilayah Maluku II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program

pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Maluku Utara.

(Khusus untuk Alternatif 1 dan Alternatif 2)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prioritisasi program arahan, serta
pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR pada
wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka

menengah (RPIJM) provinsi Papua dan Papua Barat;

. penyiapan penyusunan kajian wilayah dalam rangka pengembangan infrastruktur

PUPR lingkup kawasan pada wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat;
penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur kawasan

dengan pendekatan wilayah pada wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat;

. penyiapan penyusunan rencana dan skema pembiayaan pengembangan

infrastruktur PUPR jangka menengah pada wilayah di Papua dan Papua Barat;
penyiapan penyusunan dan prioritisasi program arahan dan pembiayaan tahunan
dalam rangka pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi
Papua dan Papua Barat;

pemantauan dan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur PUPR

pada wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat; dan

. penyusunan dan pengembangan database untuk mendukung pengembangan

infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat.

(Khusus untuk Alternatif 1)

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua terdiri atas:

Subbidang Wilayah Papua I; dan

b. Subbidang Wilayah Papua II.

Subbidang Wilayah Papua I mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program
pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Papua.

Subbidang Wilayah Papua II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
rencana, prioritisasi program arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program

pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah di provinsi Papua Barat.

5.7 Usulan Organisasi BPIW Berdasarkan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Menindaklanjuti arahan Presiden dan kebijakan Kementerian PAN-RB, Biro

Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PUPR telah memetakan

jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural

eselon III dan eselon IV yang terdampak pemangkasan akibat dari kebijakan
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penyederhanaan birokrasi. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari jabatan fungsional

bidang PUPR dan jabatan fungsional bidang lainnya. Berdasarkan output per unit kerja

eselon II, kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan BPIW adalah sebagaimana Tabel

5.7.
Tabel 5.7. Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPIW
Pusat Pengembangan Pusat Pengembangan
Unit Kerja Sekretariat Badan Infrastruktur Wilayah | Infrastruktur Wilayah
Nasional L, 1L, 111
1) Perencanaan 1) Jakstra Nasional 1) RPIJM Provinsi
Umum, Program, 2) RPIJP Nasional 2) MPDP Kawasan
Anggaran, 3) RPIJM Nasional 3) Rencana dan Skema
Pemantauan, dan 4) Rencana Strategis Pembiayaan Jangka
Evaluasi 5) Kajian Menengah
2) PengelolaanData Pengembangan 4) Prioritisasi Program
dan Informasi Wilayah (Nasional) Arahan dan
3) Penyusunan 6) Rencana dan Skema Pembiayaan
Peraturan Pembiayaan Jangka Tahunan
Perundang- Panjang dan Jangka 5) Pemantauan dan
undangan dan Menengah Nasional Evaluasi
Output Pedoman Lingkup 7) Sinkronisasi dan 6) Database
PIW Penyusunan Arahan Infrastruktur PUPR
4) Kerja Sama Program dan Wilayah I, II, III
5) Layanan Informasi Pembiayaan Tahunan
6) Pengembangan 8) Pemantauan dan
SDM Evaluasi (termasuk
7) Keuangan, Lakip PUPR dan
Penatausahaan Analisis Manfaat)
BMN 9) Pengembangan Data
8) Dukungan dan Sistem Informasi
Manajemen dan 10) NSPK bidang
Pelaksanaan Tugas Pengembangan
Teknis Lainnya Infrastruktur PUPR
1) Perencana 1) Analis Kebijakan 1) Analis Kebijakan/
2) Pranata Komputer |2) Perencana Perencana
3) Analis 3) Pranata Komputer 2) Penata Ruang
Kepegawaian 3) Teknik Pengairan
4) Analis Keuangan 4) Teknik Jalan dan
Kebutuhan | 5) Arsiparis Jembatan
Jabatan 6) Perancang 5) Teknik Tata
Fungsional Peraturan Bangunan
Perundang- 6) Teknik Penyehatan
undangan Lingkungan
7) Pranata Humas Perumahan

8) Pustakawan

7) Surveyor Pemetaan
8) Pranata Komputer
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Tahapan yang lebih detail mengenai kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan
BPIW, khususnya di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, I, III, dapat dilihat

pada Lampiran I.
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BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi kelembagaan BPIW berdasarkan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa
organisasi BPIW dinilai tergolong efektif, namun diperlukan penyempurnaan dalam
dimensi struktur dan dimensi proses. Untuk dimensi struktur, perlu penyempurnaan
dalam Subdimensi Formalisasi, dimana BPIW perlu menformalkan output/produk yang
dihasilkannya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang
Pedoman Penyusunan Rencana, Program, dan Penganggaran Pengembangan
Infrastruktur PUPR. Rancangan Peraturan Menteri tersebut diantaranya mengatur
mengenai dokumen yang harus diacu, muatan output/produk, lingkup analisis, dan

tahapan penyusunan output/produk.

Dimensi struktur juga mencakup penyempurnaan dalam Subdimensi
Kompleksitas, dimana BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan
proses bisnis, terutama dalam kaitannya dengan overlapping implementasi tugas dan
fungsi. Sementara itu, dimensi proses mencakup penyempurnaan dalam Subdimensi
Keselarasan, dimana BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi,
sehingga sasaran yang ingin dicapai dari level eselon I sampai dengan individu dapat

dijabarkan dengan baik.

Penyempurnaan dalam Subdimensi Kompleksitas dan Subdimensi Keselarasan
dilakukan melalui pembagian struktur organisasi berdasarkan wilayah, dimana
kebijakan, strategi, perencanaan, pemrograman, pemantauan, dan evaluasi dari suatu
wilayah tertentu dilakukan oleh unit kerja yang sama, serta cakupan wilayah untuk
pulauw/kepulauan disesuaikan dengan jumlah kawasan strategis yang ada. Sementara itu,
berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait, diperoleh
masukan untuk penajaman peran BPIW terkait koordinasi, sinkronisasi, dan
debottlenecking pada proses perencanaan dan pemrograman dalam rangka

pengembangan wilayah.
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6.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk kelembagaan BPIW 2020-2024 adalah pembagian struktur
organisasi berdasarkan wilayah. Dalam struktur organisasi berdasarkan wilayah
tersebut, penyusunan produk perencanaan dalam suatu wilayah tertentu dilakukan oleh
unit kerja yang sama, mulai dari lingkup pulau hingga kawasan strategis dan perkotaan.
Dengan demikian, keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro menjadi lebih kuat serta

penguasaan materi yang lebih baik terkait provinsi atau kawasan tertentu.

Selain itu, keterpaduan dalam suatu wilayah (perencanaan, pemrograman,
pemantauan, dan evaluasi) juga lebih baik. Hasil pemantauan dan evaluasi dari berbagai
program pembangunan infrastruktur PUPR di suatu wilayah dapat langsung menjadi

input terhadap perencanaan dan pemrograman pada periode berikutnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dapat berlangsung dengan lebih
efisien, mengingat potensi overlapping koordinasi dengan daerah dan UPT di daerah
(Balai/Satker/ SNVT) lebih kecil. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan
Balai/Satker/SNVT (unor-unor di daerah) lebih intensif dan penanggung jawab

fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah menjadi lebih jelas.

Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa dalam struktur organisasi
berbasis wilayah terdapat potensi terjadinya perbedaan standardisasi proses dan output
dari setiap unit kerja, baik pada skala makro seperti pulaw/kepulauan maupun pada skala
mikro kawasan perkotaan atau metropolitan. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi

tersebut perlu unit kerja khusus yang menyusun standardisasi penyusunan perencanaan.

Sebagai tindak lanjut, di masa mendatang BPIW perlu menyusun blue print/road
map pengembangan kelembagaan dalam jangka panjang. Hal tersebut dilakukan sebagai
upaya untuk menuju peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur

PUPR yang lebih baik ke depan.
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DAFTAR LAMPIRAN

e TAHAPAN PENYUSUNAN MPDP DAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BPIW

e KAMUS NOMENKLATUR TUGAS DAN FUNGSI BPIW
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TAHAPAN PENYUSUNAN MPDP DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BPIW

NO

TAHAP

JENIS
INFRASTRUKTUR

METODE

DATA/ INDIKATOR

SUMBER

JABATAN FUNGSIONAL
YANG DIBUTUHKAN

Profil

Kawasan

Penyiapan profil kawasan strategis,
termasuk di dalamnya tahapan yang
terdiri atas persiapan, survei, pengolahan
data, dan kompilasi data yang meliputi
kegiatan antara lain penyusunan buku
profil dan kompilasi data yang meliputi
kegiatan antara lain penyusunan buku
profil dan penyaijian peta yang
komunikatif. Profil Kawasan
menggambarkan dan menjelaskan kondisi
eksisting pada Kawasan Strategis dan
wilayah pengaruhnya.

Profil Regulasi

Kawasan

Membuat matriks kebijakan dan rencana
secara komprehensif dari seluruh
peraturan (legal) kawasan strategis
terkait

- RIPPARNAS dan RIPPARDA

- Rencana Pengembangan Kawasan
Industri

- Kebijakan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)

- Rencana Pengendalian Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)

- Pembangunan Berkelanjutan

- Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

- PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun

2010- 2025

- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan
Industri

- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

 Analis Kebijakan/Perencana
» Penata Ruang

Profil Tata Ruang

Membuat matriks peraturan tentang
penataan ruang secara komprehensif
dari seluruh peraturan (legal) kawasan
strategis terkait

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Rencana Tata Ruang Pulau Terkait

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Terkait

- Rencana Tata Ruang Kota/

Kabupaten Terkait

- Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Terkait

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- PP No. 28 Tahunn 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional

Penata Ruang

Profil  Posisi  Geografis Rekapitulasi dokumen dan tumpang |- Kedudukan Geografis - Kecamatan Dalam Angka (BPS) o Penata Ruang
(Global, Regional, dan tindih peta terhadap kedudukan geografis |- Batas Administrasi - RTRW Kabupaten « Surveyor Pemetaan
Nasional) dan administrasi _ RTRW Kota/ Kecamatan

- Peta BPN
Profil Wilayah Tumpang tindih peta profil kawasan - Peta WPS - Masterplan Pengembangan Kawasan e Penata Ruang
Pengaruh dari strategis terkait - Peta KS lainnya (KSPN, KEK, K, Strategis Terkait « Surveyor Pemetaan
Pengembangan KSN/KSP/KSK) - Masterplan Kawasan Perbatasan (BNPP)
Kawasan - Peta Kawasan Perbatasan

Profil Kondisi Fisik

'Tumpang tindih peta fisik
pengembangan kawasan strategis
terkait

- Peta Topografi

- Peta Tata Guna Lahan

- Peta Hidrologi

- Peta Klimatologi

- Peta Jenis Tanah

- Peta Geologi

- Peta Kawasan Permukiman

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi Lainnya)
- Peta Klimatologi BMKG

- Peta Citra Satelit BIG

- Peta Persil Pemanfaatan BPN

® Penata Ruang
o Surveyor Pemetaan




NO

TAHAP

JENIS
INFRASTRUKTUR

METODE

DATA/ INDIKATOR

SUMBER

JABATAN FUNGSIONAL
YANG DIBUTUHKAN

Profil Kawasan

Profil Kondisi Daya
Tampung dan Daya

Tumpang tindih peta D3TLH kawasan

- Data Kawasan Hutan Lindung
(Taman Nasional, Taman Hutan
Raya)

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi
Lainnya)

Penata Ruang
o Surveyor Pemetaan

Dukung Lingkungan Hidup strategis terkait - Data Kawasan Resapan Air/ dan - Peta Citra Satelit BIG
Tanah Bergambut - Peta Jasa Ekosistem Pusat Pengendalian
- Data Cagar Budaya dan llmu Pembangunan Ekoregion KS Terkait (KLHK)
Pengetahuan Serta Wisata
- Data Keberadaan RTH
B e Penata Ruang
Tumpang tindih peta profil kebencanaan |- Bencana Banjir - Peta Kawasan Rawan Bencana (Pusat o Surveyor Pemetaan
Erci)fil Kondisi - kawasan strategis terkait - Bencana Longsor Vulkanologi dan Mitigasi Bencana ESDM)
ebencanaan

- Bencana Gempa Bumi
- Bencana Gunung Berapi
- Bencana Tsunami

- Peta Indeks Resiko Kebencanaan (Badan
Nasional Penanggulangan Bencana)

Profil Kependudukan

Rekapitulasi data Kependudukan
Kawasan Strategis Terkait

- Demografi (Jumlah Penduduk, Jumlah KK,
Kepadatan Penduduk, Distribusi Penduduk,
IPM)

- Kualitas Penduduk (Struktur Penduduk
Berdasarkan Mata Pencaharian, Jenis
Kelamin, Usia, Agama, Tingkat Pendidikan,
Tingkat Kemiskinan, Masyarakat Adat)

- Badan Pusat Statistik Kota/ Kabupaten
Terkait
- Kecamatan Dalam Angka Tahun Terbaru

Perencana

Profil Sosial dan Ekonomi

Rekapitulasi Data Sosial dan Ekonomi
Kawasan Strategis Terkait

- Kondisi Ekonomi Masyarakat (PDRB)

- Kondisi Perekonomian Makro (Struktur
Ekonomi Wilayah, Pertumbuhan PDRB
dan Pendapatan Perkapita, Kemandirian
Ekonomi Daerah PAD)

- Kondisi Perekonomian Mikro (Jumlah
dan Sebaran Industri Jasa
Perdagangan, Tingkat Pendapatan)

- Nilai APBD

- Indeks Kemiskinan

- Indeks Gini Rasio

- Badan Pusat Statistik Kota/ Kabupaten
Terkait

- Kecamatan Dalam Angka Tahun Terbaru

Perencana

Profil Bahan Baku dan
Rantai Pasok

Supply Chain Management (SMC)

- Sistem  koordinasi  organisasi, orang,
aktivitas, informasi dan sumberdaya yang
terlibat dalam pemindahan sebuah produk/
jasa dalam bentuk fisik atau virtual dari
supplier ke konsumen

- Konsepsi rantai pasok adalah suatu sistem
hingga ke

mulai  dari
konsumen

pelayanan input

- Badan Pusat Statistik Kota/ Kabupaten
Terkait

- Kecamatan Dalam Angka Tahun Terbaru

Perencana
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Profil Infrastruktur

Profil Regulasi
Infrastruktur

Membuat matriks kebijakan dan rencana
secara komprehensif dari seluruh

infrastruktur terkait

- Peraturan/Perundangan terkait sektor Bina
Marga

- Peraturan/Perundangan terkait sektor

Sumber Daya Air

- Peraturan/Perundangan terkait sektor
Permukiman

- Peraturan/Perundangan terkait sektor

Penyediaan Perumahan

- Peraturan/Perundangan terkait sektor
Pelabuhan

- Peraturan/Perundangan terkait sektor Bandar
Udara

- Peraturan/Perundangan terkait sektor Kereta
Api

- Peraturan/Perundangan terkait sektor
Kelistrikan

- Peraturan/Perundangan terkait sektor

Telekomunikasi

lAnalis Kebijakan/Perencana

Profil Kapasitas dan
Layanan Infrastruktur
PUPR

Jalan dan Jembatan

Pemetaan Kondisi Eksisting
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

- Panjang Jalan Berdasarkan Status dan

Kelas Jalan (Nasional, Provinsi,

Kota/Kabupaten)

- Panjang dan Jumlah Jembatan

- Jenis Permukaan, Kondisi Status dan Kelas
Jalan

- Jenis Permukaan, Kondisi Berdasarkan
Jembatan

- Rumija dan Lebar Jalan

- Kepadatan Jalan (VCR)

- Kepmen PUPR No. 290/KPTS/M/2015
tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut
Statusnya Sebagai Jalan Nasional

- Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan
Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri
- Kepmen PUPR No. 250 KPTS/M/2015 tentang
Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

- Rencana Jaringan Jalan

- Rencana Strategis Ditjen Bina Marga

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR,

Studi Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada Lampiran Il
Kepmen PUPR No. 25/PRT/M/2015 tentang
Penyelenggaraan Data dan Informasi
Geospasial Infrastruktur PUPR

o Teknik Jalan dan Jembatan
o Surveyor Pemetaan

Air Bersih

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur

Air Bersih

- Kapasitas Sumber Air Bersih (Mata Air,
Sungai, Air Tanah/ Sumur)

- Kapasitas Penampungan Air

Bersih (Waduk, Bendungan,

Embung, Tandon, Menara Air)

- Produksi dan Distribusi Air Bersih

- Jaringan Air Bersih

- Data Pusat Bendungan

- Data Pusat Air Tanah dan Air Baku

- Data Direktorat Sungai dan Pantai

- Data Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
- Rencana Strategis Ditien Sumber Daya Air

- Masterplan Air Bersih

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR,

Studi Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada Lampiran I
Kepmen PUPR No. 25/PRT/M/2015 tentang
Penyelenggaraan Data dan Informasi
Geospasial Infrastruktur PUPR

o Teknik Pengairan

o Teknik Penyehatan
Lingkungan

o Surveyor Pemetaan
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Profil Infrastruktur

Air Minum

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur

Air Minum

- Kapasitas Terpasang
- Kapasitas Produksi
- Sambungan PDAM

- Rencana Strategis Ditien Sumber Daya Air
- Masterplan Air Minum

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi
Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada
Lampiran Il Kepmen PUPR No.
25/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur
PUPR

o Teknik Penyehatan
Lingkungan
o Surveyor Pemetaan

Irigasi

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur

Irigasi

- Panjang dan Lebar Jaringan Irigasi
- Cakupan Layanan Irigasi
- Kapasitas Jaringan Irigasi

- Data Direktorat Irigasi Rawa

- Data Direktorat Pengembangan

Jaringan SDA

- Rencana Strategis Ditien Sumber Daya Air
- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi
Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada
Lampiran Il Kepmen PUPR No.
25/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur
PUPR

® Teknik Pengairan
o Surveyor Pemetaan

Air Limbah

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur

Air Limbah

- Saluran Pembuangan Limbah RT

- Fasilitas Pembuangan (MCK)

- Pengelolaan Terpadu Limbah RT

- Saluran Pembuangan Limbah Industri
- Pengelolaan Terpadu Limbah Industri

- Data Randal Cipta Karya di KS terkait
- Studi Pengelolaan Limbah Industri

- Data Direktorat Keterpaduan
Infastruktur Permukiman

- Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya

- Masterplan Air Limbah

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi
Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada
Lampiran I Kepmen PUPR No.
25/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan

Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur
PUPR

o Teknik Penyehatan
Lingkungan
o Surveyor Pemetaan
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Profil Infrastruktur

Drainase

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur
Drainase

- Drainase Alami (Sungai)
- Drainase Buatan (Selokan)

- Jaringan Drainase (Terusan Drainase
Sungai/Waduk)

- Data Randal Cipta Karya di KS terkait

- Data Direktorat Keterpaduan
Infastruktur Permukiman

- Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya

- Masterplan Drainase

- Dokumen Terkait (RTRW, RDTR, Studi
Lainnya)

- Survey Lapangan Mengacu Pada
Lampiran Il Kepmen PUPR No.
25/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur
PUPR

[Teknik Penyehatan
Lingkungan

Perumahan

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur
Perumahan

- Jumlah dan Sebaran Perumahan

- Data Kualitas Bangunan Perumahan
- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

- Backlog Perumahan

- Data Direktorat Rumah Susun

- Data Direktorat Rumah Khusus

- Data Direktorat Rumah Swadaya

- Data Direktorat Rumah Umum dan
Komersial

- Data SNVT/ Balai Penyediaan
Perumahan di KS Terkait

- Rencana Strategis Ditien Penyediaan
Perumahan

- Survey Lapangan Mengacu Pada
Lampiran I Kepmen PUPR No.
25/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur
PUPR

ITeknik Tata Bangunan dan
Perumahan

Profil Kapasitas dan
Layanan Infrastruktur
Non-PUPR

Kelistrikan

Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur
Kelistrikan

- Jenis Sumber Listrik
- Jaringan Listrik
- Distribusi

- Dokumen terkait (RTRW, RDTR, Studi Lainnya)
- Data BPS Terbaru
- Data Direktorat Bisnis Regional PLN

[Teknik Jalan dan Jembatan




JABATAN FUNGSIONAL

JENIS
NO TAHAP INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
- [Teknik Jalan dan Jembatan
Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur | _ Sumber Telek iKasi Data Menara Pemancar & STT
Telekomunikasi Telekomunikasi umber felekomunikast Umum Telkom
 Fasiltas Pendukung - Dokumen terkait (RTRW, RDTR, Studi Lainnya)
- Provider Telekomunikasi - Masterplan Jaringan
Telekomunikasi
Pemetaan Kondisi Eksisting Infrastruktur - Dokumen terkait (RTRW, RDTR, Studi Lainnya) ITeknik Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Pelabuhan . i " ' '
- Kondisi, Status, Kapasitas, dan - Data Ditjen Perhubungan Laut
Cakupan Pelayanan - Masterplan Pelabuhan
3 |Demand Assesment Kawasan
) . . Perencana
Perekonomian Wilayah R - Location Questions Analysis (LQ) - Nilai LQ > 1, sektor basis - Data BPS (PDRB) terkait
- Nilai LQ < 1, sektor non-basis
- Perencana
. . - Menentukan sektor yang menjadi
- Shift Share Analysis keunggulan daerah dan penentuan )
- sektor yang perlu dikembangkan - Data BPS (PDRB) terkait

- Menentukan  kebijakan  pembangunan

untuk menargetkan sektor
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- Analisis Indeks Gini

- Mengukur ketimpangan terhadap tingkat
pemerataan pendapatan dalam masyarakat

- Mengukur distribusi pendapatan di
suatu wilayah

- Rentang nilai indeks gini berkisar

antara 0 (nol) hingga 1 (satu).

Mendekati nol, maka menunjukkan
pemerataan sempurna, sedangkan jika
mendekati satu, artinya penduduk di
wilayah tersebut memiliki pendapatan yang
sangat timpang sempurna atau

ketidakmerataan mutlak

- Data BPS (PDRB) terkait

Perencana

Artikulasi

Analisis Kesenjangan/
GAP

- Melakukan analisis proyeksi
(kependudukan dan pertumbuhan
ekonomi)

- Melakukan Analisis GAP antara profil
eksisting dengan target capaian

yang diharapkan

- Data Awal/Profil Kawasan & Profil
Infrastruktur

- Rumusan Awal Goals
Kawasan Strategis

- Hasil Analisis (Kebutuhan Pemenuhan GAP
Guna Mencapai Goals Kawasan Strategis)

Penata Ruang

Analisis Kondisi Fisik
Kebencanaan

- Analisis Bencana Gempa Bumi

= Pembatasan pembangunan kawasan
terbangun dan infrastruktur/fasilitas penting
pada jalur sesar aktif

= Untuk kawasan rawan bencana gempa bumi
tinggi tetapi relatif telah terbangun, maka
dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi
tingkat kerentanan kawasan terhadap risiko
gempa bumi

= Arahan pada kawasan terbangun sebagai
upaya mengurangi kerentanan kawasan
terbangun dan fasilitas/infrastruktur terhadap

bahaya gempa bumi

- Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi yang
diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi

Bencana ESDM

Penata Ruang
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- Analisis Bencana Banijir

- Parameter yang digunakan dalam
menentukan indeks bahaya banijir, yaitu
daerah rawan banijir, kemiringan lereng, jarak

dari sungai dan curah hujan

- Data DAS dan Sub DAS
- Data Curah Hujan

ITeknik Pengairan

Kebutuhan Infrastruktur

- Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

- Kebijakan pemerintah dan kebijakan
daerah terkait pengelolaan sumber daya air
di wilayah sungai yang bersangkutan

- Pendayagunaan Sumber Daya Air
- Pengendalian Daya Rusak Air
- Konservasi Sumber Daya Air

- Peta Jaringan Sungai

- Peta DAS

- Peta Sebaran Curah Hujan
- Data Irigasi

- Data Bendungan/ Waduk dan Bendung
Data Bangunan Pengendali Sedimen

Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006
tentang Irigasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010
tentnag Bendungan;

Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32
tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan
Pantai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan
Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan
Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan
Tata Pengairan;

ITeknik Pengairan




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
4 R EVIAnaIisis Kebutuhan Infrastruktur Bina | Analisa perhitungan - Aksesibilitas terhadap sistem perkotaan [Teknik Jalan dan Jembatan
arga ketersediaan dan nasional
proyeksi kebutuhan 20 tahun|_ i
beserta GAPnya Aksesibilitas terhadap sektor pendorong

- Perhitungan ini termasuk skenario
perkembangan kawasan strategis yang
mempengaruhi kebutuhan infrastruktur,
BM

- Penentuan

prioritas pembangunan jalan baru
dan penanganan ruas jalan berdasarkan
pengembangan wilayah untuk mendukung
kegiatan konektivitas nasional bidang PUPR
dapat mengacu pada Panduan Prioritasi
Pembangunan Jalan Baru dan Penanganan
Ruas berdasarkan Pengembangan

Wilayah

- Penanganan ruas tahapan awalnya
menentukan ruas jalan yang akan ditinjau.
Identifikasi nilai IRI, RCI, dan LHRT ruas
jalan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kemudian
disandingkan IRl dengan LHRT dan RCI
dengan LHRT untuk mendapatkan

program  penanganan yang akan
dilakukandi  ruas jalan yang telah

ditetapkan

pertumbuhan
- Aksesibilitas terhadap simpul lalu lintas.
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Analisis Kebutuhan
Infrastruktur Permukiman

- Sektor Infrastruktur SPAM

- Cakupan Pelayanan Eksisting (JP dan
BJP) berupa peta pelayanan

- Data Unit Air Baku, Produksi, Transmisidan
Distribusi

- Kapasitas Terpasang dan Produksi

- Kapasitas Distribusi

- Kapasitas Air Terjual

- Jumlah SR dan Jumlah Penduduk Terlayani
- Persentase Cakupan Pelayanan (%, jiwa)

- Desa Rawan Air

- Sektor Infrastruktur Sanitasi

- Data kondisi pengelolaan air limbah

- Inventarisasi sarana dan prasarana beserta
bangunan pelengkap pengelolaan airlimbah
- Capaian dan Cakupan Layanan SPALD

- Sektor Infrastruktur Persampahan

- Sumber Sampah

- Timbulan, komposisi dan karakteristik

- Cakupan dan Tingkat pelayanan

- Kondisi Pewadahan, Pengumpulan,
Pemindahan, Pengolahan, Pengangkutan,
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)
Sampah dan Pengolahan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan kawasan Permukiman;

- Peraturan Presiden Rl nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Berkelanjutan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

- Sektor Infrastruktur Drainase

Lingkungan

- Kondisi Infrastruktur drainase permukiman
eksisting

- Permasalahan Genangan dan
BanjirPermukiman (dilengkapi Peta
Genangan dan banjir)

- Sistem drainase permukiman dankawasan
Perkotaan (dilengkapi Peta Sistemdrainase)
- Wilayah Pelayanan Sistem

drainase Permukiman.

Minum,;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Teknik Penyehatan Lingkungan
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- Sektor Infrastruktur Penataan
Bangunan Dan Lingkungan (PBL)

- Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Kondisi Kawasan Pusaka dan
kebutuhan revitalisasi;

- Kondisi Permukiman Tradisional dan
kebutuhan pengembangan;

- Kondisi Kawasan Wisata dankebutuhan
revitalisasi kawasan;

- Kondisi Permukiman Rawan Bencana
dan kebutuhan penanganan;

- Kondisi Permukiman di Kawasan tematik
Perkotaan dan khusus lainnya.

- Fasilitas pemadam kebakaran

- Sektor Infrastruktur Pengembangan
Kawasan Permukiman (PKP)

- Kondisi Permukiman Khusus (rawan
bencana, pasca bencana, kawasan
tertentu)

- Kemajuan Pelaksanaan Penanganan
Permukiman Khusus

- Ketersediaan Dokumen
Perencanaan (SPPIP, RPKPP,
RP2KPKP)

- Data Kawasan Permukiman Kumuh

- Kemajuan Pelaksanaan Penanganan
Kawasan Kumuh melalui Program
KOTAKU, NSUP, NUSP-2, APBN, APBD
- Program Rusunawa/Rusunami.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan kawasan Permukiman;

- Peraturan Presiden RI nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Berkelanjutan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sistem
PenyediaanAir Minum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

ITeknik Tata Bangunan dan
Perumahan

-- Analisis Kebutuhan
Infrastruktur Perumahan

- Backlog Perumahan
- Rumah Tidak Layak Huni

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dapat
diselenggarakan melalui berbagai cara : pembangunan
rumah susun dan penyelenggaraan perumahan pada
kawasan khusus. Kawasan khusus yang dimaksud meliputi
kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan,
kawasan nelayan, kawasan perdagangan bebas, kawasan
pengembangan tinggi, kawasan cagar budaya, kawasan
perbatasan, dsb.

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas
rumah dan pembangunan baru rumah agar layak huni
beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sehungga
menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur, serta berkelanjutan.

— Kebijakan bidang perumahan lainnya adalah mengenai
penyelenggaraan hunian berimbang. Hunian berimbang
pada dasarnya sudah diatur dalam UU Nomor 1 tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun.

- Diatur dalam Permenpera nomor 10 tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang telah
disempurnakan dalam Permenpera Nomor 7 tahun 2013.

— Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan
bersamaan secara proporsional antara rumah mewah,
rumah menengah, dan rumah sederhana. Dalam hal
hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib
membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2
(dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah
mewah yang akan dibangun.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penyederhanaan Perizinan pembangunan
perumahan Presiden Republik Indonesia;

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:
14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan
Kawasan Khusus;

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No
8/Permen/M/2007 Tentang Pedoman Pembangunan
Perumahan Swadaya;

- Perumahan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07
TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/Prt/M/2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
24/Prt/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang
Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan
Gedung;

ITeknik Tata Bangunan dan
Perumahan




NO

TAHAP

JENIS INFRASTRUKTUR

METODE

DATA/ INDIKATOR

SUMBER

JABATAN FUNGSIONAL
YANG DIBUTUHKAN

Konvergensi Kebijakan,
Rencana, dan Program

- Memetakan secara spasial
kebijakan dan strategi dari setiap
dokumen kebijakan

- Melakukan analisis
konvergensi rencana
infrastruktur

- Melakukan analisis posisi
kawasan dalam konstelasi
regional, nasional, dan

global

- Melakukan analisis basis ekonomi
pengembangan kawasan

- Perumusan Goals

- Dokumen Kebijakan Sektoral
- Data Statistik
- Kebijakan Pengembangan Kawasan

- Masterplan Kawasan Pariwisata Terkait
- Masterplan Kawasan Industri Terkait
- Data Statistik BPS Tahun Terbaru

lAnalis Kebijakan/
Perencana

Arahan Rencana Tata
Ruang dan Daya Dukung
Daya Tampung Kawasan

- Melakukan analisis arahan
pengembangan wilayah (RTR KSN,
WPS, RTRW Prov/Kab/Kota)

- Tumpang tindih peta kawasan
lindung/ budidaya, peta fungsi lahan/
kawasan hutan, peta kemiringan
lereng/ topografi/ geologi, dan peta
jasa ekosistem

- Dokumen Rencana Tata Ruang

- Data Kawasan Hutan Lindung (Taman
Nasional,

Taman Hutan Raya)

- Data Kawasan Resapan Air/ dan Tanah
Bergambut

- Data Cagar Budaya dan limu Pengetahuan/
Wisata

- Data Keberadaan RTH

- RTRW Nasional

- RTR Pulau Terkait

- RTRW Provinsi Terkait

- RTRW Kota/ Kabupaten Terkait
- RDTR

Kecamatan Terkait

- Peta Jasa Ekosistem (KLHK)

Penata Ruang

Isu Strategis

- Hasil Analisis (Kebutuhan Pemenuhan GAP Guna
Mencapai Goals Kawasan Strategis)

Perencana

Pengembangan - - Merumuskan potensi dan tantangan |- Data Awal/ Profil Kawasan & Profil
Infrastruktur pimbangunaguksl\:/{vasan dan Infrastruktur
infrastruktur - Rumusan Awal Goals Kawasan Strategis

1) Analisis kebijakan keuangan; o Pererlwana .

2) Analisis kependudukan dan kapasitas sdm; . Tekn!k Pengairan
Daya Ungkit Analisis penciptaan nilai dan daya 3) Analisis sektor unggulan dan . Tekn!k Jalan dan Jembatan
Pembangunan ungkit pembangunan infrastruktur pengembangannya; o Teknik Tata Bangunan dan
Infrastruktur 4) Analisis daya tampung dan daya dukung; Perumahan

5) Analisis pengembangan ekonomi

wilayah (disparitas, leverage, dll);

6) Analisis teknis perencanaan kawasan inkubasi;
7) Analisis prediksi kebutuhan infrastruktur;dan

8) Analisis keterpaduan infrastruktur wilayah.

o Teknik Penyehatan
Lingkungan




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
5 |Proyeksi Pertumbuhan dan Skenario Pembangunan
) Perencana
_ : ; - Proyeksi pertumbuhan penduduk harus
Proyeksi pertumbuhan untqk]angka mempertimbangkan jumlah penduduk tetap,
waktu 20 tahuﬂ dan proyeksi penduduk sementara (wisatawan asing dan
pertumbuhan jangka menengah domestik), dan kemungkinan masuknya pencari
. selama 5 tahun, termasuk proyeksi kerja karena adanya peluang ekonomi karena
EZEMSSQ:Q (Q’gyekg pariwisata, sektor ekonomiplok);I percepatan pembangunan kepariwisataan
lainnya, kependudukan dan lapangan |- Pertumbuhan wisatawan dan proyeksi pekerjaan
Standar Perencanaan Ker ay P pang terkait pariwisata akan didapat dari Studi Analisis
| Pasar dan Permintaan yang memungkinkan
dilakukannya kuantifikasi indikator permintaan seperti
beban puncak wisatawan (baik di daerah tujuan wisata
maupun di tingkat kawasan wisata utama), jumlah
kamar hotel tambahan, kapasitas tambahan jaringan
transportasi (jalan, bandara dIl.), jumlah tenaga kerja
terampil yang dibutuhkan, dIl.
- Menyusun dan - Menyiapkan tiga skenario Perencana

Membahas Skenario
Pengembangan
Alternatif

pengembangan yang berbeda untuk
mengakomodasi dan menjadi
pedoman bagi pertumbuhan yang telah
diproyeksikan dan akan
mempresentasikan serta membahas
temuan, standar perencanaan yang
diusulkan, dan skenario pembangunan
dengan semua pemangku kepentingan
terkait

- Mengidentifikasi tambahan kebutuhan lahan di masa
depan untuk kebutuhan kawasan perumahan, industri,
komersial, dan pariwisata, serta kebutuhan
infrastruktur, termasuk kebutuhan lahan untuk
perumahan pekerja di bidang pariwisata dan keluarga
mereka.

- Mengidentifikasi persaingan kebutuhan pada lahan,
sumber daya alam dan infrastruktur untuk
pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi
lainnya (non- pariwisata).

- Mengidentifikasi peluang dan kendala

lingkungan, sosial, sosial- ekonomi, dan

warisan budaya untuk pertumbuhan

- Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan
pembangunan guna meningkatkan efisiensi
penggunaan lahan, infrastruktur dan penyediaan
layanan, termasuk kesempatan penyediaan layanan
gabungan dan subsidi silang layanan wisata untuk
akomodasi dan fasilitas wisata serta masyarakat
setempat yang berpenghasilan rendah.

- Menganalisis infrastruktur yang dibutuhkan

untuk mendukung pembangunan di masa depan
(jalan, pasokan air bersih, pengelolaan limbah

cair, pengelolaan drainase dan banjir,

pengelolaan limbah padat/sampah, perumahan,
transportasi, energi, telekomunikasi dan utilitas
lainnya)

- Mengidentifikasi intervensi strateSIG, kawasan atau
kegiatan yang dapat mendorong atau memfasilitasi
sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam berpartisipasi di dalam pengembangan
infrastruktur, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait
dengan pengunjung.

- Mengevaluasi setiap skenario pembangunan dengan
rincian yang memadai agar para pemangku
kepentingan dapat membandingkan dampak positif
dan negatif dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial
(termasuk gender) dan warisan budaya serta
kepatuhan terhadap pokok- pokok kebijakan
pengamanan Bank Dunia yang berlaku.




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
- Menyiapkan peta berbasis SIG o Penata Ruang
yang akan menunjukkan proyeksi - Peta yang relevan dengan skala 1:25.000 o Surveyor Pemetaan

- Penyusunan sistem pertumbuhan pada kawasan untuk kawasan strategis tersebut dan jika

pendukung pengambilan strategis dan menghubungkannya tersedia, peta dengan skala 1:5.000 yang

keputusan berbasis SIG dengan skenario pengembangan relevan dengan kawasan prioritas yang
tata ruang untuk membantu para diidentifikasi
pemangku kepentingan dalam
membuat keputusan yang terbaik
berdasarkan pilihan skenario yang
berbeda

- Konvergensi kebijakan, rencana, dan . gnalls Kebijakan/
i i rencan

Merencanakan kondisi Kawasan yang ggcigzrirr]eﬂﬁndrzg;snf(awasanmdustn . Pant:aR:ang
diinginkan pada 20 tahun kedepan, o P ) ’
yang mencakup simpul produksi, - Analisis spasial berupa arahanrencana
Kawasan investasi, Kawasan tata ruang dan daya dukung dan daya

Kawasan 20 Tahun permukiman, kapasitas penduduk,  flampung Kawasan

6 |Kedepan kebutuhan infrastruktur PUPR dan - Analisis isu strategis pengembangan

Non-PUPR, serta gambaran tata ruang
Kawasan yang diinginkan.
Penyusunan perencanaan Kawasan
ini dilakukan minimal dengan
memperhatikan kebijakan yang ada,
isu strategis, agenda nasional dan
internasional (misal SDG's, dll),
kebutuhan pengembangan Kawasan,
perkembangan teknologi.

infrastruktur mendukung pengembangan
infrastruktur mendukung Kawasanindustri
dan Kawasan ekonomi khusus; dilanjutkan
dengan analisis gap existing vs expected
condition

- Analisis system dynamic
- Analisis SWOT

- Analisis dukungan regional

dan pengembangan kawasan

- Penyusunan peta ultimate untuk sektor
PUPR dan Non-PUPR

Kebutuhan Kawasan
Inkubasi dan Penetapan
Usulan Kawasan Inkubasi
Serta Delineasi Kawasan

- Analisis kebutuhan kawasan inkubasi
dan penetapan usulan kawasan
inkubasi

Penata Ruang




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
- Penjabaran Kawasan pada 20 Penata Ruang
tahun kedepan melalui penyusunan
kebijakan dan strategi
pembangunan infrastruktur PUPR
Strategi Pengembanga n berdasarkan arah pengembangan;
7 |Kawasan dan

Infrastruktur

- Analisis penciptaan nilai dan
daya ungkit dari pembangunan
infrastruktur PUPR;

- Analisis kebutuhan Kawasan
inkubasi dan penatapan usulan
Kawasan inkubasi beserta

delineasi Kawasan

Ultimate
Kawasan

- Menjabarkan kondisi 20 tahun ke
depan sesuai skenario pembangunan
yang dipilih

1) Analisis profil;
2) Analisis isu strategis;
3) Analisis spasial;

4) Skenario Pembangunan Yang
Dipilih; dan

5) Analisis kebutuhan
pengembangan.

Perencana
Penata Ruang

Hasil Keterpaduan
Infrastruktur

- Analisis Keterpaduan
Infrastruktur

Perencana
o Penata Ruang

Penyusunan kebijakan
dan strategi
pengembangan kawasan
dan infrastruktur

1) Ultimate Kawasan; 2) Kebutuhan Kawasan
Inkubasi; 3) Skenario Pembangunan Yang
Dipilih

Perencana
Penata Ruang




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
1) Ultimate Kawasan; 2) Kebutuhan o Perencana
Rencana Strategis - Strategi pemenuhan infrastruktur Kawasan Inkubasi; 3) Skenario o Penata Ruang
8 |[Infrastruktur (RSI) 20 tahun kedepan, mencakup Pembangunan Yang Dipilih; 4) Strategis
Kawasan rencana konekivitas dan Pengembangan Kawasan
keterpaduan antar sektor
dan Infrastruktur
e Perencana
Penyusunan program jangka a) Analisis program prioritas o Teknik Pengairan
mﬁneng?h ilnfrast%ktuL PUZR 6 pembangunan infrastruktur; o Teknik Jalan dan Jembatan
tahunan) selama 20 tahun, dan iai i ial* ;
Program Jangka AP dela e e E)) f\\:;::: ﬁ?ﬁfakta:kzﬁmﬁa:oz."jn b " permatan
9 [Menengah serta prioritasi program, yang di = ' erumanan
Infrastruktur PUPR (5 dalamnya tahapan yang terdiri atas: 1) |d) Analisis kebutuhan dan @ Teknik Penyehatan

Tahun)

perumusan program infrastruktur
PUPR, yang telah mempertimbangkan
“readiness criteria”; dan 2) identifikasi
program sektor strategis infrastruktur
PUPR dan Non-PUPR, daerah dan
dunia usaha agar terjalin keterpaduan
dengan program infratruktur PUPR.

sumber pembiayaan;

e) Analisis kelembagaan;

f) Analisis outcome dan impact
pembangunan infrstruktur PUPR di dalam
lingkup Kawasan;

g) Penyusunan peta program infrsatruktur
sektor SDA, BM, CK dan PnP jangka
Panjang, menengah, dan program per tahun
selama 20 tahun.

Lingkungan

Program Prioritas
Pembangunan
Infrastruktur

- Analisis Program Prioritas
Pembangunan Infrastruktur

1) Analisis kelayakan ekonomi & finansial
(cost recovery) serta analisis fungsi &
manfaat;

2) Analisis sumber pembiayaan

dan kemitraan; dan

o Teknik Pengairan

o Teknik Jalan dan Jembatan

o Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan

o Teknik Penyehatan

3) Analisa outcome & impact Lingkungan
hasil pembangunan.
Perencana
Ssmbar?g Ke,l__ayakanl - Analisis Kelayakan Ekonomi dan
onomi dan Finansia Finansial
Perencana
Gambaran Manfaat - Analisis Manfaat Ekonomi dan Sosial
Ekonomi dan Sosial
Perencana
Arahan Kebutghan dan - Analisis Sumber Kebutuhan dan
Sumber Pembiayaan Sumber Pembiayaan
Gambaran Outcome Perencana

dan Impact
Pembangunan
Infrastruktur

- Analisis Outcome
dan Impact
Pembangunan
Infrastruktur




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
Perencana
Gambaran - Analisis Kelembagaan
Kelembagaan
Gambaran Peta Program i * Perencana
- Analisis Penyusunan Peta Program . , Survevor Pemetaan
Infrastruktur Sektor BM, PUPR jangka panjang (20 tahun), - Logical Framework Analysis ¢ ourveyl
jangka menengah (per 5 tahun - SMART (Spesific, Measurable,
SDA, CK, dan PnP selama 20 tahun), dan program Attainable, Rational, Time-bond)
selama 20 Tahun tahunan (selama 20 tahun) - Money Follow Prioritas
lAnalis Kebijakan/ Perencana
- Penyusunan proses bisnis 1) Analisis kewenangan dan
10 Proses Bisnis pengembangan keterpaduan kapasitas stakeholder;

infrastruktur PUPR dan non- PUPR
- Konsep pengembangan dan
kelembagaan

- Proses bisnis pelaksanaan
pembangunan infrastruktur PUPR

2) Analisis peraturan per-uu-an;
3) Analisis efektivitas dan efisiensi
organisasi; dan

4) Analisis prioritas pembangunan.




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
Penyusunan rencana pengelolaan dan Perencana
pengendalian keterpaduan program termasuk|

Rencana Pengelolaan dan di dalamnya tahapan yang terdiri atas
11 |Pengendalian perumusan peraturan dan Lembaga
Keterpaduan Program pengelola pelaksana program di Kawasan
strategis dan area inkubasi; dan
penyepakatan Rencana Induk Infrastruktur
PUPR dan Non-PUPR oleh pemangku
kepentingan. Rencana aksi ini disusun untuk
menjamin keberlangsungan pengelolaan dan
efektivitas program infrastruktur wilayah bagi
perkembangan ekonomi di wilayah strategis
. - Analisis Stakeholder Perencana
Stakeholder Terkait
Kerangka - Analisis Kelembagaan Perencana
Kelembagaan
Arahan Pola Penyelenggaraan - Anal@sis Pola Penyelenggaraan dan Perencana
. Pembiayaan
dan Pembiayaan
Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Penata Ruang/Teknik Penyehatan
Hidup Strategis (KLHS) sesuai Permen LHK Lingkungan
12 |Dokumen KLHS P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

sebagai dasar penapisan kebijakan, rencana
dan program yang akan disusun. Pembuatan
KLHS untuk Rencana Pengembangan dan
Program Pengembangan Infrastruktur PUPR
yang berpotensi berdampak terhadap
lingkungan hidup

Hasil Identifikasi Lingkup
Wilayah Pengaruh
Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program

- Identifikasi muatan KRP yang
menghasilkan dampak

lingkungan signifikan

- Analisis pengaruh hasil identifikasi KRP

- Penyusunan muatan analisis
KRP (analsis dengan
memanfaatkan kajian jasa
ekosistem)

- Kajian alternatif (kajian pengaruh KRP
terhadap kondisi lingkungan dan
perumusan alternatif)

- Penyusunan rekomendasi dan
penyempurnaan KRP

- Konsultasi publik

[Teknik Penyehatan Lingkungan




JABATAN FUNGSIONAL

NO TAHAP JENIS INFRASTRUKTUR METODE DATA/ INDIKATOR SUMBER YANG DIBUTUHKAN
- Mengidentifikasi isu o Analis Kebijakan
pembangunan o Perencana
berkelanjutan; o Penata Ruang

- - Pemusatan isu-isu
Hasil UJ| Muatan pembangunan
Kebijakan, Rencana, berkelanjutan;
#anr/]atju P}zqgram - Memutuskan akar permasalahan
Der a ipd r|/tetr|a atau menentukan isu pembangunan
R'ar'rllpaL' ak” atau berkelanjutan strategis;
ISIko Lingkungan - Menentukan isu pembangunan
Hidup dan berkelanjutan
Pembangunan perkelanj
Berkelanjutan prioritas
- Mengidentifikasi muatan KRP yang
memberikan dampak atau resiko
lingkungan hidup yang berkelanjutan
atau menentukan isu pembangunan
paling strategis
- Melaksanakan konsultasi publik
untuk identifikasi dan perumusan isu
pembangunan berkelanjutan
Peta Rencana e Perencana
Pengembangan e Penata Ruang
13 Kawasan dan Peta e Surveyor Pemetaan
Program (Keterpaduan
Program Infrastruktur
PUPR) dengan skala
minimal 1:50.000
e Perencana
- Peta Daya Dukung dan Daya Tampung o Surveyor Pemetaan
- Peta Kebijakan Pengembangan Kawasan
- Peta Profil Sosial Ekonomi
- Peta Profil Komoditas
14 Konsep 10 - Peta Potensi Pengembangan Sistem Rantai
Peta Nilai Komoditas Unggulan

- Peta Profil Aset Infrastruktur
- Peta Pengembangan Kawasan 20 Tahun
- Peta Demand Assesment Infrastruktur PUPR

- Peta Perencanaan Program Pengembangan
Kawasan

- Peta Rekomendasi Pusat Pertumbuhan Baru







KAMUS NOMENKLATUR TUGAS DAN FUNGSI BPIW

No Nomenklatur Penjelasan Sumber

. Umum

1. | Kebijakan Arahftindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 15)
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu | Kamus Istilah Pengembangan Wilayah
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha mencapai sasaran
Catatan:
o Kebijakan dapat mencakup:
v' kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengembangan wilayah
v" kebijakan teknis atau kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan umum
1a. | Arah Kebijakan Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi | e PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL (Pasal 1
Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi angka 5)
tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran | e PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses
strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Pasal 1 angka 3)

2. | Strategi Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Catatan: Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 14)
o Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 angka 12)
o Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 angka 13)
Keseluruhan langkah (kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau | Kamus Istilah Pengembangan Wilayah
untuk mengatasi suatu persoalan
Catatan:
o Strategi dapat disusun sebagai langkah untuk mencapau sasaran atau tujuan dalam kebijakan

Il. Perencanaan

3. Perencanaan Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan | e UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 1)
o PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka




No Nomenklatur Penjelasan Sumber
1)
o PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Pasal 1 angka 3)
a. Hasil proses perencanaan, yang berisi baik dalam teks, peta, maupun grafis Kamus Istilah Pengembangan Wilayah
b. Metode untuk mengambil tindakan, berdasarkan analisis dan penerapan ke masa depan, untuk
membimbing, mengarahkan, atau membatasi tindakan selanjutnya, dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi tertentu
Catatan:
e Perencanaan atau rencana yang dilakukan adalah untuk menyusun rencana pembangunan infrastruktur PUPR yang
didasarkan pada perencanaan ruang, yang mencakup:
v Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang (RPIJP) Nasional
v Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah (RPIJM) Provinsi
v Rencana Strategis Kementerian PUPR
lll. Pemrograman
4, Program Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi | e UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 16)
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah e PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Pasal 1 angka 10)
Penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas | PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL
dan fungsi eselon | atau unit K/L yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan | (penjelasan Pasal 6 ayat 3 huruf a)
indikator kinerja yang terukur
Catatan:
o Indikator kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja (penjelasan Pasal 5 ayat 3 huruf a PP 90/2010
tentang Penyusunan RKA-KL)
Kumpulan kegiatan yang terpadu dan saling terkait untuk mencapai sasaran kebijaksanaan dan | Kamus Istilah Pengembangan Wilayah
perencanaan secara keseluruhan
Catatan:
e Program Jangka Menengah (PJM) untuk setiap kawasan strategis kemudian disusun prioritas program tahunannya yang
kemudian disinkronkan dalam lingkup nasional
5. Kegiatan Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari | PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, | (Pasal 1 angka 11)
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai




No

Nomenklatur

Penjelasan

Sumber

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon ll/satuan kerja
atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output)
dengan indikator kinerja yang terukur

Catatan:

e Indikator kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja (penjelasan Pasal 5 ayat 3 huruf a PP 90/2010
tentang Penyusunan RKA-KL)

PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL
(penjelasan Pasal 6 ayat 3 huruf a)

IV. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

6. Pengendalian Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan | PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Catatan: (Pasal 1 angka 1)
Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (penjelasan Umum huruf 2 (Pengendalian) hal 2 PP 39/2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)

6a. | Pengendalian pelaksanaan | Kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana dalam rangka menjamin | UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

rencana pembangunan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana Pembangunan Nasional (penjelasan Umum huruf 3
(Proses Perencanaan) hal 4)

7. Pemantauan Melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi | UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya Pembangunan Nasional (penjelasan Pasal 28 ayat 2)
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta | PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
mungkin (Pasal 1 angka 2)

8. Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (oufput), dan hasil | PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

(outcome) terhadap rencana dan standar

Catatan:

e Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan
kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan
pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang

e Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan
rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan
penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi: 1) indikator masukan; 2) indikator
keluaran; dan indikator hasil/manfaat

« Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

v/ Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana
pembangunan, dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Pasal 1 angka 3)




No

Nomenklatur

Penjelasan

Sumber

v' Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan,
untuk menentukan tingkat kemajunan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya

v/ Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana
berakhir, yang diarahkan untuk mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, dengan tujuan untuk
menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran),
taupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program

(penjelasan Umum huruf 3 (Evaluasi) hal 3 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan)

8a.

Evaluasi pelaksanaan
rencana

Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja

pembangunan
Catatan:
o Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan
o Indikator dan sasaran kinerja mencakup:
v masukan (input)
v' keluaran (output)
v' hasil (resulf)
v’ manfaat (benefit)
v' dampak (impact)
e Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, K/L dan Pemda mengikuti pedoman dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-
masing jangka waktu sebuah rencana

UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

(penjelasan Umum huruf 3 (Proses Perencanaan) hal
4)

8b.

Evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana
pembangunan

Kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta

keberlanjutan pembangunan.

Catatan:

o Efisiensi adalah derajat hubungan antar barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya
yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output) (PP
39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 1 angka 20))

o Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang
diharapkan (PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 1
angka 21))

o Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat
lokasi, dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal (PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 1 angka 22))

o Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran (oufput) kegiatan yang dapat
berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcome) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat

o Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (output) dari suatu kegiatan atau hasil (outcome) dari suatu program
dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL (Pasal 1 angka 12))

UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (penjelasan Pasal 29 ayat 1)




No

Nomenklatur

Penjelasan

Sumber

o Sasaran Kinerja merupakan keluaran (output) dan/atau hasil (outcome) yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat
kepastian yang tinggi, dari sisi efisiensi, kuantitas, dan kualitas melalui kegiatan dan/atau program oleh KiL, termasuk
kegiatan dan/atau program yang dilaksanakan melalui skema badan layanan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan,
dan skema pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (penjelasan Pasal 6 ayat 3 huruf c)

o Keluaran (oufput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
v PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 18)

v' (PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 1
angka 23))
v PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL (Pasal 1 angka 10)
v PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka
13)

o Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program
v PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Pasal 1 angka 19)

v (PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 1 angka
25))
v’ PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-KL (Pasal 1 angka 11)

V. Lainnya
9. | Data Keterangan objektif tentang suatu fakta, baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar | UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
visual (images), yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari hal yang sudah | Pembangunan Nasional (penjelasan Pasal 31)
terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya
10. | Informasi Data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (penjelasan Pasal 31)
11. | Rencana Pembiayaan Rencana yang disusun dengan menghitung alokasi biaya pembangunan infrastruktur melalui skema | Kamus Istilah Pengembangan Wilayah

pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun Non-APBN
Catatan:
Rencana ini dihitung dalam jangka panjang dan menengah, selaras dengan RPIJP dan RPIJM

12. | Pembiayaan Program Perhitungan alokasi biaya setiap program pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan | Kamus Istilah Pengembangan Wilayah
yang bersumber dari APBN maupun Non-APBN
Catatan:
Pembiayaan dihitung selaras dengan PJM yang disusun dan program tahunan yang diprioritaskan
13. | Kawasan strategis Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara | UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 1 angka

nasional (KSN)

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia

28)




